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Kekerasan dalam rumah tangga sering terdengar di kalangan 
masyarakat. Tidak hanya kekerasan secara fisik yang terjadi, tetapi bentuk 
kekerasan yang lain mengikuti kekerasan yang terjadi. Meskipun kekerasan dalam 
rurnah tangga termasuk dalam ranah privat atau pribadi dalam linghp rumah 
tangga, seseorang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas apapun yang 
menirnpa dirinya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, didominasi 
wanita/isteri sebagai korban dan priafsuami sebagai pelaku. Akan tetapi, seiring 
dengan berjalannya waktu, emansipasi wnita terhadap apa yang terjadi pada 
dirinya, menjadikan \vanita/isteri dapat melakukan kekerasan dalam nimah tangga 
terhadap suami. 

Menilik dari persoalan tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan yang 
hendak dijawab dalam tesis ini, yaitu apa yang menjadi penyebab kekerasan 
dalam rumah tangga terhadap suarni dan bagaimana implementasi Pasal 44 ayat 
(1) dan (4) W NO. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakim pada 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami tahun 2007-2010 di 
Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode 
penelitian yuridis normatif dan sosiologis, dimana sumber data yang diperlukan 
berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan bahan hukum sekunder berupa berbzigai literatur yang relevan. 

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa 
penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami disebabkan karena 2 
faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab isteri melakukan tindak 
kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami disebabkan karena adanya krisis 
akhlak, ekonomi, dan kehadiran orang ketiga. Krisis akhlak berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah sikap isteri yang ringan tangan dan sikap suami yang 
mempunyai kebiasaan minum minuman kerasfberakohol. Ketidakmampuan s u m i  
dalam memenuhi kebutuhan hidup dan suami yang melarang isterinya untuk 
bekerja di luar rurnah, merupakan penyebab isteri melakukan KDRT dari faktor 
ekonomi, serta kehadiran orang ketiga, dalam ha1 ini adanya wanita idaman lain 
dalam kehidupan suami. Dalam implementasi sanksi pidana Pasal44 ayat (1) dan 
ayat (4) W No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan h h  pada 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ierhadap isteri tahun 2007-2010 di 
Yogyakarta adalah bahwasanya dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim tidak 
membedakan antara pelakunya seorang suami atau isteri, karena semua orang 
dimata hukum adalah sama. Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap suami mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlunya 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan meningkatkan norma 
agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; serta bagi hakirn untuk 
dapat berlaku adil dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku KDRT terhadap 
suami dan mempertimbangkan hal-ha1 yang terdapat dalam proses peradilan 
karena berkaitan dengan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat. 



BAB I 

PIENDAHLEUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup dengan 

manusia lainnya. Karena kodrat/nalurinya tersebut, manusia selalu membutuhkan 

berhubungan dengan manusia lainnya. Seca& urnurn, hubungan manusia yang satu 

dengan manusia lainnya dikenal sebagai interaksi sosial yang merupakan hubungan 

tirnbal balik yang terjadi di dalam masyarakat.' 

Selain hubungan antar manusia yang urntun itu, terdapat pula hubungan 

antar manusia yang khusus, yang hasilnya adalah dibentuk sebuah rumah tangga, 

yakni terjadi hubungan antara duz manusia berlainan jenis, yang &an membentuk 

keluarga. Hubungan khusus antar manusia yang berlainan jenis dikenal oleh 

masyarakat sebagai hubungan dalam "perkawinan".2 

Yang dirnaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk kelwga (rumah tangga) yang bahagia 

dm kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

' Wila Chandrawila Supriadi, Kumpulan Tulisan Perempuan dun Kekerasan dalam Perkawinan, 
Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 22 

Ibid., hal. 22 



Secara umum tujuan dari perkawinan adalah uiltuk membentuk keluarga 

dan yang dimaksud dengan keluarga di mana pun juga adalah membentuk hubungan 

antara para pihak yang terikat dalam perkawinan untuk hidup bersama membentuk 

rumah tangga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 

lainn~a.~ 

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa kejahatan hanya terjadi di 

luar lingkungan rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak 

terungkap dan terpublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan 

rumah. Sedangkan nunah sendiri dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota 

keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat di mana anggota keluarga 

dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, 

saling menghargai, dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain.4 

Masyarakat tidak akan pemah menduga dan mengira bahwa temyata di 

dalam rumah yang dapat dikatakan sebagai tempat yang m a n  bagi anggota keluarga, 

temyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. 

Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, temyata dapat te rjadi di dalam 

lingkup rumah tangga. Orang yang dianggap dapat menjadi' tempat berlindtuig, 

Ibid, hal. 23 
Habib Sulthon Asnawi, HAM dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 

tentang PKDRT", Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Vol. XI, Fakultas Ilmu Agarna Islam, Univ. Islam 
Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 197 



ternyam justru menjadi penyebab mala petaka.5 Penganiayaan, perkosaan bahkan 

pembunuhan justru sering terjadi di antara anggota keluarga itu ~endir i .~ 

Kekerasan (violence) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan 

atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang7. Kekerasan bisa 

terjadi pada siapa saja dengan alasan apa saja. Di antara beragam alasan yang 

memunculkan kekerasan tersebut, adz satu jenis kekerasm yang dilakukan karena 

keyakinan gender. Kekerasan gender dapat terjadi di dalam dan di luar rurnah tangga, 

di tempat kerja atau di masyarakat. Kekerasan gender, sebagaimana kekerasan 

urnurnnya, selalu mengandung hubungan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku 

kekerasan dan korbannya. Kekerasan yang disebabkan oleh adanya keydcinan gender 

ini, tidak selalu mtara lelaki dan perempuan, tetapi juga bisa perempuan terhadap 

lelaki. Namun, karena kondisi suatu masyarakat (relasi kekuasaan gender) lebih 

Rita Selena Kolibonso mengatakan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini dikenal sebagai 
kejahatan &lam masyarakat, meskipun te rjadi di banyak tempat dalam bentuk perkosaan, penyiksaan 
terhadap isteri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan, dan bentuk-bentuk 
kekerasan lainnya. Rita Selena Kolibonso, Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
Jurnal Perempuan No. 26, 2002, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hal. 8, dalam G. Widiartana, 
Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspeklif Perbandingan Hukum, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 
Yogyakarta, 2009, ha!. 1 
6 Pada pemaparan catatan tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2005, yang dimuat 
oleh Kompas tanggal 8 Maret 2006, halaman 13, Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan, 
mengatakan bahwa jurnlah kekerasan &lam mmah tangga (KDRT) ataupun kekerasan terhadap 
perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pencatatan yang dilakukan sejak tahun 2001 
menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan secara konsisten dan signifikan. 
Tahun 200 1 a& 3 169 kasus meningkat 63 persen pada tahun 2002, yaitu menjadi 6.163 kasus. Pada 
tahun 2003 kasus meningkat 66 persen menjadi 7.787 kasus. Tahun 2004 meningkat kembali menjadi 
14.020 kasus dan pa& tahun 2005 tercatat 20.391 kasus atau meningkat 69 persen dibanding tahun 
sebelumnya. dalam G. Widiartana, Zbid., hal. 1 
7 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2006, hal. 13 



bersifat patriarkal, rnaka pada umumnya korban kekerasan gender adalah kaum 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang hanya te rjadi di 

dalam keluarga, sehingga keluarga korban tidak mempunyai ruang atau inforrnasi 

yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan atau 

tidak, karena selama ini masyarakat beranggapan bahwa persoalan kekerasan dalam 

rumah tangga adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan 

dalarn lingkup rumah tangga saja tanpa perlu dibawa ke pengadilan. 

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya rnenirnpa isteri atau anak yang 

menurut kontruksi sosial sebagiar. masyarakat dianggap sebagai warga kelas d ~ a . ~  

Pada masyarakat patriarki, laki-laki (suarni) dikontruksikan sebagai kepala keluarga 

dan dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai atau mendominasi, serta 

menjadi tulang pmggung keluarga sehingga dalam relasi sosial laki-laki akan lebih 

dominan. Sedangkan perempuan dikontruksikan sebagai manusia yang inferior, 

tergantung pada status laki-laki (suami), dan tidak berdaya, sehingga hams menuruti 

clan menerima apapun kemauan dan perlakuan suami terhadap dirinya." 

Akan tetapi bagaimana jika kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak 

hanya rnenimpa kaum perempuan atau anak-anak? Bagaimana jika suami pun ikut 

http://www.detikk.com diunduh pada tanggal 22 Desember 2010 
Dalam Kompas, Selasa, 1 Agustus 2006, halaman 13, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 

Meutia Hatta Swasono mengatakan bahwa salah interpretasi budaya dari ayat-ayat kitab suci dan 
adanya pandangan dari semua lapisan masyarakat di berbagai etnik dan suku-suku yang menganggap 
strata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengakibatkan te rjadinya subordinasi dan 
peminggiran perempuan dalam dunia publik. http://www.kom~as.com diunduh pada tanggal 15 
Desember 20 10 
'O G. Widiartana, Op.cit., hal. 3 



menjadi korban kekera~an yang dilakukan oleh isteri? Ternyata suarni-suami takut 

isteri tampaknya bukan cuma kisah yang terjadi di dalam sinetron atau film yang 

tayang di televisi. Dalam kehidupan nyata, dijurnpai pula suami yang mengalami 

kekerasan oleh isteri, sehingga menyebabkan suami mengadukan siksaan yang 

dialaminya tersebut ke pihak yang benvajib. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sekarang, tidak memandang 

siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Seorang suami yang 

notabenenya adalah seorang kepala keluarga atau dapat dikatakan sebagai penguasa 

nunah tangga pun dapat mengalami tindak kekerasan dalam rurnah tangga yang 

dilakukan oleh isteri. 

Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota 

keluarga terhadap keluarga yang lain. Tidak menutup kemungkinan, suami pun dapat 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang isteri. 

Masaldmya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami, jarang muncul 

ke permukaan, akan tetapi jika kekerasan oleh suami terhadap isteri, selalu menjadi 

santapan yang empuk bagi LSM wanita untuk memberikan pembelaan terhadap kaum 

wanita. 

Jika ada anggapan bahwa kaum wanita itu lemah, tidaklah selalu benar dan 

tepat. Ini terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri 

terhadap suami. Jika kita kembali ke tahun 2008-2009, ada kasus yang mencuat ke 



publik dunia tentang seorang isteri yang memotong alat vital suaminya dikarenakan 

kekerasan fisik maupun seksual yang dideritanya. Wanita itu adalah Lorena Bobbitt 

yang memotong dan membuang kemaluan suaminya karena terpaksa. Dia mengaku 

selama 4 tahun menerima penganiayaan yang kejam dari suaminya. Selain itu, 

suarninya yang mantan anggota marinir, suka mempraktekkan teknik-teknik 

penyiksaan marinir kepada Lorena Bobbirt." 

Contoh kasus lain yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus 

yang dialami oleh Jaka (bukan nama sebenarnya) yang dianiaya oleh isterinya di 

nunah temen ketika Jaka sedang melakukan aktivitas olahraga. Jaka dipukul dengan 

menggunakan bed pingpong dikarenakan hai yang sepele. yaitu ti& memberikan 

sejurnlah uang yang dimirita oleh isteri. Tidak hanya sekali dua kali Jaka mengalami 

kekerasan yang dilakukan oleh isterinya akan tetapi seringkali meskipun tidak dalam 

waktu yang berdekatan sehingga menyebabkan Jaka melaporkan kejadian yang 

dialaminya ke pihak yang berwajib. Dengan adanya laporan Jaka tersebut ke pihak 

yang berwajib, maka isteri didakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasm fisik 

dalam lingkup rumah tangga dan diancam pidana dalam Pasal44 ayat (1) UU No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan ~ekerasah dalam Rumah Tangga." 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dimana 

keutuhan nunah tangga dapat te rjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan 

11  http://www.detik.com diunduh pada tanggal 22 Deszmber 2010 
l2 ~ufusan Pengadilan Negeri Sleman 4 13/PID.B/2007/PN.SLMN 



kewajibannya masing-masing dengan maksud agar tidak ada satu anggota keluarga 

pun yang dapat melakukan kesewenang-wenangan terhadap anggota keluarga yang 

lain. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesarna 

anggota keluarga, posisi yang seimbang antara isteri dengan suami dan anak dengan 

orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang 

lain. l3 

Menjadi suatu pennasalahan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga 

yang menimpa seorang suami adalah apa yang menjadi penyebab seorang isteri 

melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang 

seharusnya dihomati dan dipatuhi sebagai seorang suami. 

Dalam meneliti kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, 

Penulis melakukan penelitian dalam wilayah Yogyakarta yang berupa putusan- 

putusan hakim pengadilan negeri yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota yang berada 

dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi antara tahun 2007 hingga 

tahun 2010. 

Adapun alasan Penulis mengambil contoh putusan perkara tindak 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami antara tahun 2607 hingga tahun 2010 

karena pada rentang waktu tersebut, Penulis menemukan kasus-kasus tersebut di 

antara sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didominasi oleh 

kaum perempuan sebagai korbannya yang disidangkan pada pengadilan negeri yang 

13 h~://www.detik.com diunduh pada tanggal 22 Desember 2010 



berada di 4 kabupaten dan 1 kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Berikut jurnlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

disidangkan oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah Daerah Istirnewa Yogyakarta: 

Tabel 1. Pengadilan Negeri Yogyakarta 

JenisKDRT Tahun 
2007 1 2008 1 2009 1 2010 

1 
2 

Tabel 2. Pengadilan Negeri Sleman 

Jumlah 1 3  

Terhadap isteri 
Terhadapsuami 

Sumber: Pengadilan Negeri Yogyakarta 
7 

No 

1 1 

Tabel 3. Pengadilan Negeri Wates 

- - .  

'2 
1 

2 Terhadap suami 
Jumlah 

5 

Jenis 

Terhadap isteri 

- 

7 
- 

6 

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman 

1 
9 

No I Jenis KDRT 

Tahun 

Tahun 
2007 1 2008 1 2009 1 2010 

I 

I 

- 
10 

5 
- 

2007 
8 

1 
2 

6 
- 

2008 
10 

2009 
17 
- 
17 

Sumber: Pengadilan Negeri Wates 

2 
- 
2 

Terhadap isteri 
Terhadap suami 

2010 
11 
- 

11 

Jumlah 

17 
- 

17 

2 
- 
2 

7 
1 
8 



Tabel 4. Pengadilan Negeri Bantul 

Tahun I 

1 I 

Sumber: Pengadilan Negeri Bantul 

2 1 Terhadap suami 
Jumlah 

Tabel 5. Pengadilan Negeri Wonosari 

- 
3 

Jumlah 4 3 1 . 2  1 4  
Sumber: PengadiIan Negeri Wonosari 

No 

1 
2 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di beberapa pengadilan negeri didominasi 

oleh isteri sebagai korban tetapi tidak menutup kemungkinan suarni pun dapat 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kasus yang 

terjadi, diketahui bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam kasus 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami adalah Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU 

No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

Pada pasal44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan 

bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 

- 
3 

Jenis KDRT 

Terhaclap isteri 
Terhada~ suami 

1 
4 

- 
5 

Tahun 
2007 

4 
- 

2008 
3 
- 

2009 
1 

1 

2010 
4 
- 



paling lama 5 (ha) tahun atalJ denda paling banyak Rp 15.000.000,OO (lima belas 

juta rupiah). Sedangkan pzida Pasal44 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam ha1 perbuatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

Dari uraian yang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui dan 

mengkaji tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap 

Suami. 

B. Rumusan Masalah 

Dari 12tar belakang permasalahan, maka muncul suatu pertanyaan yang 

menjadi permasalahan dalzm penyusunan tesis ini, yaitu: 

1. Apa yang menjadi penyebab isteri melakukan tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap suami? 

2. Bagairnana implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 

Tahun 2004' tentang PKDRT dalam putusan hakim pada tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami tahun 2007-2010 di 

Y og yakarta? 



C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan seperti yang telah dinunuskan di 

atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui penyebab kekerasan dalam nunah tangga yang dilakukan 

oleh isteri terhadap suami; 

2. Untuk mengetahui implementasi sanlksi pidana Yasal 44 ayat (1) dan (4) UU 

No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam putusan hakirn pada tindak pidana 

kekerasan dalam nunah tangga terhadap suarni tahun 2007-2010 di 

Yogyakarta. 

Manfaat dari penulisan tesis ini, sesuai dengan sifat penelitian diharapkan 

dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya hasanah keilmuan 

dan kepustakaan hukum positif serta tidak berlebihan kiranya tesis ini dapat dijadikan 

sebagai informasi kepada masyarakat khususnya suarni yang mengalami kekerasan 

dalam rurnah tangga untuk rnelaku?tan perlindungan hukum yang jelas rnelalui pihak 

yang benvajib apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh 

sang isteri. 

D. Definisi Operasional 

Judul yang dikernukakan dalam tesis ini, ada beberapa hal yang perlu 

didefinisikan agar dapat memberikan kepastian maksud terhadap definisi yang 

dioperasionalkan dalam penulisan tesis ini. 



1. Tindak pidana 

Tindak pidana berasal dari dua suku kata, yaitu kata "tindak" yang berarti 

langkah; melakukanI4 dan kata "pidana" yang berarti hukum atas perbuatan 

kejahatd pelanggaran terhadap yang berkuasa; kejahatan; l~iminal. '~ 

Terdapat beberapa pengertian tentang tindak pidana. Menurut Kamus 

HukurnI6 berasal dari kata misdrgy (Belanda) kejahatan, dursila, tindak pidana. 

Adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukum 

pidana. Chairul HudaI7 mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan atau serangkaian 

perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. 

Moeljatno18 mengartikm tindak pidana sebagai perbuatan pidana. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana disertai ancarnan (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 

melanggar larangm tersebut. Menurut Moeljatno, kata "tindak" tidak menunjuk 

kepada ha1 yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, 

sebagaimana halnya dengan peristiwa ciengan perbedaan bahwa tindak adalah 

kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, ha1 mana lebih 

dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai 

"ditindak". Oleh karena itu, tindak sebagai kata yang menggunakan istilah tindak 

l4 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 61 1 
l5 Ibid., hal. 488 
16 Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 602 
l7 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungiawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 15 
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54 



pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu 

dipakai pula kata perbuatan.lg 

Roeslan Saleh20 mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 

perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukurn pidana dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan 

sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana." Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai 

tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana ole11 peraturan 

perundang-undangan, hams juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat 

melawan hukum, kecuali ada alasan ~embenar .~~  

2. Kekerasan dalam rumah tangga 

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Ind~nesia~~,  berarti: 

a. Perihal yang bersifat, berciri keras; 

" Ibid, hal. 55 
20 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dun Pertanggungiawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam 
Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 198 1, hal. 13, dalam Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, 
Sinar Grafka, Jakarta, 201 1, Cet. I, hal. 98 
21 Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP Edisi 2005. Dalam tulisan ini istilah tindak pidana dan perbuatan 
pidana tidak dibedakan untuk alasan praktis, walaupun kedua istilah itu meiniliki perbedaan signifikan. 
Istilah tindak pidana menunjuk pada suatu sikap aktif manusia yang bersifat aktif. Sedangkan istilah 
perbuatan pidana lebih menunjuk kepada sikap yang diperlihatkan seseorang baik aktif maupun pasif. 
dalam Mahrus Ali, Ibid., hal. 98 
22 Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Konsep KUHP. dalam Mahrus Ali, Ibid., hal. 98 
23 Lukman Ali, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 550 



b. Perbuam seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera 

atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 

orang lain; 

c. paksaan 

Pengertian kekerasan secara yuridis menurut Pasal 89 Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidma, yaitu: 

"Membuat orang pingsan atau ti& berdaya disamakan dengan 

menggunakun kekerasan " 

Pingsan menurut KUHP diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan 

dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya diartikan tidal mernpunyai 

kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan 

sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa 

yang terjadi pada dirinya. 

Perbuatan kekerasan tersebut dapat diartikan sebagai penganiayaan. 

Penganiayaan dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu penganiayaan berat dan 

penganiayaan ringan. Yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah bila 

perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti jatuh sakit atau luka yang tidak 

memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus- 

menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan 

salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh, terganggu 

daya pikir selama 4 (empat) minggu; gugurnyalmati kandungan seorang perempuan. 



Sedangkan yang dirnaksud dengan penganiayaan ringan adalah bila perbuatannya 

tidak menirnbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan peke rjaan jabatan atau 

pencahariannya. 

Menurut Mansour FakihZ4, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap 

fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. 

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 W No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rurnah Tangga adalah: 

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dun atazl penelanlaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

ddam lingkup rumah tangga". 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang 

tersembunyi dan korban kekerasan sering bersikap pasrah karena terkait dengan 

pelaku yang memiliki relasi keluarga atau hubungan emosional yang dekat. Selain 

itu, tindak pidana kekerasan dalam rurnah tangga merupakan pelanggaran akan hak 

asasi manusia. 

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri, sering ditemui, 

bahkan dalam jurnlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, 

hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat 

24 Mansour Fakih, Analisa Gender dun Tramformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.1, 1996, 
hal. 17, dalam Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, Psikologi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 
20 1 1, hal. 233 



masih berkembang pandangan bakwa kekerasan dalam *-ah tangga tetap menjadi 

rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam 

permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik2' 

3. Suami 

Suami dapat diartikan sebagai teman hidup isteri yang sah. 

4. Isteri 

Pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak- 

anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan 'oleh seorang laki-laki sebagai pasangan 

hiduplteman hidup dalam berumah ~ g g a . ~ ~  

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori disusun guna mempertajam atau lebih mengkhususkan 

fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang 

diteliti, serta untuk mengembangkan sistem klafikasi fakta dalam ~enelitian,~' maka 

kerangka teori yang dirumuskan dalam tesis ini adalah berpijak pada suatu kerangka 

berpikir bagaimana tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

suami oleh isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. Penulis berasumsi bahwa isteri yang melakukan tindak kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap suami dapat dipidana sesuai dengan peraturan hukum yang 

- - - 

25 Ibid., hal. 233 
26 Daryanto, Op.cir., hal. 288 
27 Mudzakkir, "Metode Penelitian Hukum", Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum (S-2), 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 14 



berlakx di Indonesia. Peraturan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di Indonesia mengacu pada UU No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Pada Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga yang kemudian akan disingkat dengan PKDRT disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, danlatau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancarnan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secwa malwan hukum dalam lingkxp rumah tangga. Dalam Pasal 2 

disebutkan bahwa yang terrnasuk lingkxp rumah tangga dalam Undang-Undang ini 

meliputi: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 

dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalarn rumah 

tangga; danlatau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. Karena suami termasuk dalam lingkxp rumah tangga, jelas 

bahwa isteri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana sesbai 

dengan aturan yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa 

setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga 

berupa kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara dan denda, tak terkecuali bila 



isteri sebagai pelaku tindak pidana tersebut terhadap suami. Karena peraturan 

perundang-undangan tidak melihat siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut, 

perempuan atau laki-laki akan tetapi melihat tindak pidana yang dilakukan. 

1. Teori Kontrol Sosial 

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, Penulis 

menggunakan teori kontrol sosial. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari 

jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori 

kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi 

berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orzing melanggar hukum atau 

mengapa orang taat kepada h u k ~ m . ~ ~  

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap 

perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, 

pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan 

delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 

sosiologis, antara lain st]nIlktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan 

demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.29 

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam 

perkembangan dalam kriminologi, yaitu: Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi 

labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi 

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi, Penerbit Djambatan, 
Jakarta, 2007, hal. 112 
29 Romli Atmasasrnita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Cet. Ketiga, Refika Aditarna, Bandung, 
2010, hal. 41 



konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) h a n g  menyukai "kriminologi baru" 

atau "new criminologv " d m  hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat. 

Kedua, munculnya studi tentang "criminal justice " dimana sebagai suatu ilmu baru 

telah mempengaruhi krimhologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada 

sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian 

baru, khususnya bagi tingkah laku anaklremaja, yakni selfieport survey.jO 

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian 

d m  sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori 

kontrol sosial. Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu personal kontrol d m  

sosial kantrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri 

agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar nonna-norma yang 

berlaku di masyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial 

atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan- 

peraturan menjadi efel~tif.~' 

F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul Family Relationship and 

Deliquent Behavior, mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu 

penjelasan umum tentang kejahatan melainkan perijelasan yang bersifat kasuistis. 

Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur 

30 Frank P .  William 111 dan Marilyn McShane, Criminological Theory, Prentice Hall, New York, 1988, 
dalam Lilik Mulyadi, Kapita Selekfa ... .op.cit., ha]. 1 12 
3' Ibid, hal. 113 



subkultux dalam proses terjadiya kejahatan yang disebabkan antara hasil proses 

belajar dan kontrol sosial yang tidak efel~tif.~' 

Teori kontrol atau sering disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari 

suatu asurnsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai 

kecendemgan yang sama kemunglunmya, menjadi "baik" atau "jahat". Baik 

jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika 

masyarakatnya membuatnya dernikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat 

membuatnya begitu. 

Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (social bond) 

dalam setiap masyarakat, yaitu: 

1. Attachment adalah itemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap 

orang lain sehingga dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan 

untuk melakukan kejahatan. 

2. Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional 

seperti sekolah, peke jam, organisasi, dan sebagainya. Komitrnen merupakan 

aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. 

3. Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Involvement 

berarti bahwa fiekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecendemgan 

yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. 

4. Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan belief 

merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. 

32 Ibid, hal. 1 13- 114 



Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan 

kepatuhan terhadap norma ter~ebut .~~ 

2. Teori Implementasi 

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan 

undang-undang dirnana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujm 

kebijakan atau program-program.34 hnplementasi pada sisi yang lain merupakan 

fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami ssbagai suatu proses, suatu 

kelwan (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).35 Misalnya, implementasi 

dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan 

yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa 

dijalankan. 

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks kelwan, atau sejauh mana 

tujuan-tujuan ymg telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat 

pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhimya, tingkat abstrasi yang paling 

tinggi, darnpak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan, yang 

bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang 

33 William 111 & McShane, Op. Cit., hal. 113. Lihat Stuart H. Tmub dan Cmig B. Little, Op. Cit., hal. 
257 dan dapat pula dilihat J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1992, hal. 20, dalam Lilik Mulyadi, Kapita Selelda ... . op. Cit., hal. 1 16-1 18 
34 James P. Lester and Joseph Stewart, Public Policy: An Evolutionary Approach, Wadsworth, 
Australia, Second Edition, 2000, hal. 104 dalam Budi Winamo, Kebijakun Publik: Teori, Proses, dun 
Studi Kasus, PT. Buku Seru, Jakarta, 2012, hal. 147 
35 James P. Lester and Joseph Stewart, dalam Budi Winamo, Ibid., hal. 147 



publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah icemiskinan telah bisa dikurangi 

atau warganegara merasakah lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya 

dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau 

kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep 

semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, 

konsep itu bisa dipaharni sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. 

Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik 

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa irnplementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benejit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

peinyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hail yang diinginkan 

oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa 

tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dirnaksudkan untuk 

membuat program be r j a l ~ m . ~ ~  

Sementara itu, Grindle3' juga memberikan pandangannya tentang 

implementasi dengan mengatakan bahwa secara urnurn, tugas implementasi adalah 

membentuk suatu kajian (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan 

36 Ibid., hal. 147-148 
" Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, Bureaucracy and Policy Implementation, The Dorsey 
Press, llliois, 1982, hal. 4, dalam Budi Winarno, Ibid, hal. 148 
38 Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University 
Press, New Jersey, 1980, hal. 6, dalam Budi Winarno, Ibid, hal. 149 



direalisasikan sebagai danpak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas 

implementasi mencakup terbentuknya "a policy delivery system " dimana saran-saran 

tertentu dirancang cian dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang 

diinginkan. Menurut Grindle, keberhasilan irnplementasi dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi 

(context of implementati~n).~~ 

Selanjutnya, van Meter dan van Horn4' membatasi implementasi kebijakan 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok- 

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk nencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan- 

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu untuk mencapai perubahan- 

peruhahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) surnber daya; (3) 

komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; 

dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan p~lit ik.~'  

39 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, Cet. VI, hal. 93 
Donald van Meter and Carl E van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual 

Framework". Administration and Society, Vol. 6 No. 4, February 1975, 1975, hal. 447, dalam Budi 
Winarno, Ibid, hal. 149 
4 '  AG. Subarsono, Op. cit., hal. 99 



Menurut George C. Edward IIP2 implementasi kebijakan adalah salah satu 

tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward I11 mengajulran pendekatan 

masalah pendekatan masalah implementasi dengan mengajukan pertanyaan pokok, 

yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) 

faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan dua 

pertanyaan tersebut, dirurnuskan empat faktor yang merupakan syarat utzma 

keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi 

atau pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata alii-an kerja birokrasi. Empat 

fak t~r  tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebi jaka~~.~~ 

Menurut Edward 111, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan bekerja secara stimulant dan berinteraksi satu sama lain 

untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang 

ideal adalah dengan cara merefleksikan komplesitas ini dengan membahas semua 

faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu 

menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan 

tentang implementasi komponen utama. Patut diperhatikan bahwa Lmplementasi dari 

setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yafig mencakup banyak 

42 George C. Edward 111, Implementing Public Policy, Congresional Quartely Press, Washington DC, 
1980, hal. 1-2, dalam Budi Wiarno, Op. Cit., hal. 177 
43 http://www.venotes.wordpress.com diunduh pada tanggal 3 April 2012 



interaksi dsui banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam 

proses implementa~i.~" 

Kekerasan dalam rurnah tangga merupakan salah satu fenomena sosial 

yang dirasakan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah 

tangga tersebut adalah dengan menggunakan kebijakan kriminal (criminal poli~y).~' 

Adapun menurut Sudarto yang dimaksud dengan kebijakan krirninal adalah: 

- Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

- Dalam arti luas, ialah keseluruhan fimgsi dari aparatur penegak, termasuk 

di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

- Dalarn arti luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk 

menegakkan norma-norma sentral dari ma~yarakat.~~ 

Kebijakan kriminal sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi 

kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dilakukan, baik dengan 

mempergunakan sarana hukum pidana (penal policy) maupun dengan sarana di luar 

hukurn pidana (non-penal policy). Kedua sarana penanggulangan kejahatan tersebut 

bersifat saling menunjang. Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat 

- -- - - - 

Budi Winarno, Op. Cit., hal. 177-1 78 
45 G. Widiartana, Op. cit., hal. 22 
46 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 93, dalam G .  Widiartana, 
Ibid., hal. 22 



(social defense policy) dan kebijakan yang lebih luas lagi yaitu kebijakan sosial 

(social policy), maka sasaran akhir dari kebijakan kriminal harus mengarah pada 

tercapainya kesejahteraan sosial. 

Barda Narwawi ArieF7 mengemukakan bahwa tujuan umum dari politik 

kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Hukurn pidana hendaknya dipertahankan sebagai sdah satu sarana untuk melindungi 

masyarakat (social defence) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau 

memulihkan (rehabilitatie) si pembuat undang-undang tanpa mengurangi 

keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Maka atas dasar 

tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: 

a. Kemanusiaan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi 

harkat dan martabat seseorang; 

b. Edukatif. Dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar 

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia 

mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha 

penanggulangan kejahatan; 

c. Keadilan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh 

terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. 

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial 

khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Penegakan huIcllm pidana untuk 

47 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 
Penjara, Semarang, Universitas Diponegoro, 1996 



menanggulangi kekerasan dalam nunah tangga oleh isteri terhadap suami harus 

dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena kekerasan dalam rumah tangga oleh isteri 

terhadap suami akan memberikan dampak yang kurang baik bagi pendidikan an&. 

Seorang anak yang dididik dalam lingkup rumah tangga yang kurang harmonis, maka 

di kemudian hari si anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 

upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukurn. 

Disarnping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang 

kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk ,mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan 

(hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu kehar~san.~' 

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) 

salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana 

atau kejahatan yang aktual maupun potensial serjadi. Segala upaya untuk mencegah 

dan menanggulangi tindak pidanakejahatan ini terrnasuk dalam wilayah kebijakan 

kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan 

oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal 

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan 

kejahatan (kekerasan dalam rumah tangga oleh isteri) digunakan upayalsarana hukum 

48 Ibid, hal. 119 
49 Barda Nawawi Arief, Kclpita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 
240 



pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari 

kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakanhpaya-upaya ~mtuk 

kesejahteraan sosial (social welfare policy) clan kebijakanlupaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat (social defnce policy).'O Oleh karena itu dapat dikatakan, 

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pengkajian tentang ketentuan hukum pidana kasus kekeman dalam rumah 

tangga terhadap suarni oleh isteri termasuk penelitian hukurn normatif yang didukung 

dengan data empiris. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah ripe penelitian 

yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- 

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat. 

Tradisi ilmiah dalam suatu penelitian empiris adalah bertitik tolak dari data 

primer. Data primer/ data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dapat dilakukan 

melalui wawancara. 

Perihal kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri, penulis 

berpijak pada ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini untuk dijadikan landasan 

50 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dun Kebijakan Penanpgulangan Kejahatan, PT. 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74 



dalarn menemukan kedudukan hukum bagi si isteri sebagai pelaku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Untuk kepentingan analisis bahan hukum, penelitian ini juga didukung 

dengan wawancara sebagai pelengkap dengan para hakim dan jaksa sehingga 

penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang 

bersifat kodrati dan berlaku universal, serta pada apa yang diputuskm hakim dan 

tersistematisasi, tetapi juga akan melihat sejauh mana suatu undang-undang yang 

berlaku memberikan rasa keadilan bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rurnah 

tangga maupun bagi isteri sebagai pelzku tindak pidana. 

2. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan- 

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan pengadilan; 

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukurn yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukwn 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jmal- jmal  hukurn, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan." 

5 1  Peter Mahrnud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 14 1. 



3. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Mengadakan wawancara dengan infonnan yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

b. Studi kepustakaan 

Mengkzji, n~enelaah dan menganalisis berbagai buku-buku literatm, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah yang 

mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

c. Studi Dokumen 

Mengkaji dokurnen resmi institnsional yang berupa putusan-pengadilan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

4. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan 

sosiologis yakni mendekati permasalahan dari aspek norrna hukurn normatif dan 

sosiologis yang diimplementasikan dalam tataran ernpirik. Selanjutnya, dilihat fakta- 

fakta empirik terskbut yang merupakan fakta-fakta hukurn. 

5. Analisis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif 

kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi 



lapangan dm keperpustakaan dan selanjutnya data yang terkurnpul dianalisis dengan 

teori-teori, konsep-konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis, ditarik 

pada suatu kesimpulan. 



BAB I1 

TINJAUAN TINDAK PIDANA KEMERASAN DAEAM RUMAH TANGGA 

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga 

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Umum 

Ketika seseorang pergi merantau ke suatu tempat dan jauh dari keluarga, ia 

pasti rindu untuk kembali ke keluarga masing-masing, terutama jika merasa tidak 

arnan atau kurang sehat. Karena keluarga merupakan tempat berlindung yang dapat 

memberiikan rasa aman, di mana setiap anggota keluarga bisa saling mengasihi, 

belajar bertanggung jawab dan tempat belajar prinsip moral. 

Awal terbentuknya keluarga adalah pertemuan dua orang yang mempunyai 

sifat pendidikan, latar belakang budayaltradisi, tingkatan ekonomi yang berbeda. 

Perbedaan ini kadang bisa menimbulkan konflik, apalagi hidup dijaman yang penuh 

tekanan seperti saat ini. Seperti kita ketahui bahwa perubahan pola hidup manusia 

menimbulkan pemanasan global atau pergeseran musim, bencana dam dan lain 

sebagainya, yang mengakibatkan berbagai macam krisis, diantaranya krisis ekonomi, 

krisis mental. Beltim lagi pengaruh dari luar, pengaruh globalisasi, antara lain: 

pengaruh tayangan televisi yang mulai bergeser dari fimgsinya, yaitu dari mendidik 

masyarakat menjadi percontohan tindakan kekerasan demi kepentingan sekelompok 



ormg. Keadaan seperti hlilah yang menimbzdkan degradasi moral (menurunnya nilai 

moral) dalarn keluarga. 

Menurunnya nilai moral dalam masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya 

suatu tindak kekerasan. Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam 

konteks yang sempit, berkaitan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal 

kekerasan itu bentuknya bennacarn-macam. Fenomena atau kejadian yang dapat 

dikategorikan dalam kekerasan banyak sekali jumlahnya. Jika orang sepakat bahwa 

tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu dari 

sekian banyak bentuk kekerasad2, maka seharusnya orang menyadari bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan. 

Masalah yang tirnbul dan dianggap sepele bisa merusak kerukunan dalam 

rumah tangga bahkan ada yang menimbulkan bencana bagi anggota keluarga yang 

terlibat di dalamnya. Banyak orang yang bisa menyelesaikan suatu persoalan yang 

tejadi dalam rumah tangga dengan bijaksana, tetapi tidak sedikit juga yang 

menyelesaikan persoalan dengan cara yang menmtnya benar, cepat dan dapat 

menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan kekerasan. Akan tetapi fakta berkata 

lain, bahwa kekerasan yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan yang ada malah 

menimbulkan masalah baru lagi dan pennasalahan yang ada, bukannya menjadi 

jernih, malah menjadi buram dan semakin keruh. 

52 Jamil Salmi, Violence and Democartic Society "Hooliganisme dun Masyarakat Demokrasi", 
terjemahan Slamet Rahardjo, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hal. 33 



Kalau setiap persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga selalu 

diselesaikan dengan kekerasan, suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, orangtua 

terhadap anak ataupun sebaliknya, majikan terhadap pembantu, maka tindakan 

tersebut akan menjadi contoh bagi anggota keluarga lainnya clan mereka pun akan 

menyelesaikan persoalannya dengan kekerasan juga. Dan anggota keluarga yang 

menerima kekerasan tersebut, akan menerimanya dengm pasrah karena berpikir 

itulah caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga terciptalah 

bentuk pewajaran kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali korban yang 

membisu demi keharmonisan atau malu untuk mengungkapkan kekerasan yang 

terjadi di lingkungzn rumah tangga tersebut karena hal tersebut adalah aib yang 

seharusnya ditutupi. 

Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya 

disingkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan isteri yang teraniaya atau 

isteri yang terlantarkan karena tindakan suami yang sewenang-wenang kepada 

mereka para isteri. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) salah satu bentuk diskriminasi, khususnya 

terhadap perempuan (isteri). Padahal di jaman sekarang, ~ D R T  tidak hanya dialarni 

oleh kaum perempuan dan an&-anak saja, tetapi kaum pria (suami) pun ada yang 

menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh wanita (isteri). 

KDRT merupakan salah satu masalah sosial yang kurang mendapat 

tanggapan dari masyarakat karena beberapa hal, yaitu pertama, KDRT memiliki 



ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) clan terjaga ketat privacy-nya karena 

persoalannya terjadi dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap sebagai suatu 

hal yang wajar karena diyakini bahwa dengan melakukan KDRT terhadap 

pasangannya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi clan sakit hati yang dialarni 

oleh salah satu pihak, pihak isteri maupun suami. Ketiga, KDRT terjadi dalam 

lembaga yang legal, yaitu ~erkawinan.'~ Dimana perkawinan itu sendiri merupakan 

lembaga hukurn privat, sehingga tidak setiap orang dapat memasuki wilayah tersebut 

dengan seenaknya. 

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumab Tangga 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai KDRT, di sini penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kekerasan. 

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia5", berarti: 

a. Perihal yang bersifat, berciri keras; 

b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera 

atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 

orang lain; 

c. Paksaan. 

Kekerasan dalam menurut KUHP dapat dilihat pada P a d 8 9  KUHP, yaitu: 

53 Aroma Elmina Martha, Perempuan: Kekerasan dun Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 30, 
dalam Milda Marlia, Marital Rape Kekerasan Sehual Terhadap Istri, PT. LKiS Pelangi Aksara, 
Yogyakarta, 2007, hal. 4 
54 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hal. 550 



"membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamaknn dengan 

menggunakan kekerasan " 

Pingsan dapat diartikan dengan hilang ingatan atau tidak sadar akan 

dirinya, kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak 

mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan 

perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat 

mengetahui apa yang te rjadi pada dirinya. 

Perbuatan kekerasan seperti yang tersebut di atas dapat dikatakan sebagai 

penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu 

penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan 

yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Pengertian penganiayaan berat adalah bila 

perbuatannya mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. 

Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dirurnuskan sebagai jatuh sakit atau dapat luka 

yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menirnbulkan bahaya maut, 

tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 

pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita 

sakit lurnpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugunyd mati kandungan 

seorang perempm. 

Sedangkan yang dirnaksud dengan penganiayaan ringan adalah bila 

perbuatannya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 



pekerjaan jabatan atau pencahariannya. Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si 

korban hams dirawat di rurnah sakit atau tidak." 

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutarna perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderifaan secara jisik, seksual, 

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam rumah tangga. " 

Kekerasan dalam rurnah tangga merupakan tindak kekerasan yang 

tersembunyi dan korban kekerasan sering bersikap pasrah karena terkait dengan 

pelaku yang memiliki relasi keluarga atau hubungan emosional yang dekat. Sehingga 

korban pun berharap pelaku akan insyaf terhadap perbuatan yang pemah dilakukan 

pada korban. 

Dasar pertimbangan disahkan dan berlakunya Undang-undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bahwa 

setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk 

kekerasan. Setiap bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi dan kejahatan 

terhadap manusia. Lazimnya, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum 

55 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Terte~tu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Cet. 
111,2010, hal. 70 



perempuan dan anak-anak, tetapi perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam 

rumah tangga dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat. 

Dari definisi tersebut di atas, terlihat untuk siapa undang-undang ini 

diberlakukan, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk 

semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami 

subordinasi dalam keayataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun 

anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik yang dewasa maupun anak-anak. Hanya 

saja selama ini, fakta yang menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan 

dalarn rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan dan anak-an&. 

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Rumah adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, tempat 

bertukar cerita bagi anggota keluarga, tempat mengella1 anggota keluarga serta 

tempat untuk berbagi kasih sayang, akan tetapi pada kenyataannya rumah menjadi 

tempat penderitaan dan penyiksaan bagi anggota keluarga yang tinggal di dalarnnya. 

Anggota keluarga menjadi tidak nyaman tinggal di rumah, jika permasalahn yang 

terjadi diselesaikan dengan cara yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu dengan 

kekerasan. Meskipun kekerasan itu dapat dimaklumi dan dianggap wajar oleh 

anggota keluarga yang lain, akan tetapi jika permasalahan tersebut terus diselesaikan 

dengan kekerasan akan berdampak tidak baik pada perkembangan psikis anggota 

keluarga yang lain. 



Kekerasan yang te rjadi di dalam nlmah tangga pada umumnya sulit untuk 

diungkapkan karena masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan 

masalah internal antara anggota keluarga yang terlibat di dalamnya, selain itu 

cenderung lebih menyalahkan korbanr~ya.~~ 

Kekerasan dalam nunah tangga menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: 

a. Kekerasan fisik 

Dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang dirnaksud 

dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat. Yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, cedera, lldca, atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian 

ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, 

menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan 

kosong atau alatlsenjata, memb~nuh.'~ 

Kekerasan fisik yang munglun terjadi, di antaranya berupa pemukulan 

anggota badan, mengancam dengan senjata tajam sernisal pisau, mengusir dari 

nunah, dan menyakiti (menjambak, menendang, menampar).'8 

Pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

PKDRT diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau 

56 Milda Marlia, Op. Cit., hal. 17 
57 Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan terhadap Isteri, Garna Media, Yogyakarta, 2004, 
hal. 7 
58 Ibid., hal. 65 



luka berat. Penganiayaan pada Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan 

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bila dikaitkan dengan 

pengertian penganiayaan dalam Pasal35 1 KUHP mempunyai makna yang sama yaitu 

rasa sakit yang mengakibatkan luka. 

b. Kekerasan psikis 

Menurut Herkutanto, bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan 

psikis. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya, karena sensivitas emosi 

seseorang sangat bervariasi. Dalam rumah tangga, ha1 ini dapat berupa tidak 

diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan 

emosi~nalnya.~~ 

Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa yang 

yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya, dadatau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan 

psikis/psikologi meliputi perbuatan dm ucapan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, timbulnya rasa 

tidak berdayaem Kekerasan psikologis di antaranya berupa kata-kata kotor dan 

menyakitkan, marah-marah tidak jelas alasannya, pergi berhari-hari tanpa pamit, dan 

59 Herkutanto, Kekerasan terhadap Perernpuan dalam Sistem Hukurn Pidana Pendekatan dari Sudut 
Pandang Kedokteran, dalam buku Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 
Cet. 11,2006, hal. 268 

Sri Suhandjati Sufi ,  Op. Cit., hal. 8 



tidak mengacluhkan (~uek).~'  Bentuk-bentuk dari kekerasan psikis seperti 

meneriakkan kata-katalkalimat kotor dan menyakitkan, mengancam, merendahkan, 

menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, marah-marah tanpa dibarengi dengan 

alasan yang jelas, pergi dari rumah dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain 

yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau kelwga dekatnya 

sehingga membuat korban mengalami depresi, trauma atas kekerasan psikis yang 

dilakukan oleh pasangannya. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis 

lebih sulit diukur daripada kekerasan f i ~ i k . ~ ~  Kekerasan fisik ini, bukan karena 

kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode 

kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.63 

c. Kekerasan seksual 

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan 

pemaksaan hubungan seksuzl, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar 

danlatau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersial danlatau tu jua~  t e r t e n t ~ . ~ ~  Kekerasan seksual meliputi pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial danlatau tujuan t e r t e n t ~ . ~ ~  

Kekerasan seksual secara luas diartikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan 

61 Ibid, hal. 67 
Herkutanto, Op. Cit., hal. 269 

63 Hendra Akdhiat dan Rosleny Marliani, Op. Cit., hal. 234 
Penjelasan Pasal8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rurnah Tangga 

65 Pasal8 huruf (a,b) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 



atau mmgkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara 

fisik, seksual, d m  psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan di depan umum 

atau di dalam kehidupan pribadiaM Kekerasan seksual mencangkup pada pemaksaan 

untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban 

tidak menghendaki, atau melakukan hubungan seksual dengcn cara-cara yang tidak 

wajar atau tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di antaranya adalah menyentuh, meraba, mencium, 

memaksa korban melihat pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korbai 

ucapan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti k ~ r b a n . ~ ~  

Dalam bentuk kekerasan seksual, tampak adanya ketidakadilan gender 

yang menimpa perempuan. Jika perempuan menolak ajakan suami untuk 

berhubungan seks, maka sering adanya ancaman atau laknat yang dapat menimpa 

perempuan. Namun, apabila yang menolak hubungan seksual itu suarni, tidak ada 

s d s i  teologis atau moral yang dapat dikenakan kepada suami. Di sisi lain, suami 

pada umumnya menempatkan diri pada posisi "yang dilayani" bukan "yang 

melayani" kebutuhan biologis isterinya. Karena pola dalarn masyarakat patriarlci, 

isterilah yang hams melayani kebutuhan biologis suarninya, bukan ~ebaliknya.~' 

66 Rita Serena Kolibonso, "Kekerasan Seksual tmhadap Perempuan", makalah disampaikan pada 
Kursus Jender dan Seksualitas, diselenggarakan oleh FISIP UI, Jakarta, 23 Februari-20 Maret 1999, 
hlm. 1 ,  dalam Milda Marlia, Op. Cit., hal. 1 8 
67 Sri Suhandjati Sulai, Op. Cit., hal. 8 
68 Ibid., hal. 70 



Pelanggaran seksual, setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang 

dewasa atau perempuan dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa 

pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan 

perlukaan dan berkaitan dengan trauma emosi yang dalam bagi ~erempuan.~' 

d. Kekerasan ekonomilpenelantaran rumah tangga 

Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomilpenelantaran rumah tangga 

adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam 

maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau membiarkan korban 

bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota kel~arga.~' Selain itu, 

kekerasan ekonorni dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang membatasi 

seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan 

uang/barang atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan 

anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, 

perumahan, kesehatan, dsb). Yang termasuk dalam kekerasm ekonomi adalah 

mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya 

dengan tujuan agar dapat mengendalikan k~rban.~'  Kekerasan ekonomi yang paling 

banyak dilakukan adalah kelalaian suami dalam memberi iafkah keluarga.12 

Kelalaian itu dapat berupa kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, 

pakaian, perumahan, kesehatan, dsb. 

69 Herkutanto, Op.Cit., hal. 270 
70 Rika Saraswati, Op. Cit., hal. 26 
71 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 8 
72 Ibid., hal. 71 



Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kek.erasan 

dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa: 

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup nunah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap 

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasai danfatau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau 

d luar rumah untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

4. Ruang Lingkup Keluarga 

Fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang 

yang memiliki relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena 

perkawinan maupun hubungan darah. Adanya relasi khusus yang pada umumnya 

dianggap sangat dekat tersebut, dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 jo. Pasal 2' UU 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 

1 angka 1 UU PKDRT merumuskan bahwa kekerasan dalam nunah tangga adalah 

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, danlatau penelantaran 



rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, &tau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkxip rumah tangga. 

Sedangkan Pasal2 UU PKDRT merumuskan sebagai berikut: 

Ayat (1) lingkup rumah tangga dalam undang-undang hli mel ip~ t i :~~  

a. Suami, isteri, dan anak; 

Suami adalah teman hidup isteri yang sah; isteri dapat diartikan 

sebagai teman hidup suarni yang sah, ibu bagi anak-anak yang 

dilahirkan, serta wanita yang dijadikan oleh suami sebagai teman 

hiduplpasangan hidup dalam membina rumah tangga; anak adalah 

buah perkawinan yang sah antara suarni dan isteri. Dalam penjelasan 

Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah 

termasuk anak angkat dan anak tiri. 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang 

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam nunah 

tatwza- 

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan hubungan ' 

perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan. 

c. Orang yang bekerja membantu rurnah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. 

73 G .  Widiartana, Up. Cit., hal. 96-97 



Ayat (2): 

Orang yang bekerja dalam rumah tangga dipandang sebagai anggota 

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 

bersangkutan. 

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Islam 

Islam artinya "damai". Maksudnya bahwa Islam adalah agama yang 

menghendaki dan menuju pada nilai-nilai kedamaian. Agama Islam anti-kekerasan. 

Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat 

kasar dan kejam kepada orang lain, baik laki-laki maupun peremp~an.~~ 

Hal yang sering salah kaprah dipahami dalam bermu'amalah 

(berhubungan), baik itu di rumah tangga maupun di masyarakat, pada umurnnya 

adalah keinginan seseorang untuk memperoleh hak, sering lebih didahulukan 

daripada menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Islam 

mengajarkan bahwa setiap muslim harus terlebih dahulu memperhatikan kewajiban 

yang mesti ditunaikan. Adapun hak seseorang dalam pandangan Islam, akan ia 

peroleh dengan sendirinya, jika ia telah selesai menunaikan apa yang menjadi 

kewajibannya. Pada kenyataannya, masyarakat lebih condong menuntut haknya 

terlebih dahulu, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut akan 

berantalcan dan kehidupannya kacau balau. 

74 Zaitunah Subhan, Kekerasan terhadap Perempuan, PT KLiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2006, hal. 
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Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan peremp-mn 

agar saling menyayangi d m  tolong-menolong. Suarni dan isteri yang diciptakan oleh 

Allah merniliki rasa kasih sayang satu sama lain, dan setiap pihak akan berusaha 

membahagiakan pasangannya. Dengan demikian akan tercipta ketentraman hidup 

kel~arganya.~~ 

Agar terciptanya itu tercipta, maka suarni maupun isteri yang tinggal dalam 

satu atap, h a s  mengupayakan terciptanya relasi yang baik dan patut, seperti saling 

tolong-menolong, menyayangi, menghormati antara yang satu dengan yang lain, 

menghargai serta saling menasehati apabila salah satu melakukan ke~alahan.~~ Hal 

tersebut hams dilakukan agar hubungan rumah tangga yang telah dibina cukup lama 

dapat terselamatkan dari ancaman kehancuran seperti perceraian. 

Jika sang isteri terlalu banyak menuntut haknya, dernikian juga sang suami, 

maka rumah tangga tidak akan pernah akur clan selalu ramai dengan pertengkaran dan 

perselisihan. Akan tetapi jika masing-masing (suami-isteri) lebih mengedepankan 

pelaksanaan kewajibannya terlebih dahulu terhadap pasangannya baru kemudian 

menuntut hak yang seharusnya diperoleh, keluarga tersebut akan berjalan dengan 

penuh ketentraman dan keharmonisan. 

Allah memerintahkan kepada laki-laki dan wanita (suami isteri) untuk 

saling mengingatkan serta mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran 

kepada pasangannya masing-masing. Ini dimaksudkan agar terciptanya keja sama 

- 

75 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 80 
76 Ibid, hal. 8 1 



yang baik dalarn rumah tangga. Laki-laki dan wanita yang sudah terikat dalam 

hubungan suami isteri atau sudah hidup berumah tangga, hendaklah sadar akan hak 

dan kewajiban masing-masing. Ini dirnaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga 

yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (kasih ~ a y a n g ) . ~ ~  

Dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan 

bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 31 UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan juga bahwa hak dan kedudukan 

isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 

tangga &an pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

Yang dimaksud dengan hak78 adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh 

m 

ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang 

(mempergunakan), sedangkan yang dirnaksud dengan k e ~ a j i b a n ~ ~  adalah (sesuatu) 

yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan; sesuatu yang harus dilaksanakan, 

pekerjaan, tugas; tugas menurut hukum. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah 

tangga, patutlah suami isteri tersebut mengetahui mana yang menjadi hak bagi 

keduanya untuk diterima dan mana yang menjadi kewajiban bagi keduanya untuk 

dikerjakan. Apabila di antara mereka (suarni-isteri) telah mengetahui hak dan 

kewajiban masing-masing, maka perselisihan dan percekcokan yang terjadi tidak 

akan merusak rumah tangga yang telah dibina. 

- 

77 Ibid, hal. 82 
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Terjadinya kekerasan yang biasanya terjadi di dalam lingkwp nunah tangga 

dapat disebabkan karena suami isteri tidak paharn akan hak dan kewajibm masing- 

masing pasangannya Seringkali masalah yang sepele pun dapat menjadi besar ketika 

salah satu pasangan mementingkan egonya sendiri, tidak mau mendengarkan 

penjelasan pasangannya. 

Dalam Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sanla-sama 

sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat, dimana parameter kemuliaan seorang 

manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas takwanya 

kepcda Allah swt. 

Al-Qur' an surah Al-Huj urat ayat 1 3 : 

"Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kumu dari jenis laki-luki dan 
perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dun bersuku-suku 
agar kamu saling mengenal secara baik Sungguh orang yang termulia di 
sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah 
slrngguh Maha Mengetahui dan Maha Teli:i"80 

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama 

di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain, juga tidak ada 

perbedaan antara nilai kemanusiaan laki-iaki dan perempuan karena semua diciptakan 

dari seseorang laki-laki dan perempuan, yang jelas ayat di atas menegaskan bahwa 

kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesarnaan derajat kemanusiaan, 

Al-Qur'an Karim dm Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, Cet. VIII, hal. 93 1 



tidak wajar seseorang berbangga d m  merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan 

saja antar bangsa, suku, atau warna kulit, narnun juga jenis kelamin, yang dinilai 

hanya ketak~aannya.~' 

Islam melarang terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga, ini terbukti 

dengan banyaknya ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw yang 

memerintahkan para suarni untuk memperlakukan isterinya dengan sebaik-baiknya 

begitu juga sebaliknya. 

Oleh karena itu, jika ada suatu permintaan dari suami terhadap isterinya, 

maka ia wajib untuk memenuhinya. Karena ha1 tersebut merupakan suatu kewajiban 

bagi sang isteri, jika isteri memenuhinya dengan penuh keikhlasan dan meyakini 

dengan sepenuh hati bahwa ha1 tersebut merupakan kewajiban dari Allah SWT, maka 

ia (isteri) berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. 

Seiring dengan merebsrknya isu emansipasi wanita, dalam ha1 ini adalah 

isteri, dimana mulai banyak isteri yang menyuarakan hak-hak mereka. Pelanggaran 

terhadap hak-hak yang mereka miliki sebagai suatu kekerasan. Hal ini disebabkan 

karena kebanyakan dari mereka (para isteri) lebih mementingkan perolehan hak 

daripada melaksanakan tiggung jawab yang menjadi kewajiban masing-masing. 

Padahal jika dikaji lebih dalam lagi, bisa jadi para isteri tersebut melakukan nusyuz 

(pembangkangan) terhadap suami. 

8 1 M. Quraish Shihab, Tafir al-1Misbah "Pesan, Kesan dun Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hari, 
Jakati, 200 1, hal. 260-26 1, dalam Habib Sulthon Asnawi, Op. cit., hal. 199-200 



Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimoiogi 

berarti meninggi atau terangkats2. Dalam Islam, terdapat dua nusyuz 

(pembangkangan), yaitu: 

1. Nusyuz isteri terhadap suami 

Al-Qur'an dan Al-Hadis diyakini semua umat Islam sebagai sumber acuan 

utarna dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di iembaga 

pendidikan dan lapisan masyarakat sehingga wajar jika te rjadi banyak penafsiran. Al- 

Qur'an memberi perhatian bagi isteri yang n~syuz. '~ 

Nusyuz artinya kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap 

suaminya. Hal ini bisa te rjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, 

dan hall-ha1 lain yang mengganggu keharmonisan rurnah t~ingga.~~ 

Jika dikatakan isteri nusyuz terhadap suaminya berarti isteri merasa 

dirinya sudah lebi! tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa 

berkewajiban mematuhinya. Secara definitif nusyuz diartikan dengan "kedurhakaan 

isteri terhadap suami dalam ha1 menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah 

atasnya". 

~ewajiban seorang isteri terhadap suaminya seperti berkata lemah lembut 

dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami 

(perbuatan yang baik) dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama 

perbuatan tersebut tidak menyalahi norma agama; meminta izin kepada suami waktu 

82 Amir Syarifuddin, Hukurn Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 190 
83 Hendra Akhdliiat dan Rosleny Marliani, Op. Cit., hal. 238 
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akan bepergiai keluar rumah, menjaga kehormatan suami dan keluarga, harta suami 

dan harta kekayaannya; dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan agama. 

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang ditetapkan 

agama melalui Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Dalam hubungannya kepada 

Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami 

dan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas 

perbuatan itu, si pelaku (isteri) mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai 

seorang isteri dalam masa ~iusyuz  it^.'^ 

Nusyuz bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, 

dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bentuk nusyuz 

(pembangkangan) isteri adalah perbuatan yang melanggar kewajibannya sebagai 

seorang isteri d m  dalam Islam, nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi 

sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. 

2. Nusyuz suami terhadap isteri 

Selama ini, nusyuz dipandang hanya datang dari pihak isteri, tetapi pada 

kenyataannya, nusyuz juga dapat dilakukan oleh suarni isterinya, misalnya kelalaian 

suami untuk memeiuhi kewajibannya kepada isteri, baik lahir maupun batin. Tugas 

suami memenuhi kewajibannya kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, 

yang demikian ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. bahwa diantara kewajiban 

suami terhadap isteri adalah: 

85 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hal. 191 



"Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah 
jiku terjadi nusyuz. Ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkun hal- 
ha1 yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri atau menghindari 
isteri kecuali di dalam rumah" 

Inti hadis ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan baik dan 

tidak boleh menyakiti isteri, baik lahir maupun batin, fisik, dan mental. Apabila 

tindakan yang dilarang ini terjadi atau dilakukan, suami dikatakan telah melakukan 

nusyuz terhadap i~ te rh iya .~~ 

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suarni kepada Allah SWT 

karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. Nusyuz suami terjadi 

bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik meninggalkan 

kewajiban yang bersifat materi (pemberian nafkah hidup) atau meninggalkan 

kewajiban non-materi (menggauli isterinya dengan baik) yang terakhir ini 

mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli 

isterinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, 

tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang 

bertentangan dengan asas pergaulan baik." 

Tugas suami adalah memenuhi kewajibannya kepada keluarga terutarna 

isteri, baik pemberian nafkah secara lahir maupun pemberian nafkah secara bathin. 

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw., bahwa di antara kewajiban suami 

terhadap isteri adalah: 

86 Forum Kajian Kitab Kuning, 2001, hal. 16-17, dalam Rika Saraswati, Up. Cit., hal. 37-38 
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a. Memberi sandmg pangan dan pangan yang berarti bahwa suarni tidak 

boleh menelantarkan anggota keluarga (diatur dalam Pasal 9 W No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga); 

b. Tidak memukul wajah isteri jika terjadi nusyuz, adanya larangan bagi 

suami untuk melakukan kekerasan fisik (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga); 

c. Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya; 

d. Tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah." 

Seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

isterinya, tidak semata-mata karena sang suarni benci atag marah terhadap isteri, akan 

tetapi lebih kepada hak suami untuk memberikan "pelajaran" terhadap isterinya yang 

melakukan nusyuz (pembangkangan). 

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 34 memperbolehkan suarni 

memukul isteri apabila sang isteri melakukan nusyuz (pembangkangan). Ini bukan 

berarti Islam adalah agama yang melegalisirkan terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga. Allah SWT tidaic akan mensyari'atkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat 

maslahat bagi hamba-hamba-Nya dan ini hams diyakini oleh setiap muslim dengan 

sepenuh hati. 

88 Rika Saraswati, Op. Cit., hal. 38 



Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34: 

"Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah 
telah niemberikan kelebihan atas yang lain dan karena member nafkah. 
Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga 
amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. 
Mereka yang dikhawatirkan berbuat n~syuz8~ berilah mereka peringatan, 
jauhilah mereka di tempat tidur, berilah sanksih yang mendidik. Tetapi 
apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk 
menyudutkannya. Allah sungguh Maha Tinggi lagi Maha Agung "gO 

Jika ayat tersebut dipahami secara tekstual, dapat dijadikan alat legitimasi 

suami untuk melakukan kekerasan berlapi terhadap isteri, yakni tidak memberi 

nafkah batin (pisah ranjang) dan memukul isterinya. Jika ayat tersebut dipahami 

sepenggal dan tidak diiaitkan dengan ayat lainnya, maka pengertiannya akan 

bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang menganjurkan agar suami bergaul 

dengan isterinya melalui cara yang baik (ma'ruf). 

Dari ayat tersebut, diketahui adanya tiga tahapan yang perlu dilakukan oleh 

seorang suami, jika isterinya menyimpang dari norma agama. Tahap pertama zidalah 

dinasehati. Jika nasehat itu perilaku isteri belurn berubah, maka dapat ditempuh tahap 

kedua, dengan memisahkan tempat tidurnya. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat 

melakukan intropeksi mengenai kesalahan yang diperbuatnya. Apabila dengan pisah 

tempat tidur tidak membawa perubahan, maka dapat ditempuh tahap ketiga, yakni 

diperbolehkan memukul. Namun, pengertian memukul disini hanyalah simbol dari 

89 Sikap menjauh dari keserasian suami isteri, baik dilakukan oleh suami maupun isteri 
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peringatan yang keras. Melalui cara itu, sesungguhnya suami telah dapat melukai 

perasaan si i~teri .~ '  

Sebagian penafsir laki-laki membolehkan pemukulan terhadap isteri, jika 

isteri tidak mau patuh terhadap suami. Namm, pemukulan itu tidak boleh kasar, 

cukuplah dengan benda yang tidak menyakitkan, seperti sikat gigi, atau sapu tangan. 

Meskipun dengan alat yang tidak bisa melukai, sebagian penafsir tetap menolak 

adanya pemukulan fisik terhadap isteri. Karena pemukulan itu menurut Asghar Ali 

Engineer merupakan lambang dari dominasi laki-laki.p2 

Dari pemaharnan ayat tersebut, banyak suami melakukan kekerasan 

terhadap isteri dalam segala bentuk. Sebagian ulama menafsirkan A1-Qur'a~ tentang 

pemukulan ini, yaitu: (1) pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah; (2) pemukulan 

tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti 

sapu tangan; (3) pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik; (4) peni~kulan 

dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan 

keharmonisan kembali relasi suami i~teri.'~ 

Untuk itu, Nabi Muhammad SAW, melarang seseorang melakukan 

kekejaman dan penyiksaan. Beliau juga memperingatkan agar tidak memukul siapa 

pun yada ~ajahnya. '~  

91 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 40-41 
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Adapun kekerasan yang terjadi dalaim rumah tangga perspektif hukum 

Islam adalah sebagai berikut: 

1) Kekerasan Fisik 

Prinsip Islam tentang pergaulan suami isteri yang didasarkan pada 

mu 'asyarah bi a2 ma'ruJ; perlu diwujudkan dalam perbuatan untuk menghindarkan 

diri dari kekejarnan fisik. Seorang suami hams sabar terhadap kekurangan isterinya, 

dernikian pula sebaliknya. 

Melakukan kekerasan kepada siapapun, dilarang Islam. karena ha1 tersebut 

bertentangan dengan prinsip ajaran Islam sebagai rahmatan li a1 'alamin. Tujuan 

diturunkannya syari'at Islam adalah untuk melindungi keyakinan jiwa, akal, 

keturunan, dan hart~i .~~ 

2) Kekerasan Seksual 

Di antara yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual 

(kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu 

syahwat tercipta seiring dengan penciptmn manusia, dan karenanya ia menjadi 

sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks tentu 

akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orientasi dan perilaku seksual.% Akan 

tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi tanpa 

terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, agar 

95 Sri Suhandjati Sukri, Op.Cit., hal. 91 
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pelaksanaannya mempunyai nilai lebih tersendiri ketimbang sekadar sebuah 

pelampia~an.~~ 

Kekerasan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak 

terhadap pihak lain; suami terhadap isteri, atau sebaliknya, yang disebut dengan 

marital rape. Marital rape adalah isteri yang terkena tindak kekerasan seksual suami 

dalam sebuah perkzwinan atau rumah tangga. Dengan demikian, marital rape 

merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap 

isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi isteriS9* 

Kekerasan seksual dalam perkawinan, khususnya yang dilakukan suarni 

terhadap isteri, kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan, isteri hams 

melayani suami sepenuh-penuhnya. Isteri tarnpak tidak mempunyai pilihan selain itu. 

Kondisi sakit, capek, tidak mood, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang 

membenarkan penolakan isteri atas ajakan suami yang berhubungan 

Asy-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib 

rnelayani permintam suarni, jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia 

boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi isteri yang sedang sakit tidak 

wajib baginya untuklmelayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap 

97 Andy Dermawan, Marital Rape dalam PerspektfAl-Qur 'an, dalarn Mochamad Sodik (ed.), Telaah 
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rnemeksa, pada hakikamya, ia telah melanggar prinsip muasyarah bil ma 'ruf dengan 

berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.loO 

Dominasi laki-laki terhadap perernpuan karena pernahaman yang bias 

gender yang terkait dengan relasi seksual antara suami isteri, dapat terjadi pula karena 

pemaharnan yang keliru tentang hadis Nabi: 

"Jika sunmi mengajak isterinya untuk berhubungan seks, IaIu si isteri 
menolaknya dun karena itu suaminya menjadi marah, maka ia akan 
mendapatkan Iaknat dari para malaikat sampai pagi '"O' 

Islam memberikan hak sama bagi suami isteri untuk menikmati relasi 

seksual secara seimbang, yang digambarkm seperti pakaian yang satu bagi lainnya. 

Mereka mempunyai peran saling memberikan kehangatan cinta, dan kasih sayang, 

serta tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Seperti 

rnenggauli isterinya melalui dubur, bersenggama sewaktu haid.'02 

Bersenggama sewaktu haid, akan menimbulkan rasa sakit dan tidak 

nyaman bagi perempuan. Dalam literatur kedokteran, hubungan seksual ketika haid, 

dapat menimbulkan emboli udara yang mengakibatkan kematian.'03 

Adanya bahaya yang mengancam keselamatan perempuan, maka Islam 

melarang suarni melakukan hubungan seks di saat isteri sedang haid. Hal ini 

loo Masdar F. Mas'udi, Islam dar: Hak-hak Reproduhi Perempuan, Mizan, Bandung, Cet. 11, 1997, 
hal. 113, dalam Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, Op. Cit., hal. 24 1 
'O' Hadis Shahih al-Bukhari dan Muslim, Lihat Ibn Hajar al-AsqaIany, Bulugh a/-Maram, Dar al-Fikr, 
Beirut, 1995, hal. 179, dalam Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 44 
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menunjukkan adanya perlindungan Islam bagi perempuan, terkait dengan relasi 

seksual suami dan isieri.lo4 

3) Kekerasan Ekonomi 

Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal 

bagi isteri dan anak-anaknya. Suami tidak dibolehkan mengabaikan kewajibannya 

memberi nafkzih dan pakaian kepada isteri. Menelantarkan isteri dan anak-analnya 

yang menjadi tanggungan suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, 

seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk 

kekerasan ekonomi. '05 

Mengabaikan kewajiban memberi nafkah isteri dan anak bisa berupa isteri 

merninta tapi suami tidak memberinya, atau bisa juga berupa suami hanya memberi 

sedikit yang tidak memenuhi kebutuhan, padahal dia (suami) mampu. Atau, bisa juga 

berupa isteri yang malu meminta ar~aknya, dan suami tidak menyadari kewajibannya 

sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Seorang suami yang berpikir 

clan masih mampu berusaha, tidak pantas menggantungkan kebutuhan rumah 

tangganya kepada belas kasihan para dermawan, baik dari kerabat isteri maupun yang 

lainnya. '06 

Islam melarang terjadinya kekerasan ekonomi, bahkan suami yang telah 

menceraikan isterinya pun, diharuskan memberikan nafkahnya. Terlebih bagi yang 

lo4 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 88 
'05 Zbid., hal. 82-83 
106 Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya, Qisthi Press, Jakarta, Cet. 
111,2005, hal. 154 



sedang mengandung, maka sampai mereka melahirkan, dan untuk pemeliharaan 

selanjutnya menjadi tanggung jawab suarni. 

Al-Qur'an surah at-Thalaaq ayat 6: 

"Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam idah 
semampu kamu. Jangan kamu sakiti mereka dengan maksud mempersulit 
mereka. Jika mereka mengandung berikan naJkah kepadanya sampai 
melahirkan, dun jika mereka menyusui anak-anakrnu berilah mereku upah, 
bermusyarawahlah di antara kamu dengan baik, bila kamu mendapat 
kesulitan, biarlah wanita lain menyusui anakrnu. " I o 7  

Berdasarkm ayat tersebut, nafkah untuk isteri tidak terbatas sewalctu rnasih 

terikat tali pernikahan, bahkan seteiah cerai pun suarni hams memberikan makanan, 

ternpat tinggal dan mencukupi kebutuhan anaknya. 

Penempatan perempuan di rumah saja dan tidak boleh bekerja di dalam 

ataupun di luar rumah yang menghzsilkan uang atau barang, terrnasuk kekerasan 

ekonomi. Para ulama membolehkan seorang isteri bekerja di luar rumah dengan 

c2tatan pekeja-ya itu tidak mengakibatkan jatuhnya martabat suami. Jika 

pekerjaan itu merugikan hak suami maka para ulama sepakat melarangnya.'08 

4) Kekerasan Psikologis 

Suami diperintahkan agar bergaul dengan isterinya secara patut. Di 

antaranya bertutur kata dan bersikap yang baiklmenyenangkan isteri. 

Al-Qur.'an surah an-Nisaa' ayat 19: 

107 Al-Qur'an Karirn dan Terjemahan Artinya, Op. Cit., hal. 10 1 7 
'08 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 85 



"Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu rnewarisi wanita- 
wanita secara paha dun janganlah kamu menyusahkan mereka kurena 
&mu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan hpada 
mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaullah 
dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, mungkin 
dari yang tidak kamu sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang 
banyak. "'09 

Mencaci, mengancam, menghina, melecehkan atau menyakiti perasaan 

isteri, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Islam, agar suarni 

bersikap ma'ruflpantas. Dari segi kemanusiaan, perempuan yang menjadi isterinya itu 

juga saudaranya seirnan, yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana prinsip 

ajaran Islam yang mengutamakan persaudaraan/ukhuwah. Sehingga kalau terdapat 

perbedaan pendapat, perlu dimusyawarahkan dengan baik, tanpa disertai kekerasan 

C. Teori Kontrol Sosial 

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap 

perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, 

pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan 

delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 

sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan."' 

109 Al-Qur'an Karim clan Te jemahan Artinya, Op. Cit., hal. 143 
' lo Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 90 
"' Romli Atmasasmita, Op. Cit., hal. 4 1 



Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan 

dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah: Pertama, adanya 

reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan 

tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini 

berpijak) kurang menyukai krirninologi baru atau new criminoIog~ dan hendak 

kembali kepada subyek semula, yaitu: penjahat. Kedua, m ~ ~ c u l n y a  studi tentang 

criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap 

kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori 

kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru, khususnya bagi tingkah 

laku anauremaja, yakni selfreport survey."* 

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teoritis 

mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 

1951, Albert J. Reiss telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan 

sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori 

kontrol sosial. Menurut Reiss terdapat 3 (tiga) komponen kontrol sosial dalam 

menj elaskan kenakalan remaja, yaitu: 

1. A lack 'of proper internal controls developed during childhood (kurangnya 

kontrol internal yang memadai selama anak-anak); 

2.  A breakdown of those internal controls (hilangnya kontrol internal); 

3. An absence of or conflict in social rules provided by important social group 

(the family, close other, the school) (tidak adanya norma-norma sosial atau 

Ibid., hal. 41 



kodlik antara norma-noma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, 

~ekolah)."~ 

Selanjutnya, Reiss membedakan 2 (dua) macam control, yaitu personal 

control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk 

menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma- 

norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan 

kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma 

atau peraturan-peraturan menjadi efektif.'I4 

Ivan F. Nye (1958) telah mengemukakan teori social control tidak sebagi 

suatu penjelasan umurn tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat 

kasuitis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, 

disamping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus 

delikuensi menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol 

sosial yang tidak efektif.'15 

Teori kontrol sosial pada asasnya menjelaskan bahwa manusia adalah 

makhluk amoral, atau setidak-tidaknya beberapa pertanyam moral untuk beberapa 

orang adalah lebih penting dari pada untuk orang lain. Moralitas dan nilai-nilai susila 

merupakan variabel yang tersebut tidak merata di antara manusia. Bagaimana 

"' Frank P. William 111 and Marilyn McShane, Op. cit., hal. 1 1 1 ,  dalarn Lilik Mulyadi, Kapita 
Selekta.. . op. cit., hal. 1 13 
114 Lilik Mulyadi, ibid., hal. 113 
115 Romli Atmasasmita, Op. cit., hal. 43 



liubungmya dengan pergaulan hidup? Hirschi membedakan 4 (empat) elemen 

sebagai unsur pengikat: 

1. Attachment atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan 

orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan 

kemungkinan terj adinya deviasi. 

2. Commitment atau keterkaitan dengan sub-sistem konvensional. Seseorang 

yang memiliki aka1 sehat mempertimbangkan untung rugi dari perilaku 

konfirmistis. Sesekali dikaitkan dengan sub-sistem konvensional seperti 

sekolah, pekerjaan, organisasi di waktu senggang maka orang akan 

memperoleh hadiah, uang, pengakw, status, bila semuanya berfimgsi baik. 

3. Invovelment atau befingsi aktif dalarn sub-sistern konvensional. Apabila 

orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional, maka makin 

sedikit orang yang berlaku deviant. 

4.  Beliefs atau percaya kepada nilai-nilai moral atau norma-norma dan nilai-nilai 

pergaulan hidup."" 

Hukum sebagai social control adalah kepastian hukum UU yang dilakukan 

benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah 

penginterasian tampak menonjol dengan terjadinya perubahan-perubahan pada factor 

tersebut di atas, hukurn harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga 

116 Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya, Bandung, 1992, hal. 21-22, dalam 
Aroma Elmina Martha, Kriminologi, Modul pada Mata Kuliah Kriminologi, Fakultas H u h ,  
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hal. 48-49, Makalah, dalam Dwi Chandra Putra, 
Skripsi judul Tindak Pidana Kekerasan oleh Suami terhadap Isteri, Yogyakarta, 201 1 ,  hal. 67-68. 



konflik-konflik serta kepinangan-kepinczngan yang mungkin timbul tidak 

mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.'" 

Pengendalian sosial adalah upaya untuk menjadikan kondisi seimbang di 

dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara 

stabilitai dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah h u h  sebagai alat 

memelihara ketertiban dan penc~paian keadilan. Pengendalian sosial mencakup 

semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum 

merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan 'dan 

ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya."' 

Menurut perspektif teori kontrol sosial adalah bahwa pola-pola perilaku 

jahat merupakan masalah sosial dan hukum yang membawa masyarakat pada keadaan 

anomie, yakni keadaan kacau karena tak adanya patokan tentang perbuatan-perbuatan 

apa yang baik dan yang tidak baik. Para ahli (misalnya para kriminolog) beranggapan 

bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan 

kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk 

menjadi jahat (counter culture). Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa 

perikelakuan jahat adalah perbuatah-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah 

'I7 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologis Hukum, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006, hal. 214, Makalah, dalam Ayu Sulistyowati, Skripsi judul Tindak Pidana Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Isteri terhadap Suami dun Suami terhadap Isteri di 
Pengadilan Negeri Demak Tahun 2005-2010, Yogyakarta, 201 1 ,  hal. 9 
"' Ibid., hal. 10 



yang berlaki menyeleweng dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat 

ditoleransikan oleh masyardcat.' l9 

D. Battered Women Syndrome (BWS) 

Wanita yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak serta 

merta meiakukan tindak kejahatan itu karena keinginan dari wanita tersebut. Akan 

tetapi ada suatu sindrom atau suatu keadaan yang membuat wanita tersebut 

melakukannya. 

Sindrom yang dialami oleh wanita itu biasanya disebut sebagai sindrom 

wanita yang teraniaya. Di~arnakan demikian karena wanita yang melakukan tindak 

kekerasan telah mengalami tindak kekerasan terlebih dulu, entah itu kekerasan secara 

fisik, psikis maupun bentuk kekerasan lainnya. 

Sebelurn membahas tentang sindrom wanita yang teraniaya atau dikenal 

juga dengan battered women syndrome, terlebih dulu mengetahui apa yang dimaksud 

dengan sindroma/sindrom itu terlebih dulu. 

1. Sindroma 

Kata bbsyndrome" berasal dari bahasa Y ~ n a n i " ~  sundrome yang berarti 

persetujuan gejala yang menimbulkan kombinasi yang sama. Dalarn Kamus Besar 

'I9 Soejono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologis Hukum, Cet. XX, Rajawali Press, Jakarta, 201 1, hal. 
214 
i 20 htt~:llwww.nooale.teriemahan.com diunduh pada tanggal 27 Desember 2010 



Bahasa Indonesia12', sindrom dapat dislrtikan sebagai tanda-tanda yang muncul secara 

sere~itak dan menandai ketidak normalan tertentu. 

Sindrom sendiri biasanya banyak digunakan di dunia medik atau psikiatris. 

Sindroma, sepertinya halnya profil, adalah sejurnlah perilaku atau sifat yang 

menggambarkan sekelompok orang yang sarna. Di dalam sistem hukum, istilah 

"profil" pada umurnnya digunakan untuk menggambarkan tersangka kriminal, 

sedangkan istilah "sindroma" biasanya digunakan untuk menggambarkan reaksi- 

reaksi psikologis korban kejahatan. Ketika seseorang digambarkan mengalarni suatu 

sindroma, itu berarti bahwa ia memyerlihatkan sejurnlah gejala yang saling terkait. Di 

dalam psikologi, konsep sindroma membantu terapis dalam memahami dan 

memperlakukan orang dengan gangguan jiwa dan gangguan emosional tertentu. Ada 

dua sindroma psikologis yang menonjol di dalam sistem hukum. Sindroma yang 

perrama menjelslskan perilaku wanita yang dianiaya secara fisik oleh suarni atau 

partnernya (Battered Woman Syndrome) dan sindroma yang lainnya menggambarkan 

bagaimana wanita merespon trauma akibat pernah diperkosa ( R a ~ e  1i.auma 

Syndrome).'* Pada bab ini yang akan Penulis bahas adalah mengenai battered womaiz 

syndrome. 

12' Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kashiko, Surabaya, 2006, hal. 
623 

Mark Contanzo, Psychology Applied to Law 'Yplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum ", terjemahan 
Helly Prajitno Soetjipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 125 



2. Battered Women Syndrome 

Makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan bisa dikatakan rentan 

terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah (atau sengaja 

dilemahkan) baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Persoalan kekerasan 

terhadap perempuan berdampak pada timbulnya kekerasan terhadap perempuan ymg 

lain, anak-anak, bahkan negara. 

Kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi 

juga dalam negeri. Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang 

besar laksana gunung es yang hanya terlihat salah satu puncak kecilnya. Dengan 

memaharni makna dan definisi kekerasan terhadap perempuan dalzm seluruh 

aspeknya, secara implisit menyoroti penyalahgunaan wewenang sejurnlah pihak.'" 

Dampak fisik dan psikisnya terhadap perempuan juga mulai dibahas secara terbuka 

sejak kaurn feminis memberi perhatian terhadap sod (kekerasan terhadap perempuan) 

ini melalui kajian keilmuan maupun pendirian women's crisis centre.'25 

Hukurn yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga (KI)RT) 

sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep properti dan privasi. Isteri (seperti anakj 

dianggap sebagai properti. Apa yang dilakukk laki-laki terhadap isterinya adalah 

masalah pribadi, dan jika laki-laki merasa perlu "mendisiplinkan" isterinya dengan 

penganiayaan tingkat "sedang", maka hukurn tidak mau ikut campur. Di luar itu ada 

- 

'23 Zaitunah Subhan, Kekerasan terhadap Perempuan, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, hal. 5 
'24 Ibid, hal. 9 
12' Milda Maria, Op. Cit., , hal. 1 



batasan-batasan besar laimya. Pemukulan yang mengakibatkan cacat atau kematian 

biasanya akan dituntut di ~;engadilan.'~~ 

Karena penganiayaan fisik di antara suarni-isteri atau pasangan-pasmgan 

lainnya biasanya terjadi di ruang pribadi dan biasanya dirahasiakan, sulit diketahui 

seberapa sering ha1 itu terjadi. Meskipun di dalam hubungan yang intim pria kadang- 

kadang dipukul oleh pasangan wanita, tetapi kekerasan terhadap wanita oleh 

pasangan prianya jauh lebih sering terjadi. 

Hubungan yang melibatkan penganiayaan terdiri dari tiga-fase atau tahap 

berulang: tension-building (munculnya ketegangan), battering (pemukulan akut), dan 

contrition (bulan madu). Selama fase pertama yaitu pada tahap munculnya 

ketegangan, terjadi akurnulasi ketegangan emosional dan insiden peilganiayaan 

"ringan". Hal tersebut disebabkan percekcokan terus-menerus atau tidak saling 

memperhatikan atau kombinasi keduanya yang disertai dengan kekerasan kecil, yang 

sering dianggap sebagai bumbu perkawinan. Kemudian, pada tahap kedua, kekerasan 

mulai muncul yang berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik 

atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan ini akan berakhir apabila sang 

isteri pergi dari nunah atau sang suami sadar atas apa yang telah dilakukannya 

terhadap sang isteri atau salah satu dari suami isteri tersebut perlu dibawa ke rumah 

sakit akibat dari kekerasan yang terjadi, tahapan ini disebut sebagai fase 

"penganiayaan akut". Selama fase ketiga yaitu tahap bulan madu, penganiaya (suami) 

merasakan penyesalan yang mendalarn atas perbuatan yang telah dilakukannya. 
- - 

126 Mark Contastanzo, Op.. Cit., hal. 125 



Penyesalamya berupa bujuk rayu dan janji manis, seperti ia (suarni) memperlakukan 

korbannya (isteri) dengan baik, mengekspresikan penyesalan karena tel& 

menyakitinya, dan berjanji untuk tidak menyakitinya lagi. Tidak jarang suami 

menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu kepada sang isteri sebagai 

bukti bahwa ia menyesal telah melakukan kekerasan terhadap isterinya. Jika sudah 

begitu, isteri sebagai wanita yang lemah lembut dan penyayang, menjadi luluh 

hatinya akan kebaikan dan kemesraan yang ditunjukkan oleh sang suami, sehingga ia 

dapat memaafkan kekerasan yang telah dilakukan suarni terhadap dirinya dan 

berharap kekerasan itu tidak akan terjadi lagi.'" 

Keberhasilan yang sifatnya sementara ini mungkin membuat l~anita 

berharap bahwa ia dapat mengubah perilaku pasangannya, tetapi siklus penganiayaan 

itu pada akhirnya akan terulang kembali dan penganiayaan yang dilakukan 

pasangannya menjadi semakin berat dan semakin sering. 

Tetapi, bagaimana dengan pria yang melakukan penganiayaan itu? 

Meskipun tidak ada diagnosis "battering man syndrome " (sindrom pria penganiaya) 

tetapi telah dilakukan usaha-usaha untuk mendiskripsikan sifat dan perilaku pria yang 

menganiaya pasangannya. Donald Dutton (2000) membedakan dua tipe penganiaya. 

Tipe penganiaya yang pertama cenderung sangat pencemburu dan takut ditinggalkan. 

Perasaan ini membuatnya selalu curiga terhadap isteri dan keluarganya. Ketakutan 

dan kecemburuan ini memotivasi dirinya untuk menerapkan kontrol yang ketat 

terhadap kontak sosial isterinya dan membatasi aktvitasnya di luar rurnah. Dutton 

127 Rika Saraswati, Op. Cit., hal. 33 



juga berpendapat bahwa banyak penganiaya yang menderita borderline personality 

disorder, sebuah gangguan kepribadian yang ditandai oleh hubungan yang tidak 

stabil, suasana hati yang naik turm secara dramatik, ketakutan yang intens untuk 

ditinggalkan, cian ledakan kemarahan yang irnpulsif. Pria yang menderita gangguan 

ini mungkin tamp& normal di permukaan, tetapi kecemburuan d m  suasana hatinya 

yang mudah berubah-ubah ini akan muncul di dalam hubungan yang intim. Tipe 

penganiaya kedua - penganiaya yang psikopatik - menunjukkan kekerasannya 

dengan tidak begitu selektif. Mereka secara umum terpredisposisi untuk melakukan 

kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung antisosial, rentan 

untuk berlaku impulsif, dan memiliki ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan 

lainnya (Dutton, 1 995). Kemungkinan penganiaya tipe pertarna untuk mencurigai 

teman dan rekan sekerjanya lebih kecil dibanding penganiaya tipe kedua.12' 

Battered Women Syndrome adalah suatu sindrom yang menjelaskan 

tentang perilaku wanita yang dianiaya secara fisik oleh suami atau pasangannya. 

Ddam arti tertentu, BWS adalah upaya untuk menjelaskan mengapa seorang wanita 

tidak mampu meninggalkan pria atau pasangan yang sering mengania~anya.'~~ Jika 

seorang wanita yang telah berulang kdi dianiaya oleh suaminya berusaha untuk 

membunuh atau melukai suaminya pada saat suaminya sedang menyerangnya, ia 

dapat mengatakan bahwa hal itu dilakukannya untuk membela diri.I3O 

12' Mark Constanzo, Op. Cit., ha]. 129 
12' Ibid., hal. 128 
130 Ibid., hal. 130 



Kesaksian BVJS pada umumnya dipresentasikan di persidangan untuk 

menjelaskan dua faktor, yaitu: (1) bahwa seorang wanita yang mengalami 

penganiayaan jangka panjang dari suaminya tidak mampu meninggalkan 

penganiayanya; (2) bahwa seorang wanita mungkin melukai penganiayanya pada saat 

si penganiaya dalam keadaan tidak membahayakan.I3' Kesaksian BWS dimaksudkan 

untuk memberikm kerangka-kerja bagi h&im untuk memahami peril2ku wanita itu, 

dengan menjelaskan bagaimana persepsi wanita itu terhadap situasinya, 

ketidakmampuannya meninggalkan pria yang menganiayanya menjadi lebih mudah 

dimengerti dan menjelaskan keadaan pikiran seorang wanita saat melakukan tindak 

KDRT terhadap s~arni.'~' 

E. Teori Implementasi 

Implementasi dipandang daiam pengertian luas, merupakan tahap dari 

proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang 

secara luas mempunyai makna pelaksanm undang-undang dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

dalarn upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.'33 

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 

dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu 

13' Ibid., hal. 131 
13' Ibid., hal. 132 
133 James P. Lester and Joseph Stewart, Op. cit., hal. 104 dalam Budi Winamo, Op. cit., hal. 147 
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dampak (out~ome). '~~ Misalnya, implernentasi dikonseptualisasikan sebagai suatu 

proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan- 

keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. 

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana 

tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat 

pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, tingkat abstrasi yang paling 

tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang 

bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang 

publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi 

atau warganegara merasakah lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya 

dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau 

kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep 

semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, 

konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. 

Irnplementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik 

pengendalian. '35 

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa impler&entasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

'34 James P. Lester and Joseph Stewart, Up. cit., ha1 105, dalam Budi Winamo, Ibid, hal. 147 
Ibid., hal. 147-148 



pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan 

oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa 

tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk 

membuat program be1ja1an.l~~ 

Sementara itu, Grir~dlel~~ juga memberikan pandangannya tentang 

implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah 

membentuk suatu kajian (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan 

direalisasikan sebagai darnpak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas 

implementasi mencakup terbentuknya "a policy delivery system " dimana saran-saran 

tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang 

diinginkan. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi 

(context of implernentati~n).'~~ 

Selanjutnya, van Meter dan van Horn'39 membatasi irnplementasi kebijakan 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok- 

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan- 

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 

'36 Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, Op. cit., hal. 4, dalam Budi Winarno, Ibid, hal. 148 
137 Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University 
Press, New Jersey, 1980, hal. 6, dalam Budi Winamo, Ibid., hal. 149 
138 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, Cet. VI, hal. 93 
139 Donald van Meter and Carl E van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual 
Framework". Administration and Society, Vol. 6 No. 4, February 1975, 1975, hal. 447, dalam Budi 
Winarno, Ibid., hal. 149 



tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu untuk mencapai perubahan- 

perubahan besar d m  kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Menurut George C. Edward 111140 implementasi kebijakan adalah salah satu 

tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Edward I11 mengajukan pendekatan 

masalah pendekatan masalah implementasi dengan mengajukan pertanyam pokok, 

yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) 

faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?14' 

Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. 

Impiementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk 

memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan clan 

mengatur perilaku kelompok ~ a s a r a n . ' ~ ~  Implementasi melibatkan usaha dari policy 

makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" 

untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target 

groups). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan 

yang bersifat sebagai implementor, sebaliknya untuk kebijakan makro usah'a-usaha 

implementasi akan melibatkan berbagai in~titusi . '~~ 

140 George C. Edward 111, Implementing Public Policy, Congresional Quartely Press, Washington DC, 
1980, hal. 1-2, dalam Budl Winarno, Op. Cit., hal. 177 
141 http://www.venotes.word~ress.com diunduh pada tanggal 3 April 2012 
'42 AG. Subarsono, Op. cit., hal. 87 
143 Ibid., hal. 88 



Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. 

Ripley dan Grace A. Franklin (1986) menulis sebagai berikut: 

Implementation process involve many important actors holding dzffuse and 
competing goals and expectations who work within a contexts of an 
increasingly large and complex mix of government programs that require 
participation @om numerous layers and units of governmet and who are 
affected by powerful factors beyond their ~ontrol . '~  

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor 

atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi 

dipengaruhi' oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual 

maupun variabel organisasional, dm masing-masing variabel pengaruh tersebut juga 

saling berinteraksi satu sama lain.'45 

Dalam pandangan Edward 111, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel, yakni:'& 

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang hams dilakukan. Apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan hams ditransrnisikan kepada kelompok sasaran (target 

group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan 

sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali 

oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari 

kelompok sasaran. 

144 Randall B. Ripley and Grace A. Franklin, Op. cit., ha]. 1 1 ,  Ibid., ha]. 89 
14' Ibid., hal. 89 
'46 Ibid., hal. 90-92 



2. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunihikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan be jalan efektif. Sumberdaya tersebut 

dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan 

sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk impelementasi 

kebijakan agar efektif. 

3. Disposisi. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 

dengm baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
I 

implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman 

bagi setiap implementor dalarn bertindak. 

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kineja 

implementasi, yakni: '47 

I .  Standar clan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan hams jelas dan 

terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan 

'47 Ibid., hal. 99-10 1 



kabur, makz akan terjadi multi-interpretasi dm mudah menimbulkan konflik 

di antara para agen implementasi. 

2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. 

3. Hubungan antar-organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan karakteristik agen 

pelaksana adaiah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalarn birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi 

implementasi suatu program. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup surnberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opik publik yang ada di 

lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

6. Disposisi implementor. Disposisi implementor mencakup tiga ha1 yang 

penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan 

memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni 



pemahamannya terhadap kebijakan; clan (c) intensitas disposisi implementor, 

yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 

F. Aspek Pemidanaan 

Teori pemidanslan dalam khazanah pemikiran hukum pidana ada 4(empat), 

yaitu teori retribusi (retribution), teori penangkalan (deterrence), pelumpuhan 

(incapacitation), dan rehabilitasi (rehabilitati~n).'~~ 

Pertama adalah teori absolut. Teori ini beaijuan untuk memuaskan pihak 

yang dendarn baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi 

korban. Menurut Andi Harnzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang 

masih terasa pengaruhnya pada zarnan modern.149 Pendekatan teori absolut 

meletakkan gagasannya karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, 

sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.'50 Menurut 

teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu 

kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak 

yang hams ada sebagai suatu pembalasan kepada orang lain yang melakukar, 

148 Sue Titus Ried, Crime and Criminology, Second Edition, Holt, Rinehart and Wingston, 1979, 
dalam Salman Luthan, Kebijakan Penal ~Mengenai Kriminalisusi di Bidang Keuangan, Disertasi, 
Program Doktor Fakultas H u h m  Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 
149 Andi Harnzah, Asas-asm Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kedua, 1994, hal. 29, dalam 
Mahrus Ali, Op. cit., hal. 187 
150 Herbet I,. Packer, The Limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968, hal. 
37, dalam Mahrus Ali, Op. cit., hal. 187 



kejahatan. Jadi, dasz  pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya 

kejahatan itu sendiri.15' 

Kedua adalah teori relatif. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 

nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyaral~at.~~~ Secara 

prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya 

setidaknya hams berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) 

dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa datang, serta mencegah 

masyarakat luas pada umurnnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan 

kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. 

Semua orientasi 'pernidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan ma~yarakat.'~~ 

Ketiga adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gzbungan berusaha 

untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori 

relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk 

membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga 

bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan paha dasarnya merupakan 

respon terhadap kritik yang dilmcarkan baik terhadap teori absolut maupun teori 

relative. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada 

I5l  Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dun Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung, Cet. Kelima, 
2005, hal. 10-1 1 
152 Ibid., hal. 16 
'53 E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surzbaya, 1986, hal. 185, dalam Mahrus Ali, Op. 
Cit., hal. 190 



upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik 

atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan 

clan meresahkan masydat . lS4 

G. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Pasca disahkannya UU idomor 23 Tahun 2004 oleh Presiden RI dan 

dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih sangat 

kurang. Salah satunya adalah anggapan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya melindungi kaum wariita dan 

anak-anak saja. Padahal yang dilindungi oleh UU ini adalah anggota keluarga inti 

yang timbul dan lahir hubungan perkawinan (istedsuamilanak); orang-orang yang 

mempunyai hubungan keluarga (hubungan ddperkawinadpengasuhadperwalian) 

atau anggota rumah tangga laimya (ymg menetaplbekerja dalam lingkup iwnah 

mgga). 

Lazimnya kekerasan berdampak pada isteri sebagai korban, tetapi tidak 

menutup kemunglunan isteri pun bisa jadi pelaku tindak kekerasan terhadap suami. 

Kekerasan yang dimaksud tidak hanya berupa kekerasan dalam bentuk fisik saja 

tetapi juga meliputi kekerasan psikis maupun kekerasan ekonomi. Fakta yang terjadi 

di masyarakat, adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami oleh isteri. 

Is4 Mahrus Ali, Op. Cit., hal. 191 



Akan tetapi karena pandangan masyarakat yang beranggapan laki-laki (suami) lebih 

kuat dibandingkan wanita (isteri), malu bagi kaum laki-laki (suami) untuk 

melaporkan kekerasan yang terjadi pada diri mereka ke pihak yang b e r ~ a j i b . ' ~ ~  

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang cdmp sulit 

pengungkapannya. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi tersebut, karena 

mereka mempertahankan status sosial bagi kel-~arganya."~ Tindak kekerasan dalam 

rurnah tangga dianggap masuk dalam ranah privat yang tidak mudah diungkap 

kepada orang lain apalagi ha1 tersebut merupakan aib keluarga yang hams selalu 

ditutupi. 

Kekerasan dalam rumah tangga meskipun mereduksi kepentingan domestik 

(privat) menjadi urusan negara juga, namun kekerasan dalam rurnah tangga ini masih 

mensyaratkan adanya pengaduan dari korban (Pasal 51, 52, 53 UU No. 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Artinya, bahwa tanpa 

adanya pengaduan dari korban, aparat hukum tidak dapat menerapkan aturan-aturan 

dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT secara  toma at is.'^^ 

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, temyata 

membawa dampak ke seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari kekerasan dalam 

rurnah tangga tersebut dapat berbentuk: 

155 Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakirn Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 20 10 
Moerti Hadiati Soeroso, Op.Cit., hal. 35 

157 Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 20 10 

83 



1.  Perceraian (suaiii isteri) 

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rurnah Tangga, kaurn yang tersakiti atau terdzolimi dapat menuntut keadilan 

atas penganiayaan yang mereka terima dalam rumah tangga. Meskipun tidak 

menuntut pidana, UU ini dengan sendirinya membuka mata bahwa kekerasan dalam 

rurnah tangga merupakan kekerasan dan dapat dijadikm dasar menggugat 

perceraian. lS8 

Perceraian adalah suatu ha1 yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh 

siapa pun, kapan pun, di mana pun juga. Tetapi terkadang perceraian adalah jalm 

yang terbaik dari yang terburuk yang hams dilakukan, untuk menyelesaikan 

perselisihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak 

dapat diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga.Is9 Atau dapat juga dikatakan bahwa 

perceraian itu merupakan putusnya ikatan perkawinan akibat perbuatan yang 

disengaja oleh suami atau isteri dengan sadar atac dalam keadaan tidak terpaksa. 

Suarni isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil 

keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin tersusun kembali. 

Walaupun dalam aj- Islam ada jalan penyelesaian terkahir yaitu perceraian, 

lS8 Ester Lianawati, Tiada Keadilan tanpa Kepedulian "KDRT Perspektif Psikologi Ferninis", 
Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 2 
lS9 Wila Chandrawila Supriadi, Op. Cit., hal. 53 



narnur? perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci 

oleh Nabi. 

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 

yang dirnaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga (nunah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan penjelasan dari bunyi Pasal 1 UU Perkawinan, pada prinsipnya UU 

Perkawinan mempersukar serta melarang terjadinya perceraian dikarenakan tidak 

sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu ~ n t u k  membentuk keluarga 

yang bahagia. 

2. Anak yang broken home 

Kehidupan suami isteri yang harmonis dalam keluarga akan membawa 

akibat yang baik bagi anak-anak, masyarakat, dan negara. Melalui keluarga yang 

tidak bermasalah akan memunculkan anak-anak yang memiliki bibit unggul yang 

baik sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan dan kehidupan suatu bangsa.I6' 

Seorang anak akan merasakan kenyamanan jika kedua orang tuanya memberikan 

kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada si anak sehingga ia merasa lebih aman 

tinggal di rumah dari pada tinggal di luar rumah. Akan tetapi apabila dalam keluarga 

tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadinya percekcokan antara orang tua di 

160 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer 'Ynalisis 
Yurisprudemi dengan Pendekatan Ushuliyah ", Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 97 

Rika Saraswati, Op.Cit., hal. 235 



hadapan anak, maka si mi akan merasa tidak arnan lagi untuk tinggal di lingkungan 

keluarga sehingga dapat menghilangkan rasa percaya diri pada diri si anak. 

Dampak yang paling terasa apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga 

adalah ke anak, buah hasil perkawinan. Anak dapat mengadopsi pola hubungan yang 

sama di' masa dewasanya.16' Disadari atau tidak, penyebab utama kenakalan anak 

remaja adalah hubungan antma ayah dan ibunya yang tidak harmonis selarna di 

lingkungan keluarga. Mereka menjadi tidak betah tinggal di rumah, mereka lebih 

memilih hidup di jalanan yang jauh dari keributan rumah yang tidak bisa memberi 

ketenangan. 

Tempat pelarian mereka adalah jalanan, sehingga mereka hams bergaul 

dengan teman-teman yang keras kepribadiannya karena hidup di jalanan. Dari 

pergaulan itulah, kepribadian anak terbentuk yang ditambah dengan pengaruh 

lingkungan yang keras yang pada akhirnya membuat mereka terjerumus ke dalam 

j urang kriminalita~.'~~ 

3. Korban (suarni) 

Selama ini yang sering menjadi korban dari kasus kekerasan dalam rumah 

tangga adalah perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak dianggap sebagai 

kaum yang lemah. Oleh karenanya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga 

banyak dialami oleh isteri maupun anak-anak. 

162 Kristi Poerwandari, Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Wanita, Alumni, Bandung, Cet. 11,2006, hal. 284 

Nabil Mahrnud, Op.Cit., hal. 189 



Dampak itu pun dialami oleh pihak laki-laki (suami). Suami pun dapat 

merasakan dan mengalami luka-luka yang disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh 

sang isteri, meskipun luka tersebut tidak seberapa akan tetapi dampak psikis yang 

dialaminya mengakibatkan sang suami merasa dilecehkan dan direndahkan atas sikap 

isterinya tersebut. 

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang 

yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep 

diri korban (ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi 

dan bentuk-3entuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, 

kekecewaaan dan kemarzhan yang tidak da;>at diungka~kan.'~ 

4. Pelaku (isteri) 

Dampak yang terjadi pada pelaku biasanya berupa sanksi pidana atas 

kejahatan yang dilakukannya. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dikenakan 

sanksi pidana yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rurnah Tangga yang diterangkan sebagai berikut: 

Pasal44: 

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

Kristi Poenvandari, Op. Cit., hal. 283 



2. Dalam ha1 perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengm pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 

3. Dalam ha1 perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 jlima 

belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh 

lima juta rupiah); 

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan peke rjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,OO (lima juta 

rupiah). 

Pasal45: 

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 

banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 



atau halangan untuk menjalankan peke rjaan jabatm atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau den& paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah). 

Pasal46: 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 12 (dua belas) tahun danlatau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah). 

Fasal47: 

Setiap orang yang memakasa orang yang menetap dalam rurnah tangganya 

melakukan hubungan seksual sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 8 huruf 

b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 

Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal48: 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal46 dan Pasal47 

mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 

sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 

sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) 



rahun ti& berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, 

atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

Pasal49: 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 

Yang: 

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumall tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (1); 

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dirnaksud Pasal9 ayat (2). 

Dari wacma tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga membawa dampak yang h a n g  baik bagi anggota keluarga itu seildiri, 

khususnya pada suami isteri yang terlibat dalam masalah tersebut. Karena dapat 

berakibat pada perceraian yang berdampak pula pada perkembangan psikologis sang 

anak. Selain itu, pelaku kekerasan dalam rumah tangga pun mendapatkan hukumzn 

yang tidak ringan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya 

sesuai dengan peraturan hukurn yang berlaku di Indonesia. 



BAB 111 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami 

1. Sebab-sebab Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami 

Perkawinan arnat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun 

kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan yang 

terjadi dianggap terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang 

terhormat."j5 

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tenmg Perkawinan 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Seczra mum tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sebagai satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. 

Banyak orang bersemangat memasuki bahtera rumah tangga hanya dengan 

bermodalkan cinta yang menggebu-gebu terhadap pasangannya. Akan tetapi, pada 

kenyataannya, cinta saja ternyata tidak cukup untuk membangun biduk rumah tangga 

yang berkualitas sesuai dengan apa yang diinginkan. Puncak kenikrnatan sebuah 

- 

165 Muyati Marzuki, Hukum Perkawinan Islam, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap 
Wanita, Alumni, Bandung, Cet. TI, 2006, hal. 147 



pernikahan bukan hanya dicapai melalui penyatuan fisik saja, melainkan juga melalui 

penyatuan emosional dan spiritual yang saling menurnbuhkembangkan antara kedua 

pasangan. Pernikahan adalah sarana pembelajaran yang berkelanjutan, baik untuk 

mempelajari karakter pasangan masing-masing. Oleh karenanya, sangat penting 

membangun kornitmen bersama untuk saling menghargai dan mengingatkan baik 

sebelum, di awal maupun sepanjang pernikahan. 

Rumah tangga yang telah dibangun sekian lamanya dapat runtuh apabila 

terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang selalu dibumbui oleh percekcokan 

yang terus menerus yang dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh saiah satu 

pihak ke pihak yang lain sehingga menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak. 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan 

tidak berdiri sendiri. Peran serta korban ikut diperhihtngkan juga dalam te rjadinya 

suatu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri atau suami terhadap 

pasangannya. Karena tidak mungkin ada asap apabila tidak ada api, begitu juga 

dengan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada suatu kekerasan dalam rumah 

tangga apabila tidak ada salah satu pihak yang memulai tirnbulnya percekcokan yang 

berujung pada suatu tindak kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan di salah satu 

pihak.I6'j 

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami isteri tidak te rjadi 

begitu saja. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada 

seorang isteri, yang menjadi salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya budaya 

166 Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010 
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patriarki. Akan tetapi tidak sedikit pula kekerasan dalam rumah tangga menimpa 

suami. Penyebabnya tidak mungkin disebabkan oleh budaya patriarki karena pada 

budaya patriarki itu, suami lebih dominan dibandingkan isteri. 

Ketika seorang pria dalam ha1 ini adalah suami, mencoba untuk 

memberitahu masalah tentang penyiksaan dan pelecehan dalam pernikahan, tidak ada 

yang benar-benar mendengarkan atau percaya akan ha1 itu. Tidak semua suami berani 

mengungkapkan kekerasan yang diterimanya di rumah karena merasa malu untuk 

niengakui bahwa mereka kalah di rumah oleh isteri mereka dan anggota keluarganya, 

karena semua orang percaya bahwa seorang wanita (isteri) dianggap sebagai kaum 

lemah tidak mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

suaminya. 167 Tetapi pada kenyataannya, seorang isteri yang dianggap lemah pun dapat 

melakukan kekerasan terhadap suami. 

Menurut LKBHUWK sebuah lembaga bantuan hukurn untuk perempuan 

dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) faktor, yaku faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali 

melakkan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menirnbulkan kemarahan 

atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam 

keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak 

tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila 

167 Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010 
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berhadapan dmgan situasi yang menimbulkan hstasi ,  misalnya kesulitan ekonomi 

yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam 

kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor 

lingkungan lain seperti stereotipe laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan 

agresif. Adapun perempuan hams bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah.'68 

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, penyebab kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap suami yang Penulis dapatkan dengan melihat beberapa 

putusan pengadilan negeri, wawancara dengan hakim dan jaksa adalah sebagai 

berikut : 

a. Krisis akhlak 

Krisis akhlak yang dirnaksud dalam penelitian ini bisa berasal dari pihak 

suami maupun pihak isteri. Jika dari pihak suami, krisis akhlak yang dimaksud yaitu 

suarni yang mempunyai kebiasaan meminum minuman beralkohoVminuman keras. 

Susuni marah tanpa adanya sebab yang jelas merupakan salah satu dampak dari 

pengaruh alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, suami mencari-cari 

kesalahan isteri yang sebenarnya tidak ada agar dapat menyudutkan sang isteri pada 

posisi yang lemah. Kesalahan demi kesalahan, kata demi kata-kata diingatnya hingga 

terjadi pertengkaran lag, maka semua itu dibeberkan lagi, sehingga arah 

pertengkaran pun beralih ke sebab yang lain.'69 Dalarn ha1 ini, posisi isteri yang 

merupakan kaurn yang lemah, semakin lemah karena mendapatkan tekanan yang 

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 76 

Nabil Muhammad, Op. Cit., hal. 173 



berlebihan dari suami. Hal ini berdampak pada psikis isteri yang mengakibatkan rasa 

tertekan dan stress terhadap tingkah laku sang suami. 

Sikap cemburu buta suami menjadi bumerang tersendiri bagi dia (suami). 

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan 

kekerasan.I7O Seorang suami dapat saja menuduh sang isteri bermain api di 

belakangnya, padahal bisa saja itu hanya sikap suarni yang pencemburu clan emosian. 

Sikap suami yang pencemburu ini dapat berakibat pada kekesalan yang dialarni oleh 

sang isteri karena dituduh melakukan tindakan yang sebenarnya tidak dilakukan. 

Sikap suami yang emosian dengan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap isteri 

dapat mengakibatkan sang isteri emosi dan marah sehingga melakukan kekerasan 

terhadap suaminya. 

Menurut teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial 

bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 

kemungkinannya, menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya 

tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya 

demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya begitu.I7' Sikap 

suami yang demikian itu menyebabkan sang isteh bertindak seperti apa yang 

dilakukan sang suami kepada dirinya, yaitu membalas perbuatan sang suami dengan 

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Meskipun 

akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh isteri tidak separah yang dilakukan 

- ~- - -  

170 Moerti Hadiati Soeroso, Up. Cit., hal. 77 
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oleh suami, tetap saja tindakan yang dilakukan sang isteri terhadap suami tidaklah 

dianggap benar, karena telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan 

dapat dikenai sanksi pidana. 

Yang tersebut di atas adalah krisis akhlak dari pihak suami. Sedangkan 

krisis akhlak dari pihak isteri adalah seorang isteri yang ringan tangan. Isteri yang 

ringan tangan dapat dikatakan sebagai nusyuz seorang isteri terhadap suami. Nusyuz 

itu haram hukurnnya karena menyalahi sesuatu yang ditetapkan agama melalui Al- 

Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya 

berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suarni dan rumall tangga 

merupakan pelanggaran terhadap kehidupan suami i~teri."~ Sudah sepatutnya isteri 

tunduk akan perintah suami yang membawanya ke arah kebaikan dan tidak 

melakukan tindak kekerasan yang seharusnya tidak dilakukannya. Jika isteri ringan 

tangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga, dapat 

dipastikan kehidupan rumah tangga yang dibinanya bersama sang suami tidak akan 

bertahan lama. Apabila yang dilakukan isteri hanya satu hingga dua kali, dapat 

dimaklumi sebagai wujud kekesalan isteri atas sikap suami yang kurang berkenan di 

hati sang isteri. Narnun jika kekerasan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh 

isteri terhadap suarni dan menjadi suatu kebiasaan bagi sang isteri, maka suami pun 

dapat menjadi gusar dan marah diperlakukan sedemikian rupa oleh isteri. 

In Amir Syarifuddin, Op. Cit., ha]. 191 



Dikarenakan sikap isteri yang demikian itu, suami menjadi gusar dan melaporkan apa 

yang terjadi pada dirinya ke pihak yang benvajib. 

b. Adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) 

Salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami 

adalah hsldimya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dalam kasus 

ini, yang terjadi adalali hadimya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga suami 

isteri. 

Sikap suami yang menduakan isteri alias selingkuh, dapat melupakan 

kewajibannya sebagai seorang suami. Se~rang suami seharusnya menjadi tulang 

punggung keluarga, dapat menjadi panutan bagi anak-anak maupun keluarganya. 

Bukan tanpa sebab seorang suarni selingkuh atau menduakan isterinya. Suami yang 

tidak puas atas sikap atau pelayanan sang isteri sebagai ratu dalam rumah tangga, 

mengakibatkan suami mencari pelampiasan di luar rumah. Pelampiasan yang 

didapatkm suami di luar rumah menimbulkan rasa cemburu pada isteri. Isteri mana 

yang tidak cemburu jika sang suami lebih merasa bahagia hidup di luar rumah dari 

pada di dalam lingkungan nunah tangganya sendiri. 

c. Ekonomi 

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara 

suami isteri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap 

Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 
2012 



bulan, sering menimbulkan ~ertengkaran. '~~ Persoalan ekonomi yang menjadi pemicu 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami adalah isteri lebih mandiri dalam ha1 

ekonomi, yaitu isteri mempunyai penghasilan yang lebih dari pada suami. Suarni 

tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang 

berlaku atau perjanjian antara suami dan i ~ t e r i . ' ~ ~  Suarni hanya mampu bekerja 

serabutan yang menurut isteri tidaklah cukup penghasilan suarni untuk menenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga, oleh karenanya isteri mengambil 

inisiatif untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, karena 

penghasilan isteri temyata lebih dibandingkan penghasilan yang didapatkan oleh 

suami, sehingga isteri beranggapan bahwa ia bisa bertindak semena-mena terhadap 

suami karena merasa lebih mandiri dibandingkan suami dan menganggap sesuatu 

yang diberikan oleh suami tidak ada artinya dibandingkan dengan hasil kerja 

kerasnya. 

Sebagai bahan perbandingan, Penulis juga mencantumkan sebab-sebab 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri. Dari berbagai sumber yang Penulis 

dapatkan, bahwa sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri adalah 

beragam. Dari berbagai sumber tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri adalah sebagai 

berikut : 

'74 Ibid., hal. 77 
175 Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, Op. Cit., hal. 241 



Adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan 

perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan 

oleh suami terhadap isterinya, kepercayaan menyatakan bahwa kekerasan itu 

dilakukan sebagai kekuasaan kepada ke1~arga.l~~ 

Krisis akhlak suami, seperti kebiasaan mabuk-mabukan, be rjudi dan berkata- 

kata keji atau k0t0r.l~~ Perangai suami yang emosian dan mau menang 

sendiri karena suami merasa lebih dalam segala ha1 dibandingkan dengan 

isteri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi 

semacam undang-undang, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah 

harus tunduk kepadanya.17' Selain itu, suami yang pencemburu, yang 

dorninan, agresif juga dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap i ~ t e r i . ' ~ ~  

Masalah ekonomi atau keuangan. Uang seringkali menjadi pemicu 

tirnbulnya perselisihan di antara suami isteri. gaji yang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menirnbulkan 

perten&=, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. 

Pertengkaran dapat timbul ketika suarni kehilangan pekerjkn, adanya 

tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali 

176 Habib Sulthon Asnawi, 8 A M  dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 
tentang PKDRT, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Vol. XI, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univ. Islam 
Indonesia, Yogyakarta, 200 1,  ha!. 198 
177 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 73 
17' Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit., hal. 80 
179 Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 73 



berakibat te rjadinya tindak kekerasan.lS0 Terlebih lagi jika suami melarang 

isteri untuk bekerja dan suarni memiliki perilaku yang berdampak buruk dari 

sisi ekonomi, misalnya suka berjudi, utang tanpa memberi tahu, dan menjual 

barang tanpa meminta persetujuan isteri terlebih dahulu. 18' 

Adanya pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hubungan suami isteri dalam 

rumah tangga, dapat berasal dari keluarga, sa~dara ataupun kehadiran pihak 

lain (wanitallaki-laki idarnan lain). Orang tua yang selalu ikut campur dalam 

rumah tangga anaknya, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir pada 

kekerasan karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang 

tua. Selain itu, kehadiran saudara dalam rumah tangga dapat memicu 

keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-isteri dalam nunah 

tangga. Akan tetapi ha1 tersebut terkadang kurang disadari oleh pihak isteri 

maupun suami. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan 

pertengkaran-pertengkaran.'82 Selain keluarga dan saudara, kehadiran 

wanitallaki-laki idaman lain dalam suatu rurnah tangga merupakan hal yang 

patut diwaspadai. Seorang isteri hams mampu melayani suaminya dengan 

baik, begitu pula dengan s m i ,  hams mampu menjadi kepala keluarga yang 

bertanggung jawab terhadap keluarga. 

Dari perbandingan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami maupun terhadap isteri yang 

Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit., hal. 80 
Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 74 
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terjadi tidaklah jauh berbeda. Krisis akhlak, faktor ekonomikeuangan serta actany3 

pihak ketiga yang hadir dalam kehidupan benunah tangga, merupakan penyebab 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara umum. 

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami 

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meliputi kekerasan 

fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, clan kekerasan ek~nomi."~ Sedangkan 

menurut UU No. 23 Tahun 2004 yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, 

Pasal 9 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran 

mnah tangga. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 tersebut dapat disebut juga 

sebagai kekerasan ekonomi. Disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap orang 

dilarang menelantarkan orang dalam lingkup urmah tangganya, padahal menurut 

hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang 

akibat dari penelantaran tersebut menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan 

ekonomi yaitu dengan cara membatasi clanlatau melarang seseorang untuk beke rja di 

tempat yang layak di dalam maupun di luar rumah yang menyebabkan korban berada 

di bawah kendali orang tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap suami, adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik dialarni oleh 

Sri Suhandjati Sukri, Op. Cit., hal. 64 



semua suarni sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dinyatakan 

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun hasil visurn dari rumah sakit. 

B. Implementasi Pasal 44 ayat (1) dan (4) U1J No. 23 Tahun 2004 tentang 

PKDRT dalam Putusan Hakim pada Tindak Pidana Kekerasan dalam 

Rumah Tangga terhadap Suami antara Tahun 2007-2010 di Yogyakarta 

Penelitian yang Penulis lakukan ini dilaksanakan dengan cara meneliti 

putusan-putusan pengadilan negeri yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota dalam 

wilayah Yogyakarta dalam menangani perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap suami antara tahun 2007 hingga tahun 2010. 

Adapun alasan Penulis mengambil contoh putusan perkara tindak 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami antara tahun 2007 hingga 201 0 dalam 

wilayah pengadilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bahwa dalam kurun waktu 

tersebut, Penulis menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami. 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang disidangkan di pengadilan 

negeri pada 4 kabupaten dan 1 kota dalam wilayah Yogyakarta merupakan kasus 

rninoritas jika dibandingkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

isteri yang merupakan kasus mayoritas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kasus yang 

te rjadi, dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam kasus 



kekerasan dalam rumah tangga adalah pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 

Tahun 2004 tentang PKDRT. 

Dalam bab ini, Penulis akan menganalisa kasus-kasus yang ditemukan 

pada 3 Pengadilan Negeri yang terdapat di 4 kabupaten serta 1 Pengadilan Negeri 

yang terdapat di kota Yogyakarta. Satu kasus tidak dapat Penulis paparkan karena 

kasus yang bersangkutan masih dalam tahap kasasi. 

1. Perkara No. 115/Pid.B/2007/PN.M( (disidangkan di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta): 

a. Fakta Hukum 

Dalam kasus ini, Leli Marlina binti Iirn Ibrahim (LM), 29 tahun, Islam, 

wiraswasta, bertempat tinggal di Yogyakarta didakwa telah melakukan kekerasan 

ddam rumah tangga terhadap suarninya Jamroni dan dihukurn karena telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan 

fisik dalarn lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal44 ayat (4) UU No. 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rurnah Tangga. 

Terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim, pada hari  ela ash, bulan Januari 

2007, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pasar Kota Gede Yogyakarta, ketika itu 

terdakwa melihat saksi korban turun dari motornya, terdakwa yang merasa jengkel 

dan emosi terhadap suami terdakwa tersebut, langsung mendatangi suami terdakwa 

tersebut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 



(tiga) kali mengenai tangan kanan dan bagian muka sebelah kiri, pemukulan 

dilanjutkan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian 

punggung sebelah kanan, kemudian pemukulan juga dilakukan oleh terdakwa dengan 

menggunakan koran sebanyak 1 (satu) mengenai mulut. Setelah melakukan 

pemukulan tersebut, terdakwa masih melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan 

kepada saksi korban dengan nada tinggi. Penyebab peristiwa tersebut adalah sudah 

tidak ada komunikasi yang baik antara terdakwa dan saksi korban. 

Akibat dari perbuatan terdakwa, yaitu penghinaan dan penganiyaan yang 

dilakukan di depan umum, menyebabkan saksi korban tidak bisa menerima 

pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak menerima perlakuan terdakwa 

yang mempermalukan saksi korban di depan umum, saksi korban meminta 

pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa ke Poltabes Yogyakarta. 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga 

b. Analisa Hukum 

Seseorang yang melakukzk tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa 

seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar atau tidak menerapkan teori kontrol 

sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam 

lingkup nunah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan LM sebagai pelaku 



tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diarnbil 

kesimpulan sebagai berikut. 

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam ha1 ini 

LM berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami yang sudah tidak 

memperdulikannya dan apabila LM tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik, 

maka dapat dimgkinkan LM akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, 

dalarn ha1 ini suaminya. Commitment (hubungan di dalarn lingkungan) yaitu jika 

adanya penghargaan isteri terhadap suami maupun sebaliknya, maka kemungkinan 

tidak &an te rjadi kekerasan dalam rumah tangga. Involvement (prestasilkebahagiaan 

dalam hubungan) yaitu jika LM mampu mengendalikan emosi serta memperbaiki 

sikapnya terhadap suami, maka kekerasan tersebut tidak akan te rjadi. Belieji (agama) 

yaitu jika LM memegang teguh ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari, maka ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

karena dalam agama yang dianutnya, perbuatan LM tersebut termasuk dalam nusyuz 

yakni pendurhakaan isteri terhadap suami. 

Akibat perbuatan terdakwa yaitu memukul korban dan mengucapkan kata- 

kata kasar terhadap saksi korban, yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah 

merendahkan harkat, martabat saksi korban selaku s u m i  terdakwa di depan mum. 

Dalam ha1 ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik maupun psikis 

terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, 

sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan, 



maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentmg 

PKDRT. 

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disumpah, serta 

unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu unsur 

setiap orang; unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan 

sehari-hari; unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, maka 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selarna 5 

(lima) bulan. 

c. Pertimbangan Hukum 

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa adalah mengenai hal-ha1 yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang memukulkan helm dan 

gulufigan kertas koran serta mengucapkan kata-kata yang menusuk perasaan, sangat 

merendahkan harkat dan martabat saksi korban selaku suami di depan umum, 

merupakan ha1 yang memberatkan terdakwa. Sedangkan ha1 yang meringankan 
' 

terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengaku terus terang dan 

menyesali perbuatannya dan terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai 

kesempatan untuk memperbaiki kelakukan di kemudian hari. 



Pengadilan Negeri Yogyakarta rnenyatakan terdakwa Leli Marlina terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan 

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana didakwakan 

melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT; menjatuhkan 

pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di 

kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum masa percobaan yang 

lamanya 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana. 

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut urnum 

tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan 

nomor perkara 68/PID/2008/PTY. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor perkara 

1 15/Pid.B/2007/PN.Yk. 

Dalam kasus tersebut di atas, penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 

Tahun 2004 tentang PKDRT yang menyebutkan bahwa batas maksimal pemidanaan 

adalah 4 (empat) bulan penjara. Akan tetapi, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, memutuskan terdakwa dengan hukurnan 5 (lima) bulan penjara. 

Terkait dengan kasus tersebut di atas, jaksa penuntut umum seharusnya 

menerapkan hukurn sesuai dengan peraturan perundang-~mdangan yang berlaku dan 

hakim seyogyanya lebih detail dan seksama dalam memberikan putusan.lM 

I s 4  Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 
2012 



2. Perkara No: 413/PID.B/2007/PN.SLMN (disidangkan di Pengadilan 

Negeri Sleman): 

a. Fakta Hukum 

Dalarn kasus ini, Lusi Indri Hapsari (LIH), 29 tahun, Islam, ibu rurnah 

tangga, bertempat tinggal di Sleman didakwa telah bersalah melakukan tindak pidana 

kekerasan fisik dalam lingkup rurnah tangga terhadap suaminya Hapsoro Paripurno 

dan dihukum karena terbukti dengan sah dan dinyatakan telah melakukan tindak 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal44 ayat (1) UU 

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Terdakwa Lusi Indri Hapsari pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2007 

sekira jam 21.30 WIB menemui saksi korban Hapsoro Paripurno yang sedang 

bermain tenis meja di rumah saksi Sugeng di Dusun Denokan, Maguwoharjo, Depok, 

Sleman merninta uang untuk membeli makan malam, namun timbul percekcokan, 

kemudian secara tiba-tiba, terdakwa mengarnbil bed tenis meja lalu melakukan 

kekerasan fisik dengan memukulkan bed tenis meja tersebut ke bagian kepala saksi 

< 

Hapsoro Paripurno lebih dari 1 (satu) kali. 

Akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, 

saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala korban. Hal tersebut 

bersesuaian dengan hasil visum et repertum No: 1 12.10.2007 RSPR-290973 VER 



dari Rurnah Sakit Panti Rapih yang pada kesimpulannya menyatakan terdapat memar 

pada kepala bagian belakang karena benturan benda keras. 

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi korban, ternyata terdakwa 

sebelurnnya pernah melakukan tindak pidana kekerasan dalam nunah tangga terhadap 

saksi korban, yaitu pada bulan Desember 2004, bulan Maret 2007. 

Rerdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa 

dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat 

(1) UIJ No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rurnah Tangga. 

b. Analisa Hukum 

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikm bahwa 

seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar aiau tidak menerapkan teori kontrol 

sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam 

lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan LIH sebagai pelaku 

tindak pidma kekerasan dalam rumah tangga terhadap suarni, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam ha1 ini 

LIH berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami merasa harga dirinya 

sebagzi kepala rumah tangga tidak dihargai dengan baik oleh isterinya (LIH) dan 

apabila LIH tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik, maka dapat dimungkinkan 

LIH akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, dalam ha1 ini suarninya. 

Commitment (hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika adanya penghargaan isteri 



terhadap sumii maupun sebaliknya, maka kenlungkinan tidak akan terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga. Involvement (prestasilkebahagiaan dalam hubungan) yaitu jika 

LIH mampu mengendalikan emosi serta memperbaiki sikapnya terhadap suami, maka 

kekerasan tersebut tidak akan terjadi. Beliefs (agama) yaitu jika LIH memegang teguh 

ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, maka ia 

tidak akan meIakukan kekerasan dalam m , a h  tangga karena dalam agama yang 

dianutnya, perbuatan LIH tersebut termasuk dalam nusyuz y&li pendurhakaan isteri 

terhadap suami. 

Ketika saksi korban yaitu suarni terdakwa sedang asyik bermain tenis meja 

di rumah tetangga, terdakwa datang meminta uang untuk membeli makan d a m ,  

yang kemudian timbd percekcokan di antara keduanya yang berakhir pada 

pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap suami terdakwa. Akibat dari 

pemukuIan tersebut, suarni terdakwa mengalami memar di bagian kepala akibat 

benturan benda keras yang dibuktikan dengan hasiI visum et repertum dari Rumah 

Sakit Panti Rapih No: 112.10.2007 RSPR-290973. 

Dalam hal ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik 

maupun psikis terhadap saksi korban yang maEa perbuatan tersebut diIakukan di 

depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalarn hubungan 

perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 

2003 tentang PKDRT. 



Berdasarkan bukti-buki dan ketermlgan saksi-saksi yang telah disumpah, 

serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu 

unsur setiap orang; unsur ymg melakukan perbuatan kekerasan fisik, unsur dalam 

lingkup nunah tangga, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana kekerasan dalam nunah tangga dan menuntutnya dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 

c. Pertimbangan Hukum 

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman mengutip dan menggaris bawahi 

isi Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu "Kekerasan dalarn 

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dadatau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga", dari pengertian ini unsur "barang siapa" semestinya terutarna 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, menurut 

pendapat Majelis kalimat "terutama perempuan" berarti tidak hanya terhadap seorang 

perempuan saja, akan tetapi ada kemuhglunan selain perempuan, dan ha1 ini ditunjuk 

dalam Pasal2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu "lingkup 

rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suarni, isteri dan anak", disini sudah 

barang tentu suami adalah bukan seorang perempuan, selain itu didalam Pasal 3 UU 

No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebutkan "Penghapusan kekerasan dalam 



rurnah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia, b. 

Keadilan dan kesetaraan gender, c. Nondiskriminasi, d. Perlindungan korban. Dari 

Pasal 3 tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak membeda-bedakan 

antara perempuan dan laki-laki, karena seperti disebutkan dalam Pasal 3 tersebut, 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas keadilan 

dan kesetaraan gender serta nondiskriminasi, ha1 ini sejalan pula dengan prinsip 

equality before the law "asas persamaan didepan hukum yang tidak membedakan 

jenis kelarnin atau jabatan seseorang, demikian juga dalam emansipasi wanita yang 

telah diperjuangkan sedemikian jauh, sehingga tidak hanya persamaan hak saja yang 

mereka tuntut tetapi kewajiban dan segala resiko sebagai akibat persarnaan hak 

tersebut juga harus dipenuhi. 

Sebelurn majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan 

perbuatan terdakwa, terdapat hal-ha1 yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 

Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa di persidangan, terdakwa tidak 

menunjukkan sikap penyesalan at& perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan hal 

yang meringankannya adalah bahwa terdakwa bersikap sopan dan memberikan 

keterangan yang tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan, 

serta terdakwa masih mempunyai anak dibawah umur. 

Pengadilan Negeri Sleman menyatakan terdakwa Lusi Indri Hapsari 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan 

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rurnah tangga" sebagaimana didakwakan 



melanggar Pasal44 ayat (1) UU No. 23 Tahm 2004 tentang PKDRT; menjatuhkan 

pidana penjara selama 2 (dua) bulan, masa penahanan yang telah dijalani oleh 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap 

berada dalam tahanan. 

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut umum 

tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakaii dengan 

nomor perkara 1 8/PID/2008/PTY. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 

413/PJD.B/2007/PN.SLMN. 

3. Perkara No: 118/Pid.B/2009/PN.Wns (disidangkan di Pengadilan Negeri 

Wonosari) 

a. Fakta Hukum 

Dalarn kasus ini, Sri Noerhastuningsih binti Yi. Soepandho (SN), 29 tahun, 

Katolik, swasta, bertempat tinggal di Gungkidul didakwa telah bersalah melakukan 

tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suaminya 

W u h m  Sadwara Kuncara dan dihukurn karma terbukti dengan sah dan dinyatakan 

telah melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan didakwa 

melanggar Pasal44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. 



Terdakwa Sri Noerhastuningsih binti Yi. Soepandho pada hari Kamis 

tanggal 30 Juli 2009 sekira jam 12.00 WIB datang ke rumahnya di Tegalsari Rt. 10 

Wonosari, Gunungkidul bersama temannya Noer Hayati dan meletakkan laptop dan 

printer. Ketika itu, saksi korban yaitu suami terdakwa Wufiam Sadwara Kuncara 

sedang duduk-duduk di ruang depan. Kemudian terdakwa dan temannya pergi ke 

kantor Sobermas. Seicitar pukul 14.00 WIB sekembalinya dari kantor Sobermas, 

terdakwa melihat laptop yang berisi dokumen-dokumen pekerjaannya telah dibakar 

oleh suaminya. Terdakwa marah clan menanyakan kepada suaminya, kenapa laptop 

tersebut dibakar, akan tetapi suami terdakwa hanya diam dan memberikan jawaban 

yang tidak melegakan terdakwa, maka terdakwa marah dan mengangkat kursi kabinet 

dan berusaha memukulkannya ke arah suaminya, narnun berhasil ditangkis dengan 

menggunakan tangan dan kaki suaminya. Terdakwa mengulanginya lagi dan 

melemparkan beberapa barang ke arah suaminya, narnun berhasil ditangkis lagi 

dengan tangan oleh suaminya hingga suaminya merasakan sakit di jari tangannya. 

Kejadian ini bermula dari ketidakharmonisan hubungan rurnah tangga saksi korban 

Wulfram Sadwara Kuncara dan terdakwa berupa alasan ekonomis tidak mampunya 

saksi korban memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, pelarangab saksi agar 

terdakwa tidak bekerja, sampai dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh 

saksi dan terdakwa, juga akibat perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa. 



Akibat dari pe~nukulan yang dilakukan terdakwa terhadap s&si korban, 

saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada tangannya. Hal tersebut bersesuaian 

dengan hasil visum et reperturn No: 370/1026/2009 dari RSUD Wonosari yang pada 

kesimpulannya menyatakan tidak ditemukan kelainan apapun. 

Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa 

dinyatakan bersdah karena telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat 

(4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

b. Atialisa Hukum 

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa 

seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar 2tau tidak rrrenerapkan teori kontrol 

sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam 

lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika d i t k a n  dengan SN sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

Attachment (lceterika4m seseorang dengaq lingkungan) yaitu dalam ha1 ini 

SN berada di dalam lingkungan keluarga dimana suami kurang menghargai SN 

sebagai seorang isteri dan apabila SN tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik, 

maka dapat dimungkinkan SN akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, 

dalam ha1 ini suarninya. Commitment (hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika 

adanya penghargaan isteri terhadap suami maupun sebaliknya, maka kemunghan 

tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Involvement (prestasi/kebahagiaan 



dalam hubung-anj yaitu jika s ~ a m i  SN mmpu menghargai kerja keras SN dalam 

membantu perekonornian keluarga, maka kekerasan tersebut tidak akan terjadi. 

Beliefs (agama) yaitu jika SN memegang teguh ajaran agama dan mengamalkan 

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, maka ia tidak akan melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga karena dalam agama yang dianutnya. 

Saksi korban yaitu suami terdakwa membakar laptop terdakwa yang berisi 

dokumen-dokumen pekerjaannya. Ketika ditanya alasan saksi korban membakar 

laptop terdakwa, saksi hanya diam dan memberikan jawaban yang tidak melegakan 

terdakwa. Akibatnya terdakwa marah dan melempar barang-barang ke suaminya. 

Dari aksi pelemparan tersebut, suami terdakwa mengalami sakit di jari tangannya 

akibat menangkis benda-benda yang dilemparkan oleh terdakwa. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil visum et reperturn dari RSUD Wonosari No: 370/1026/2009 

yang menyatakan tidak terdapat kelainan. 

Dalam ha1 ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasm secara fisik 

maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di 

depan umum, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan 

perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 

2003 tentang PKDRT. 

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, 

serta unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, Jaksa 



Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan 

dalarn rurnah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. 

c. Pertimbangan Hukum 

Menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa perbuatan yang terdakwa 

lakukan terhadap saksi korban dapat dibenarkan karena merupakan pembelaan 

terpaksa berdasarlran luapan eniosi yang seketika karena ada serangan mendaddc 

yaitu pembakaran laptop oleh saksi korban. Majelis Hakim berpendapat bahwa 

kegoncangan jiwa yang menyebabkan pembelaan terpaksa diluar batas karena ada 

serangan niendadak terhadap jiwa, kesusilaan, atau harta benda haruslah berdasarkan 

kegoncangan jiwa yang hebat, terdiri dari berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, 

dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan serangan 

tidak dapat dipakai untuk memaafkan.'85 

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan 

perbuatan terdakwa, terdapat hal-ha1 yang memberatkan clan meringankan terdakwa. 

Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa dinilai main 

hakim sendiri. Sedangkan hal yang meringankannya adalah bahwa terdakwa bersikap 

sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, serta terdakwa belum perngh 

dihukurn. 

Majelis H&m Pengadilan Negeri Wonosari menyatakan terdakwa Sri 

Noerhastuningsih binti Yi. Soepandho terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

D. Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, ed. JE Sahetapy & Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Cet. 11,2007, hal. 60 



mel&ukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup nunah 

tangga" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 

2004 tentang PKDRT; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana 

tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam 

putusan hakim sebelum masa percobaan yang larnanya 3 (tiga) bulan terdakwa 

melakukan perbuatan yang dapat dipidma. 

4. Perkara No: 116/Pid.B/2009/PN.Btl. (disidangkan di Pengadilan Negeri 

Bantul): 

a. Fakta Hukum 

Dalam kasus ini, dr. Tien Indra Navarone binti Supsuman (TIN), 32 tahun, 

Islam, dokter, bertempat tinggal di Bantul didakwa telah bersalah melakukan tindak 

pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suarninya dr. Chandra 

Kurniawan dan dinyatakan sebagai terdakwa karena terbukti dengan sah dan 

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga 

dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) W No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Terdakwa dr. Tien Indra Navarone binti Suparman pada hari Kamis tanggal 

19 Maret 2009 sekira jam 23.00 WIB di Perum Bumi Trimulyo Blok 111194 Rt. 12 

Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul terlibat percekcokan dengan 

saksi korban yaitu suami terdakwa dr. Chandra Kurniawan. Percekcokan dimulai 



karcna sewaktu saksi korban sedang tidur, terdakwa berusaha mengambil secara 

paksa handphone saksi sehingga saksi terbangun clan terjadi tarik-menarik handphone 

tersebut. Setelah handphone berhasil dikuasai oleh saksi yang kemudian dimasukkan 

ke dalam kantong celana saksi korban, terdakwa masih saja berusaha mengambil 

handphone tersebut. Kemudian terdakwa memukul tangan saksi korban dengan 

menggunakan tangan kiri secara berkali-kali dan terdakwa juga merebut kaca mata 

yang dipakai oleh saksi korban dan melemparkannya ke lantai sehingga kaca mata 

saksi korban pecah dan tidak dapat dipakai lagi. Lalu terdakwa menggigit tangan 

kanan saksi korban sebanyak 6 (eaam) gigitan dan terdakwa masih berusaha 

memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanan dan kiri secara 

berulang-ulang. 

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban menderita 

sakit dan mengalami luka gigita sebanyak 6 (enarn) gigitan pada tangan kanan dan 

luka lebam pada kepala bagian belakang. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil visum 

et repertum No: 58Nsm.RSINH/2009 dari Rumah Salut Islam Nur Hidayah yang 

pada kesirnpulannya menyatakan terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tumpul 

yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematoma di lengan kanan atas dan bawah, 

lengan kiri bawah, leher bagian belakang. 

Pertengkaran secara fisik antara terdakwa dengan suami terdakwa (saksi 

korban) seringkali terjadi dan hal tersebut dipicu adanya kecurigaan terdakwa bahwa 

suarninya merniliki wanita idarnan lain, ha1 ini diketahui terdakwa dengan adanya 



sms-sms mesra ymg masuk ke hp suaminya, serta kebiasaan suami yang seringkali 

pulmg terlambat namun apabila ditanya suami terdakwa selalu marah. 

Sebelumnya terdakwa telah sering menjadi sasaran kemarahan suarni 

terdakwa dengan dilakukannya kekerasan fisik oleh suami terdakwa, namun ha1 

tersebut tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada pihak benvajib karena terdakwa 

merasa kasihan dengan ketiga anak-anaknya. 

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa dinyatakan 

bersalah karena telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal4 ayat (4) UU No. 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rurnah Tangga. 

b. Analisa Hukun: 

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan maka dapat dipastikan bahwa 

seseorang atau pelaku tersebut telah melanggar atau tidak menerapkan teori kontrol 

sosial dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kejahatan yang terjadi di dalam 

lingkup rumah tangga. Teori kontrol sosial jika dikaitkan dengan TIN sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami, dapat diarnbil 

kesirnpulan sebagai berikut. 

Attachment (keterikatan seseorang dengan lingkungan) yaitu dalam ha1 ini 

TIN berada di dalam lingkungan keluarga dimana suarni kurang menghargai TIN 

sebagai seorang isteri dan telah mernilifi wanita idaman lain, maka dapat 

dimungkinkan TIN akan melakukan kekerasan kepada pasangannya, dalam ha1 ini 

suaminya dikarenakan untuk menjaga keutuhan nunah tangganya. Commitment 



(hubungan di dalam lingkungan) yaitu jika adanya penghargam isteri terhadap s w _ i  

maupm sebaliknya, maka kemungkinan tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah 

tangga. Dalam ha1 ini, jika suami tidak memiliki wanita idaman lain, dapat 

dimungkinkan TIN tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

suaminya. Involvement (prestasilkebahagiaan dalam hubungan) yaitu jika suami TIN 

mampu menghargai hubungan suami isteri yang telah lama dibina bersarna-sama, 

maka kekerasan tersebut tidak akan terjadi. Beliefs (agama) yaitu jika TIN memegang 

teguh ajaran agama dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, 

maka ia tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dalam agama 

yang dianutnya, perbuatan TIN tersebut termasuk dalam nusyuz yakni pendurhakaan 

isteri terhadap suami. 

Diketahui bahwa ketika saksi korban yaitu suami terdakwa sedang tidur, 

terdakwa berusaha meraiipas handphone milik suami terdakwa. Akan tetapi, suami 

terdakwa terbangun dan terjadilah tarik-menarik handphone tersebut antara terdakwa 

clan suaminya. Handphone berhasil dikuasai o!eh saksi korban, tetapi terdakwa masih 

berusaha untuk mengambil handphone tersebut. Dikarenakan tidak berhasil 

mengambil handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa 'memukul saksi 

dengan tangan kosong dan menggigit tangan saksi sebanyak 6 (enam) gigitan yang 

dikuatkan oleh hasil visum et reperturn dari Rumah Sakit Islam Nur Hidayah nomor: 

58Nsm.RSW2009 dengan kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan oleh 



benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet geser dan hematoma di lengan k a n a  

atas dan bawah, lengan kiri bawah serta leher bagian belakang. 

Dalarn ha1 ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik 

mauplm psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di 

depan urnurn, sedangkan saksi korban dan terdakwa masih terikat dalam hubungan 

perkawim, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 

2003 tentang PKDRT. 

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah disurnpah, 

serta unsur-vmsur perbuatan pidana kekerasan dalam nunah tangga terpenuhi, Jaksa 

Penuntut Umum menyzitakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 

c. Pertimbangan Hukum 

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan 

perbuatan terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 

Hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan 

rasa sakitlluka pada diri korban. Sedangkan ha1 yang meringankannya adalah bahwa 

terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga menyesali perbuatannya, namun 

perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata ditujukan bagi keutuhan nunah 

tangganya, dan terdakwa merupakan satu-satunya orang tua bagi ketiga anaknya yang 

masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari terdakwa sebagai ibunya. 



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakm terdakwa dr. Tien 

Indra Navarone binti Suparman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga" sebagaimana didakwakan inelanggar Pasal 44 ayat (4) UU No, 23 Tahun 

2004 tentang PKDRT; menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, pidana 

tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan 

hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum 

berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun. 

Atas putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, jaksa penuntut umum 

tidak menerima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan 

nomor perkara 74/PID/2009/PTY. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi 

Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor perkara 

1 16/Pid.B/2009/PN.Btl. 

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implementasi sanksi pidana Pasal44 ayat (1) dan (4) UU IVo. 23 Tahun 2004 tentang 

PKDRT pada tindak pidana KDRT terhadap suami tahun 2007-2010 di Yogyakarta 

telah berjalan sesuai dengan mestinya yaitu sesuai dengan peraban perundang- 

undangan yang berlaku, meskipun terdapat salah satu kasus yang diputuskan tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan putusan hakirn sesuai 

dengan tuntutan jaksa penuntut mum. 



Sebagai bahan perbandingan, Penulis memaparkan juga implementmi 

sanksi pidana Peal  44 ayat (1) dan (4) pada tindak pidana KDRT terhadap isteri. 

Perkara No. 426/F'id.B/2008/PN.Slmn 

a. Pakta Hukum 

Dalam kasus ini, Agus Hudioro bin Ngatijo, 26 tahun, Kristen, karyawan 

Astra Honda Motor, bertempat tinggal di Bantu1 didakwa telah melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap isterinya Yuni Riawati dan dihukurn karena telah 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan 

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat 

(4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rurnah Tangga. 

Terdakwa Agus Hudioro bin Ngatijo, pada hari Rabu, bulan Mei 2008, 

sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di wartel Sentosa Dusun Ngawen, Desa 

Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman telah melakukan kekerasan fisik 

terhadap saksi korban yaitu isteri terdakwa. Awalnya, saksi korban yaitu isteri 

terdakwa Yuni Riawati datang ke rumah seorang perempuan yang bernarna Anita 

Siwi Sakti yang beralamat di Dusun Ngawen Trihanggo, Gamping, Sleman dan oleh 

saksi korban diketahui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan suaminya 

(terdakwa). 

~ e d a t a n ~ a n  saksi korban ke rumah Anita tersebut bermaksud untuk 

memberi tahu orang tua Anita bahwa anaknya tersebut telah mengganggu saksi 



korban, sesampainya di rumah Anita, saksi korban menunggu suaminya (terdakwa) 

untuk dipertemukan bertiga dengan saksi korban, suami saksi korban dan perempuan 

yang bernama Anita, akan tetapi sebelum sempat bertemu dengan terdakwa dan 

Anita, saksi korban berpamitan meninggalkan nunah Anita. Sebelum sampai di 

rumah, saksi korban mampir ke wartel di gang dekat rumah Anita. Pada saat saksi 

korban berada di wartel, terdakwa datang dan langsung menampar pelipis kiri saksi 

korban sambil berkata "ayo pulang". 

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka-luka akibat 

pukulan benda tumpul sebagairnana diuraikan dalam visum et repertum dari RSUD 

Sleman nomor: 440123712008 tanggal 27 Juni yang ditanda tangani oleh dr. Elipta 

Haps&. 

Perbuatan terdakw~ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga. 

b. Analisa Hukum 

Perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban di depan umum yaitu 

menampar pelipis kiri saksi korban yang menyebabkan luka-luka akibat pukulan 

benda tumpul yang diuraikan dalam visum et repertum dari RSUD Sleman nomor: 

440123712008 yang ditanda tangani oleh dr. Elipta Hapsari. 

Dalam ha1 ini, terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara fisik 

maupun psikis terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di 



depan umm,  sedzgkan saksi korban dan terdakwa mash terikat dalam hubungan 

perkawinan, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 

2003 tentang PKDRT. 

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disumpah, serta 

unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rurnah tangga terpenuhi, yaitu unsur 

setiap o m g ;  unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbuikan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan peke rjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan 

sehari-hari; unsur yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, maka 

Jaksa Penuntut Umum menyatakar~ terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selarna 2 

(dua) bulan. 

c. Pertimbangan Hukum 

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa adalah mengenai hal-ha1 yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yaitu memukul pelipis kiri 

dengan tangan kosong di depan umum yang menyebabkan saksi korban menderita 

luka memar pada wajahnya serta terdakwa telah main hakim sendiri terhadap 

isterinya merupakan ha1 yang memberatkan terdakwa. Sedangkan hal yang 

meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukurn, terdakwa mengaku 

terus terang dan menyesali perbuatannya. 



Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) 

bulan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah 

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa sebelum masa 

percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak 

pidana. 

Perkara No. 581/Pid.B/2008/PN.Slmn 

a. Fakta Hukum 

Dalam kasus ini, Tawarjo bin Trisno Sukarjo, 39 tahun, Islam, buruh, 

bertempat tinggal di Sleman didakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap isterinya Jumiyati Amat Wiyono dan dihukurn karena telah terbukti secara 

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik 

dalam lingkup nunah tangga dan didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Terdakwa Tawarjo bin Trisno Sukarjo, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 

2008, sekitar pukul 18.30 WIB dan hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 bertempat di Ds. 

Depok Tegal Rt. 011 Rw. 30 Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten 

Sleman telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu isteri terdakwa. 

Awalnya, terdakwa dan saksi korban sedang duduk-duduk dan mendengarkan radio, 

terdakwa emosi karena saksi korban tidak memperdulikan nasehat terdakwa. 

Kemudian terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu 



dengan cara menarik kaki saksi korban hingga terjatuh, selanjutnya menendang 

pinggang bagian belakang saksi korban. Keributan tersebut dapat dipisahkan oleh 

saksi Yuni Kurniawati sebagai anak kandung saksi korban dan terdakwa. Selanjutnya 

saksi korban pergi ke rumah kakaknya dan tidak pulang ke rumah. 

Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 jam 07.30 WIB, saksi korban pulang 

ke rumah terdakwa karena terdakwa bilang kalau anaknya nangis sejak ditinggal 

pergi oleh saksi korban. Akan tetapi, saksi korban tidak memperdulikannya, maka 

terdakwa bertengkar lagi lalu terdakwa memukul saksi korban di bagian pipi kanan 

dan kepala belakang serta menjambak rambut saksi korban. Saksi korbm tidak 

menghiraukan perlakuan terdakwa kemudian masuk karnar dan tiduran. Tidak lama 

berselang, terdakwa menyiram mksi korban dengan air dingin dan 

mencolokkanlmenusukkan ibu jari tangan kanan terdakwa dan mengenai kantung 

mata sebelah kiri bawah. 

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit 

pada mata kiri bengkak clan lebam kebiruan serta penglihatan kabur, nyeri kepala,, 

nyeri pada turnit clan lengan serta pusing, sehingga saksi korban terhalang selama 

h a n g  lebih satu minggu untuk ke pasar berjualan. Hal tersebut sesuai dengan visum 

et reperturn No. 4451098 tanggal 25 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh clr. Maya 

Um Husna dengan kesimpulan terdapat perdarahan subconjunctiva mata kiri dan luka 

lecet pada palpebra (kelopak mata) mata kiri serta nyeri tekan pada kepala bagian 

belakang, lengan kanan dan turnit kiri. 



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tmgga 

b. Analisa Hukum 

Perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban secara berulang-ulang 

yaitu menarik kaki saksi korban hingga terjatuh, menendang pinggang bagian 

belakang saksi korban, memukul di bagian pipi kanan dan kepala belakang serta 

menjambak rambut saksi korban, menyiram dengan air dingin dan 

mencolokkan~menusukkan ibu jari tangan kanan yang mengenai kantung mata 

sebelah kiri bawah saksi korban yang menyebabkan sakit pada mata kiri bengkak dan 

lebam kebiruan dan penglihatan kabur, nyeri kepala, nyeri pada tumit dan lengan 

serta pusing yang diuraikan dalam visum et reperturn nomor: 4451098 tanggal 25 Juni 

2008 yang ditanda tangani oleh dr. Maya Um Husna. 

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disumpzh, serta 

unsur-unsur perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga terpenuhi, yaitu unsur 

setiap orang; unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk henjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan 

sehari-hari; unsur yang dilakukan oleh suarni terhadap isteri atau sebaliknya, maka 

Jaksa Penuntut TJmum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga dan menuntutnya dengan pidana penjara selama 6 

(enam) bulan. 



c. Pertimbangan Hukum 

Pertimbangan hakim dalarn menentukan pidana yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa adalah mengenai hal-ha1 yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yaitu m e n d  kaki saksi korban 

hingga terjatuh, menendang pinggang, menjambak rambut saksi korban, memukul 

serta mencolokkanlmei~usukkan ibu jari yang mengenai kantung mata sebelah kiri 

yang menyebabkan saksi korban mendapat kekerasan fisik yang mana perbuatan 

terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat merupakan hal yarig memberatkan 

terdakwa. Sedangkan ha1 yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan 

selama persidangan dan terus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar 

jalannya pemeriksaan. 

Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) 

bulan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

Berdasarkan pada data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam 

memberikan putusan, hakim berpatokan pada asas equal before the law. Asas ini 

merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechsstaat) sehingga harus 

adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Pada asasnya elemen yang 

melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (equal protection on 

the law) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukurn (equal justice under 

the law). Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang 

memberi perlakuan khusus kepada terdakwa. Dengan demikian, "pengadilan 



mengadili menurut hukurn dengan tidak membeda-bedakm orang" sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tah-un 2009 dan Penjelasan 

Umum angka 3 hurd  a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjarnin eksistensi 

peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, kemudian undang- 

undang memberi jaminan kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam 

urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kchakiman dilarang, lcecuali dalam 

hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 beserta perubahannya. 

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana 

Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Suami 

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 28 ayat (I), hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

Perihal "putusan hakim" atau "putusan pengadilan" merupakan aspek 

dan diperlukan untuk menyelesaikan perkm pidana. Oleh karena itu, 

dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak 

berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" dan 

sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalanl 

artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding 

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah ... op.cit., ha]. 14- 15 



atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.lS7 Apabila ditinjau dari optik hakim 

yang mengadili perkara pidana tersebut, maka putusan hakim merupakan "mahkota" 

sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, 

penguasaan hukurn atau fakta, secara mapan dan factual serta visualisasi etika beserta 

moral dari hakim yang bersangkutan.lS8 

Ada beberapa pengertian mengenai putusan hakim itu sendiri. Menurut 

Leden Marpaung putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis 

maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku "Peristilahan Hukum dalam Praktik" 

yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rurnusan di atas terasa 

h a n g  tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata b'putusan" dan 

"keputusan" dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan "putusan" (vonnis) 

sebagai "vonis tetap" (definitif) (Kamus istilah hukum Fockeme Andrea). Rurnusan- 

rumusan yang kurang tepat terjadi akibat penerjamahan ahli bahasa yang bukan ahli 

hukum. Sebaliknya ddam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan 

kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata "putusan" yang diterjemahkan 

dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. 

Ada juga yang disebut "interlocutoir " yang diterjemahkan dengan keputusan antara 

atau keputusan sela dan "preparatoire" yang diterjemahkan dengan keputusan 

Is7 Lilik Mulyadi, Seraut Wbjah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, Cet. I, 20 10, hal. 129 
Is8 Lilii Mulyadi, Kompilasi Hskum Pidana dalam Perspektif Teoritis dun Praktik Peradilan, Mandar 
Maju, Bandung, Cet. I, 201 0, hal. 92 



pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan "provisionele " yang dite rjemahkan 

dengan keputusan untuk sementara.Is9 

Bab 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- 

undang No. 8 Tahun 1981) memberikan peilgertian putusan pengadilan sebagai 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 'nukum dalam ha1 serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan 

pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk urnurn setelah melakukan proses dan 

prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau 

bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukurn dibuat dalam bentuk tertulis 

dengan tujuan penyelesaian perkaranya.Ig0 

Menurut Joseph Raz, keberadaan sebuah dan putusan hakim dapat 

diketahui &ngan pasti melalui rujukan persoalan-persoalan yang ada dalam 

kenyataan sosialnya (termasuk fakta-fakta kompleks tentang apa yang dipercayai, 

diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat). Namun, ketika 'persoalan-persoalan 

hukum berubah menjadi perdebatan moral atau argumen evaluatif lainnya, maka 

persoalan-persoalan tersebut tidak lagi masuk dalam wilayah kekuasaan hukum. 

Begitu pula dengan putusan hakim kekerasan dalam nunah tangga, pada saat akan 

189 Ledefi Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, 
hal. 406, dalam Lilik Mulyadi, Seraut Wajah ... op.cit., hal. 139 
'90 Lilik Mulyadi, Kompilasi.. . op. cit., hal. 93 



memutuskan perkara, menurut Joseph Raz, di saat itu pula para hakim benar-benar 

membutuhkan kebebasan untuk membuat pilihan dalam menafsitkan apa yang 

menjadi keyakinan dan keputusan hukumnya sendiri. Pilihan putusan kekerasan 

dalam nunah tangga oleh hakim pada akhirnya akan kembali pada model pernidanaan 

dan tujuan pemidanaan yang akan diputuskan oleh hakim.lg' 

Aspek "pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 

didakwakan" merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada 

pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestandellen) dari suatu 

tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan 

tindak pidana yang didakwakan oleh jaksalpenuntut umurn. Dapat dikatakan lebih 

jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan 

berpengaruh besar terhadap amarldiktum putusan hakim.lg2 

Lembaga yang melakukan penuntutan terhadap suatu perkara adalah 

kejaksaan, dimana sebelum melakukan penuntutan, lembaga kejaksaan terlebih dulu 

menerima berita acara pelaporan (BAP) dari kepolisian. Sebagai lembaga penuntut 

dalam perkara pidana, maka berdasarkan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum 

benvenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu 

tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan 

yang benvenang mengadilinya.lg3 

191 Aroma Elmina Martha, Perempuan & Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia, 
UII Press, Yogyakarta, 20 12, hal. 8 1-82 
'92 Ibid, hal. 21 9 
193 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana ... op.cit., hal. 68 



Seperti yang diketahui, bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan salah satu tindak kekerasan yang patut diwaspadai dan merupakan bentuk 

perbuatan yang masih dianggap  bar^.'^^ Meskipun terbilang baru, akan tetapi banyak 

korban dari kekerasan dalam nunah tangga tersebut, sehingga tuntutan bagi lembaga 

peradilan untuk memproses perkara tindak pidana tersebut dengan cara yang adil dan 

mencapai kesej ahteraan masyarakat. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang paling sulit mengukur pembuktiannya 

adalah kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan pene!antaran.lg5 Namun 

fakta yang ditemukan, mengukur halusinasi yang dialami oleh korban apakah karena 

KDRT atau sebab yang lain (misalnya keturunan, penyakit yang menahun) sulit 

ditentukan, tidak ada medical record korban menyulitkan medis untuk menentukan 

apakah telah terjadi kekerasan psikis akibat kekerasan dalam rumah tangga. 

Termasuk juga membuktikan unsur kekerasan ~eksua1.l~ 

Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu clan malu apabila 

terpublikasi oleh masyarakat, adanya keengganan meneruskan kekerasan di dalam 

rumah tangganya secara hukurn, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga 

adalah masalah yang sifatnya privat yang mana privasi seseorang tidak bisa dirnasuki 

oleh hukum maka apabila di suatu rumah tangga ada kekerasan dalam rumah tangga, 

maka hukum sulit memasukinya apabila tidak ada yang melaporkannya.19' 

194 Moerti Hadiati Soeroso, Up. Cir., hal. 58 
195 Aroma Elmina Martha, Up. Cir., ha1 . 70 
'% [hid., hal. 70 
'97 Ibid., hal. 77 



Tindak pidana KDRT merupakan delik aduan terbatas yang bisa dicabut 

sewaktu-waktu dan juga merupakan persidangan tertutup dikarenakan masih dalam 

ranah privat (kel~arga). '~~ Dalam melakukan penuntutan, seorang jaksa dapat 

menuntut terdakwa dengan tuntutan yang memberatkan maupun meringankan.Is 

Semuanya berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat pada persidangan, seperti 

adanya keterangan para saksi yang telah disurnpah, swat keterangan (visurn at 

reperturn) maupun dari keterangan ahli (jika di~erlukan).~"' 

Untuk memidana seseorang haruslah dipenuhi ,tiga syarat yaitu pertama, 

terpenuhinya semua unsw delik tindak pidana, kedua, admya sifat melawan hulom 

suatu perbuaian, dan ketiga, terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatannya (tidak ada alasan pembenar dan pemaaf). Apabila ada satu saja syarat 

yang tidak terpenuhi, maka demi hukurn terdakwa bebas atau lepas dari tuntutan 

namun apabila ketiga prasyarat terpenuhi secara kumulatif, maka terdakwa haruslah 

diiukum.20' 

Mengenai teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan 

putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap suarni berdasarkan 

putusan-putkan yang diteliti, Penulis berasumsi bahwa dalam menjatuhkan putusan, 

hakim menggunakan teori relatif. Dimana menurut teori tersebut, penjatuhan dan 

198 Wawancara dengan Ibu lerawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantu], tanggal 20 Desember 2010 
199 Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 
201 2 -. - - 
200 Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 
2012 - 
201 Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Slemzn, tanggal 15 
Desember 201 0 



pelaksanasrnnya Serorientasi pada upaya mencegah teipidana dari kemungkinan 

mengulangi kejahatan lagi di masa datang, dengan kata lain, isteri sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan dalam nunah tangga terhadap suami jera dm tidak akan 

mengulangi perbuatannya tersebut. Serta mencegah masyarakat pada umumnya dari 

kemungkinan melakukan kejahatan yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara KDRT terhadap suami, hakim 

berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu pa& 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.202 Selain berpatokan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan lain yang diambi! hakim dalam 

memutus perkara KDRT adalah dengan melihat latar belakang terjadinya tindak 

pidana KDRT ter~ebut.~'~ 

Secara khusus terdapat dua pasal yang &pat digunakan w~tuk menjerat 

pelaku kekerasan dalam rurnah tangga terhadap suami, yaitu Pasal44 ayat (1) dan (4) 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Jika terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 

tentang PKDRT, maka terdakwa diperintabkan untuk ditahan karena maksimal 

hukuman pada pasal tersebut adalah 5 tahun. Sedangkan jika terdakwa didakwa 

dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, terdakwa tidak 

202 Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 
Desember 20 10 
203 Wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 2010 



ditahan, n~elairkan hmya dikenakan wajib lapor karma ancaman hukuman dibawah 

5 tahun204 

Kebijakan hakim dalam ha1 penahanan pelaku tindak pidana KDRT 

berdasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 

21 KLTHAP.205 Pelaku tindak pidana KDRT tidak semuanya menjalani hukumannya 

di penjara, ada juga yang diputus pidana penjara dengan masa percobaan. Mereka 

yang menjalani hukurnan dipenjara ditakutkan pelaku kabur dan meresahkan 

m a s ~ a r a k a t . ~ ~  Selain itu, hukurnan tersebut dimaksudkan untuk memberi 

pembelajaran kepada isteri sebagai pelaku KDXT terhadap suami, b&wa apa yang 

dilakukan adalah tidak benar.207 Ini sesuai dengan tujuan teori relatif yaitu 

pencegahan. Pencegahan blikan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masya~aka t .~~~  

Tidak dipidananya pelaku kekerasan dalam nunah tangga terhadap suami 

bukan berarti mereka bebas dari hukurnan, tetapi mereka tetap dikenakan wajib lapor. 

Faktor yang mempengaruhi tidak dipidananya pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap suami ialah latar belakang keluarga. Seperti contohnya tentang pengasuhan 

204 Wawancara dengan Ibu Yusnita Ritonga, Jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanggal 6 Januari 
2012 
205 Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 
Desember 20 10 
206 Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakirn Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 
Desember 20 10 
207 H a i l  wawancara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 
2010 
208 Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit., hal. 17 



anak (dikarenakan an&-an& masih kecil) atau dari pihaic suami yang telah 

memaafkan kesalahan i~teri.~" 

Selain itu, hakim juga melihat tujuan pemidanaan tersebut. Pernidanaan itu 

dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap suami. Diharapkan dengan demikian, pelaku tindak 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami jera d m  tidak mengulmgi 

perbuatannya lagi serta demi kerukunan rurnah tangga pelaku dan korban.''O 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim pengadilan negeri yang 

menangani perkara kekerasan dalam nunah tangga terhadap suami oleh isteri, 

dianggap cukup adil karena dalam memberikan putusan pemidanaan, hakim tidak 

membedakan antara pelaku wanita maupun pria. 

'09 Hasil wawanacara dengan Ibu Ierawati, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 20 Desember 
2010 
'I0 Wawancara dengan Bapak Bambang Myanto, Hakirn Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 
Desember 20 10 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari ha i l  penelitian yang penulis teliti, dapai ditarik simpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 (empat) kasus kekerasan dalam m a h  

tangga terhadap suami yang Penulis lakukan di Pengadilan Negeri Bantul, 

Slenlan, Wonosari dan Yogyakarta ditemukan bahwa kekerasan dalarn rumah 

tangga terhadap suami disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Penyebab isteri melakukan tindak pidana kekerasan dalarn 

rumah tangga terhadap suarni disebabkan karena adanya krisis akhlak, 

ekonomi, dan kehadiran orang ketiga, sehingga dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penyebab KDRT terhadap suami berupa 

krisis M a k .  

b. Pengadilan Negeri Sleman. Penyebab KDRT terhadap suami berupa krisis 

akhlak dan faktor ekonomi dimana suami tidal., setuju untuk membayar 

cicilan rumah. 



c. Pengadilan Negeri Bantul. Penyebab KDRT terhadap suami berupa krisis 

akhlak dan adanya pihak ketiga dalam ha1 ini hadirnya wanita idaman lain 

yang dimiliki oleh suami. 

d. Pengadiian Negeri Wonosari. Penyebab KDRT terhadap suami berupa 

krisis akhlak dm faktor ekonomi yaitu ketidakmampuan suami dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dan suami yang melarang isterinya untuk 

bekerja di luar rumah. 

2. Implementasi sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 23 Tahun 

2004 tentang PKDRT dalam putusan liakim pada tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap isteri tahun 2007-2010 di Yogyakarta adalah 

bahwasanya dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim tidak membedakan 

antara pelakunya seorang suarni atau isteri, karena semua orang dimata hukum 

adalah sama. Sehingga semua peiaku tindak kekerasan ddam rumah tangga 

mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perahxran perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan putusan Majelis Hakirn di beberapa Pengadilan 

Negeri wilayah Yogyakarta tahun 2007-20 10, isteri sebagai pelaku tindak 

kekerasan dalam rumah tangga dijatuhi pidana penjara berupa percobaan, dan 

satu kasus isteri sebagai pelaku menjalani hukumannya di dalam penjara. 

Dalam penelitian ini, juga ditemukan satu putusan majelis hakim Pengadilan 

Negeri Sleman yang memberikan putusan melebihi batas maksimal hukuman 



yang ditetapkm dalam undang-undang yaitu Pasd 44 ayat (4) UU No. 23 

Tahun 2004. 

B. Saran 

1. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, pemahaman dan 

kesadaran bahwa kekerasan dalani rumah tangga sebagai suatu kejahatan dan 

melanggar hak asasi manusia, hams disebar luaskan sehingga ada kesatuan 

pemahaman dalarn masyarakat mengenai kekerasan dalam rurnah tangga. 

Tanpa adanya pemaharnan dan kesadaran tersebut, maka penegakan hukurn 

yang diharapkan akan semakin jauh. 

2. Dalam implementasi sanksi pidana yang diatur dalam perahwan perundang- 

undangan yang berlaku, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan 

dengan tepat dan mempertimbangkan hal-ha1 yang terdapat dalam proses 

peradilan karena berkaitan dengan keadilan bagi pelaku, korban dan 

masyarakat. 

3. Pada prinsipnya, setiap pasangan yang membina suatu keluarga 

menginginkan kehidupan yang 'harmonis. Kehidupan harmonis tersebut 

didapatkan dari komunikasi yang baik serta sikap menerima kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya yang didasari oleh nilai-nilai 

akhlak yang baik. Diharapkan agar suami isteri paham dan mengerti akan hak 

dan kewajiban masing-masing sehingga KDRT tersebut tidak perlu terjadi. 
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PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 
JL. KAPAS NO. 10 TELPIFAX. 586563 

Email: pn.yogya@gmail.com,situs : www. pn-yogyakota.go.id 

YOGYAKARTA 

SURAT KETERANGAN 
Nomor : 67/Ket/XII/201O/PN.YK 

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta rnenerangkan' 
bahwa Mahasiswa yang bernama : 

KARTINI, SHI. 

Nomor Mahasiswa : 08912378 
Fakultas : Hukum 
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia 
Program Studi : Magister Hukum - 

: 2008 Angkatan 

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 
28 April 2010 sampai dengan 27 Desember 2010 unttk menyusun thesis yang 
berjudul : 

" KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP 

SUAMI " 

Demikian untuk dapat dipergunak$ seperlunya. 

Yogyakarta, 27 Desember 201 0 

Pengadilan Negeri Y o g y a  



PENGADILAN NEGERl SLEMAN 
Jalan. Merapi Bemn Sleman 55511 TelplFax: 0274.$6&401 

E-mai1:pnsleman @ yahaa.co.id Site:WWW.PNSleman.com 

Dan \AMAIV.PN&leman,net 

S U R A T  K E T E R A N G A N  

Kami, Partitera Selcretaris Pengadilan Negeri S l m n  menerangkan bahwa 
Mahasiswa yang bernama : 

No. Mahasiswa : 08912378 
~akultas : H h .  
Universitas : Urriversitas Islam Yogyakarta. 
Angkatan Tahun : 2008 
Program Studi : Hukum dm Sistem PeradSan Pidana. 

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal, 
01 Pesember 2010 , sampai dengan tanggal , 21 Desember 2010 untuk 
men-yusun Tesisnya bejudd : 

"KETENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM, 
R U W  TANGGA TERHADAP S U M  t~ 

Dengan Catatan : B A I K . 

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 



PENGADILAN NEGERI BANTUL 
JL. PR0F.DR. SOEPOMO, SH NO. 4 

Bantul, 30 Desember 2010 
Nomor : W 13-U5IwJPB .OW2010 
Lampiran : - Kepada Y th 
Perihal' : Ijin %set Ketua Program Panca Saj ana 

Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia. 

Di 
Y O G Y A K A R T A  

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Riset dari saudara, tertanggat 

09-12-2010 Nomor : 70//MH/Riset/2010 dari mahasiswa : 

Nama :KARTINI ,SHI  

N 1.M : 0.8912378. 

Program Kajian : Hulcum dan Sistem Peradilan Pidana 

Judul Tesis : " KElXNTUAN HUKUM PIDANA .KASUS 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

TERHADAP SUAMI " 

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah 

menyelesaikan Risetnya di Pengadilan Negeri Bantul. 

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya 

GERI BANTUL 



PENGADILAN NEGERI WATES 
Jalan Sugiman Nomor : 19 Telp / Fax (0274) 773068 

. . Wates, Kulon Progo 
'* ; 

Pada hari ini Kamis, 30 Desember 2010, Saya LESTLTONO WARSITO, 

S.H., MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Wates menwgkan dengan 

sesungguhnya bahwa mahasiswi yang identitasnya tersebut di b a d  ini : 

Nama lengkap : K A R T I N I  

Nomor M a h a s i i  : 08912378 

Mahasiswa pada : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia 

Alamat : JL. Ci Ditiro No. 1 Yogyakarta 55283 

Benar-benar telah melaksanakan penelitiau di Pengadilan Negeri Wates selama 

23 (dua puluh tiga) hari, yakni dari tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 
I 

23 Desember 2010 p a  menyusun Tesis yang berjudul : 

" KE'IENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA TERHADAP S U M  ". 
. . Dermluan fllrat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 

dipergmhnse-m&ya 

Dibuatdi : W a t e s  
Pada tan& : 30 Desember 2010 

NEGERI WATES 



PENGADILAN NEGERI WONOSARI 
Jalan Taman Bhakti 01 TelpiFaks (0274) 391384,391689 

WONOSARI - YOGYAKARTA 

SURAT KETERANGAN 
No. W13-U41@3 /HK.01/m2010 

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa : 

Narna : KARTINI. 

NIM : 08912378 

Fakultas : Hukum, UNNERSITAS ISLAM INDONESIA Yogyakarta 

benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari dari tanggal 22 November 

2010 sampai dengan 21 desember 2010 untuk mencari bahan-bahan dan keterangan untuk 

mengumpulkan data, guna Penulisan Skripsi dengan mengambil judul : 

"KE'IENTUAN HUKUM PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA TERHADAP SUAMI" 

Demikian Swat Keterangan ini dibuat dan kami berikan untuk dapat dipergunakan 

seperlunya 

Tembusan kepada: 

1. Arsip (Hukum-Umum) 



PUTUSAN. 

Nomor : 115/ Pid.B/2007/PN.YK. 

" UEMI KEADILAN BERDASARWN KEWHANAN YANG MAHA ESA ' 

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perbra- 

perkara pidana secara Biasa dalanl tingkat pertama, telah menjatuhkan, 
,-- - 

putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ---------------------- 

I4 a m  a : LELI M A R U N A  binti I I M  IBRAHIM; ----------- 
Tempat lal'lir Tasikmalaya ;------------------------------------------- 

Umur.Tanggal lahir : 29 tahunl27 April 1977; --------------------------- 
Jenis kelamin Perempuan ; ---- ------------------------------------- 

Kebanysaarl : Indonesia ; ........................................... 

Tempat tinggal t Tegalturi UH VI11135. Rt.12. Rw.04, Giwar~gan 

Pendidikan . SMA ; ----------------------------------------.---- 

Terdakwa rnenghadap sendiri dan tidak menghendaki ontuk didampingi 

Setelah mernbaca surat Penetapan Ketua pengaditan Negeri yogyakarta 

tangyal 304-2007, No. I15/PenmPid/2O07/PN.YK tentang Penunjukkan 

susunan Majelis H&im --.- ------------ ------------ ---.- ---- -------- ----------- 

Seteiah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 12-05-2007 No. 



115/Pen.Pid/2007/PN.YK tentang Penentuan hari dan tanggal 

persidangan pertama kali dalarn perkara ini. Yakni pada hari Rat~u 

bnggal 9 Mei 2007 ; ----------------- - ----- --------- ------- ----------- ----- ------ 
Setelah mendengar keterangan saki-saksi dan keterangan Terdakwa ; 

Setelah memperhatikan barany bukti ; ......................................... 

Setelaki mendengar dan merr~baca Surat Tuntutan Pidana Jaksa 

Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai Wkut : 

1. Menyatakan terdakwa Leli Marlina Binti b. lbrahim terbukti 

secara sah dan meyakinkan berdah melakukan tindak piearia " 

melakukan perbuatan kekerasan tisik dalam ling kup rumah 

tangga sebagaimana didalwakan melanggar Pasal44 ayat (4) UU 

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan rumah 

bngga ; ---..-----------------------------------------------..----- 

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Leli Marlina Binti Iim 

Ibrahim dengan pidana penjara selama 5(lima ) bulan ; ----.------- 

3. Menghukum terdakwa .L.eli Marlina Binti Iim Ibrahim untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-( seribu rupiah ); -- 
4. Menetapkan barang bukti berupa: ------------------- 

l(satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XI-No. Seri 

081802785284 dikembali kepada saki Jamroni ; ------------ 
3 (tiga ) ekemplar K~ran Merapi edisi tanggal 4, 27 dan 28 

Desemkr 2006 dirampas untuk dimusnahkan ; ---------------- 

Setelah mendengar pledoi dari terdalcwa yang pada pokoknya : -------- 
Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan 

perkara ini untuk : 



Membebaskan kami dari segala hukuman 

atau hukuman yang seringan ringannya dan seadil- adilnya 

kepada Terdakwa ; .............................. ..---- ------ ----..----- ---- 

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukaf; kernuka persidangan 

oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut : 

Leli Marlina Binti Iim Ibrahim , pada hari Selasa 

sekitar puku112.00 Wib, atau setidak tidaknya 
/ 

pada waktu lain dalam bulan Januari 2007, bertempat di Pasar Ic.ota 

Gede Yogyakarta aGu setidaktidaknya pada tempat lain dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wah melakukan per1)uabn 

kekerasan fisik dala~n lingkup rurrrah tangga sebagaimana iang 

dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu setiap orang dilarang mqlal<ukan 

kekerasan dalam lingkup rumah bngga terhadpp orang dalam lingkup 

rumah tangya iiya dengm; .cars kekerasan fisik yang dilakukan oleh, istrii 

terhadap suami aQy . . sebaiiknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk rnenjalankan peke jaah jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan seharl - hari perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengsn 
. . 

cara antara lainnya sebagai berikut : 

- Bahwa kekka terdakwa melihat suami terdakwa yaitu saksi'3amronii 

berada di Pasar I<& Gede Yogyakarta dan turun dari sepeda motor 

yang . dikendarainya, terdakwa langsung mela'kukan pem~~kularr 
Y 

menygunakan tangan, kosong terhadap suami yaitu saksi 

Jamr(>ni sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan dan bagian - - 
muka sebelah kiri, pemukulan dilanjutkan dengan menggunakan 

helm sebanyak l(satu) kali mengenai bagjan punggung sebelah - - - L 

~~JEQ kemudian pemukulan juga dilakukan terdakwa dengan 



rnenggunakan ,Koran +sebanyak I   sat^^ ) kali mengenal bagian 

------------------ --- -------- --- --------------------------..------- 
- Bahwa setelah ~nelakukan pemukulan terhadap suami terdakwa 

yaitu saki Jamroni, terdakwa juga masih melampiaskan 

kemarahannya kepada suami terdakwa yaltu saki Jamroni dengan 

nada tinggi melontarkan kata - kata kasar dengan mengata:an 

''lorate Ianangan ga bnggung jaw& " ; --------------------------- 
/ 

- Bahwa selaku suami dari terdakwa saki Jamroni tidak: bisa 

menerima pernukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa dar~ tidak 

bisa menerima perlakuan terdabrva yang sangat mempermalukan 

saksi 3arnroni didepan orang banyak tersebut, meskipun antara 

saksi Jamroni dengan terdakwa masih berstatus. submi --istri 

berdasarkan Kutipan ~ k b  Nikah ~.472/03/1/1997 tanggal 5 

hnwi .I997 yang dikeluarkan oleh ~an'tor Urusan .Agama 

Kmmatan Sewon Kabupaten Bantul, saki Jamroni tetap meminta 

pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dengan 

mengadukan kejadian pemukulan terhadap diri saki Jamronii 

tersebut kepada Poltabes Yogyakarta dengan surat tertanggal 

10 Januari 2007 ; ---------------- ------ ------ ------ ----- -------------..---- 
Perbuatan terdaka tersebut sebagaimana diatur dan diancam 

pidano dalam pawl 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang 

Pepghayusan Kekerasan dalam rumah tangga ; ------------------ 

~enimban~, bahwa dipersidangan telah dimajukan barang bukti 

yang telah clisita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu : 

- 1 (satu) buah akta nikah No. 472/03/1997 untuk istri : ------------- 



- 3 (tiga) buah Koran Merapi tertanggal 4; 27 dan 28 Desember 

2006; ........................................................................... 

- 1 (sat~~) bush helm warns merah ;------ ------ ------- -------- ----- .--------- 

- I (sat~) lembar fotocopy aMa nikah ( legalisir ) No. 472/03/1./1997 

u~ituk suami; - (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XL No 

Sert 083.802785284 ; ---------..--.-----------------------------------..------- 

Menimbang, Bahwa selain barany bukti, dipersidangan juga k lah  

djdengar keterangan saksi- sa ksi sebagai beri kut : 

1. Saki. JAMRONf A.Md, setelah bersumpah selanjutnya 

menerangkan pada pokoknya sebagai beri kut : 

- Bahv~a benar saksi kenal pada terdakwa, karena terdakwa adalah 

istri sah saksi dan saki adalah suami sah Terdakwa ; ----------- 
- Bahwa benar selama 10 ( sepuluh ) tahun dari perkawinan saki  

dengan terdalwa ada dilahirkan seorang anak yang sekarang sudah 

sekolah duduk di Kelas 111 SD ; ...................................... 

- Bahwa benar pada diri saki  telah tejadi penghnaan dan 

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwaa tepatnya pada hari 

Selasa sekitar puku112.00 Wib tanggal 9 Januari 2007 di Pasar 

- Bahwa benar saat itu saki pergi ke Kot3gede menemui Sdr Barokah 

untuk memberitahukan adanya perkara saki di poltabes Yogyakarta 

, dan ketilca saksi turun dari motor, tiba-tiba Bapak mertua saki 

yaltu. saki lbrahim marah-marah kepada saki dan secara tiba-tiba 

saat itu terdaha memukul saksi dengan menggunakan Helm 

standart daan mengenai punggung saksi, dan memukul saksi lagi 

derrgan menggunakan tangan kanan dan mengenai muka saksi, dan 



pfmukul lagi dengan menggnnakan Koran yang telah dibawa 

:&rdakwa dan mengenai mulut saki ; ----------------------------------- 

- Benar salcsi lbrahim ada mengancam saki dengan mengatz~k~n " 

kalau tidak mau kerumah sampai nanti malam akan saya bunuh, 

saga bunl~h kamu tidak apa-apa meskipun masuk p?njar& 

pokoknya kamu harus bisa menceraikan istrimu " dan dengan emosi 

menc-ba memukul saksi b p i  tidak kens; -..------------------------------ 

- Bahwa benar abs kejadiati tersebut, saki setelah itu lar~gsung 

melapor kepa Ja Poltabes Yogyakarta ----..- ------..-- ----- ----. ------ 

- Bahwa benar saat kejadian, saki masih hidup serumah dengan 

terdakwa, akan tetapi karena antara saki dengan terdakwa terus 

bergejolak sehingga, saki  kembali ke rumah orang tua saki  skitar 

butan Nopember 2006 sampai Marang ; ----------------------am-- 

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saki sudah sering tejadi 

Cekok, namun saki banyak mengalah, - terdakwa sering memukuli 

saki mengeluarkan kata-kata kotor dan terror melalui SMS, w i n g  - 
membanting gelas saksi sangat malu ; ----------------- ---.-..- 1 - - 

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa kepada saksi, saksi merasa 

sawt dan malu ; --- ----------- ----- ----------- -- ---- - --- 
- Bat~wa benar barang bukti HP adalah mi~ik saki dan Koran-koran 

adalah yang dilemparkan terdakwa kepada saksi., Helm standart 

punya saki dan surat nikah adalah milik terdakwa dan saki ; ----- 
- Bahwa benar isi Vesum Et Reperturn tersebut ; ...................... 

2. Salksi. PIM IBWAHIM, setelah bersumpah selanjutnya menerangki~~ 

pada pokoknya sebagai berikut : 



Bakwa benar saki tidak merzgetahui secara jelas keadaan rumah 

tangga terdahva ; - --------- ---- ----- ---- ---- ------- --------- ------ ---..------- 

Bahwa benar terdakwa adalah anak saki yang sudah menikah 

dengan saki Jamroni, Amd ; --------------------------------------..------ 

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 pukul 12.00 

Wib di depan urnum di Pasar Kotagede Yogryakarta terdak~a ada 

ribut-ribut dengan saki Jamroni, suami terdakwa dan pada ribut- 

ribut tersebut terdakwa memukulkan melemparkan kertas Koran 

yarlg digulung- gulung satu kali ke arah terdakwa dan mengenai 

Bahwa berlar kejadian tersebut tejadi setelah terdakwa daii saki 

pulang dari Kantor Dinas saksi Jamroni di Wonosari dalam rangka 

urusan terdakwa dan saki Jamroni tapi tidak dapat diselesaikan 

karena saki Jamroni tidak datang dan ke I<otagede dengan makud 

untyk makan tapi bertemu dengan saki Jamroni dan terjadilah 

Bahwa benar ketidak hadiran saki jamroni. di Kantor Dinas saksi 

Lmroni di Wonmari membuat terdaha kesal kepada saksi 

&hwa M a r  dalam pertemuan dengan saki Jamroni, saki ada 

'mengajak saki Jamroni untuk bertemu di rurnah akan tetapi ditolak 

oleh saki Jarnroni, yarlg membuat terdakwa marah dan ' 

melemparkm kerbs gulungan Koran ke arah terdakwa tersebut ; -- 

B a h ~  benar dalam keributan terdakwa dengan saki Jammni, 

".lerdakv& ada mengatakan kata-kata "lonte lanangnt "laki-laki tidak 



- Brlhwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa ada mempunyai 

banyak hutang. Bahwa benar saki Jamroni sudah 1,s tahun 

meninggalkan rumah kediaman bersama terdakwa ; -------------..---- 

- Bahwa benar dari perkawinan saki Jamroni dengan terdakwa ada 

dilahirkan seorany anak dan sejak saki Jamroni meninggalkan 

tempat kediaman tidak pernah melihat anaknya ; --------------------- 

3. Saksi. BARlOKAH , setelah bersumpah selanjutnya menerangkan 

pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa benar pada hari Selasa siang tangal 9 Januari 2007 sekitar 

pukul 12.00 Wib , Sdr Jamroni datang ke kios saksi dl Pasar 

Kotagede Yogyakarta dan tidak berapa lama kemudian terdakwa 

bersania ayahnya ( sdr.lim ) datang, dan saksi mendengar terdakwa 

ada nlengatakan itu pak Wonge ",lalu terdakwa marah dan 

n'lengatakan kepada Sdr Jamroni "lanangan ngga tanggung jawab, 

- Bahwa benar sambil marah - marah tedakwa melempar Helm 

warna merah kearah SdrJamroni d m  mengenai punggung Sdr 

3 m n i  ; ----------..-------------.----------------------------- ----------- 
- -hwa her~ar selain melempar helm, terdakwa juga ada menampar 

Sdr Jamroni dengan menggunakari tangan dan menggunakan Koran I 

sebanyak masing- masing tiga kali dan ada mengenai pipi Sdr 

Jamroni ; -------------------------.,-------------------------------------- i 

- 6ahwa benar terdakwa lebih dahulu menampar dengan tangan 

barn kemudian dengan kertas Koran yang digulung ; ------ 



- Bahwa beriar antara terdakwa dengan saki Jamroni pada saat 

kejadiar~ masin terikat perkawinan dan belum bercerai mesldpun 

sudah pisah njnlah ; -- ------.- ........................................ --..---- 

- Bahwa benar terdakwa bekeja mengkreditkan barang dan baju- 

- Bahwa benar terdahwa ada mempunyai hutang kepada saki dan 

juga kabarnya kepada pihak lain ; ......................................... 
- Bahwa benar barang buMi Koran, Helm yang digunakan terdaha 

untuk meniukul Sdr, Jamn>ni : ......................... --------------- . ---- 

4.Saksi. SUPRIYANTO , setelah bersumpah selanjutnya 

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bhwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 

12.00 Wib di Pasar Kotagede Yogyakarta, saki  meiihat terdakwa 

ribut dengan saksi 3amroni dan disitu juga ada mertua saksi 

- Bahwa bemar dl pasar Kotagede Yogyakartaa tempat tejadinya 

keributan padb-saat itu sangat ramai, sehingga hanyak orang yang 

- W w ?  benar padaa scat i t~, awalnya saksi masih didalam toko'dan 

mdengar ribut- ribut, lalu saksi keluar dan rnelihat yang ribut 

terdaba dengan saki Jamroni -;--..7----------------------------- 

- Bahwa benar dalam keributan itu saksi meiihat terdakwa memukul 

Sdr Jamroni derrgan menggunakan Koran : ............................ 
- Dahwa benar selain memukul dengan Koran, saksi juga mendengar 

terdakwa ada rnengatakan kata-kata "lonthe " ------------- 



- Bahwa benar &ksi ada mendengar suara Helm yang jatuh, akan 

tetapi tidak mdihat terdakwa ada rnemukul Sdr Jamroni clengan 

Helm ; .----------------------------- ---- -- ---- -- ---- -- ........................... 

5. Saksi. SUUYARNO, setelah bersumpah selanjutliya menerangkiin 

pada pokol<nya sebagai berikut : 

- Bahwa benar saki kenal dengan terdakwa sesama pedagang di 

pasar ; ----------------------------------------------------------------.,------- 

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar 

puku112.00 Wib di Pasar Kotagede Yogyakarta, saakitu saki ada di 

Kios dan mendengar ribut-ribut yaitu terdakwa dengan Sdr Jarnroni; 

- khwa benar saki tidak sempat melihat pemukulan; tapi saksi ada 

mendengar kta-kala yang diucapkan terdakwa dengan nada marah 

" Ora ngurusi anak istri " dan "lonthe " saki juga a& mendengar 

Suara helm yang jatuh dan supra Koran yppg dipukutkqn akan tetap4 

tida k rrielihat dipu kul kan kepada siapa ; ------------------------------ 
- Bahwa benar setelah terdakwa dan ayahnya pergi, saki add 

merabantu rnenenangkan Sdr Jamroni ; --------------------- 

6. Saki. RAHMAT HLDAYAT ( ade charge ) setelah bersumpah 

selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa benar pada hari Selasa tangal 9 .lanuari 2(:;!7 sekitar pukul 

12.00 Wib , saki ada di dalam kios di Pasar Kotagede Yogyakarta 

dan mendengar suara ribut-ribut diluar ; ----- -------- -- ---- ------------ 
- bahwa benar setelah mendengar suara ribut, saki melihat ke luar 

clan saki lihat terdakwa dengan suami terdakwa dan ayahnya 

sedang ribut dengan suami terdakwa dan saat itu saki juga melihat 



terdakwa mernberrtak dan melemparkan Koran dan mengenai wajah 

Sdr. Jamroni ; -----------..--------------------------------------------- 

- bahwa benar dalam keributan Itu saksi juga mendengar terdalcwa 

ada mengatakan lonthe " kepada suaminya dan juga tentang 

meninggalkan isteri, satu tahun lebih, punya istri baru ; ---------.----- 

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan keterangan saksi- 

saksi, BERDAKWA juga telah memberikan keterangannya sebagai 

berikut : 

- Bahwa benar yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah soal 

penganiayaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa 

lakulan gigi suami terdakwa yaitu Sdr Jamroni ; ---------------- 
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar pukul 

11i30 Wib sepulang nya terdakwa bersama Bapak terdakwa (sdr lirn 

Ibrahim) dari Kantor Dinas Pendidikan Gunung Kidul tempat suami 

krdakwa (Sdr Jamronj) ; -------- ----- ------ ------ --------- -------------- - 
- bekerja, terdalcuva dan Iim Ibrahim singgah di warung Soto Pasar 

Kotagede Yogyakarta dan pada saat itu terdakwa melihat suaml 
i. 

&tang pakai sepedamotor ; ------------------------------- 
- Bahwa benar karena terdakwa sudah merasa jengkel dan emosi 

terhadap suami terdakwa tersebut, terdakwa langsung mendatangi 

suami terdakwa tersebut yang masih berada diatas motor dan 

meraih helm yang dipakal terdakwa: serta membantingkannya ke 

- Bahwa benar karena masih jengkel, terdakwa juga melempar suarni 

terdakwa tersebut dan jamk dekat dengan Koran Merapi yang 
* 



digulung - gul~lng dan mengenai begian pipi suami tedakvua, dan 

- Benar juga ada melemparkan tas ke rja suami terdakwa ; -----,.,----- 

- Bahwa benar saat melempar koran dan helm kepada suami 

terdakwa tersebut terdakwa juga sambil mengatakan : lonthe 

lanang suami tidal< bertanggungjawab dengan nada yang keras ; -- 
- Bahwa benar terdakwa dengan Sdr Jamrorii adalah suami isteri 

yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Bantul 

pada tanggal 5 Januari 1997 dan dikaruniai seorang anak 

perempuan yang sekarang telah berumur 9 tahun ; ---------------- 
- Rahwa benar saat. peristiwa itu te jadi, terdakwa masih terikat 

perkawinan yang sah dengan Sdr Jamroni, akan tetapi suarnisudah 

tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa , karena Sdr Jamrani 

sudah 19 bulan pergi dan tinggal di rumah prangtuanya ; ---- 
- Bahwa knar  peke jaan suami terdakwa adalah sebagai Guru ; ---- 
- Bahwa benar penyebab peristiwa ini adalah karena sudah tidak ada 

lagi komunikasi antara terdakwa dengan Sdr Jamroni sebagai suami 

karena ada beberapa persoalan dan terdakwa saat itu hanya ingin 

lnim kejelasan saja ; ---------------------------------------- 
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2005 sudah tidak ada lagi 

tnrbungan biologis antara terdakwa dengan Sdr Jamroni sebagai 

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga terdakwa dengan Sdr 

Jamroni 'sudah dianlbang perceraian , karena adanya gugatan ccrai 

yang sedang diperiksa di Pengadilan ;---------------.------------------- 
D 

- Bahwa benar simpai saat ini belum ada perdamaian ; - - 



- Bahwa benar terdakwa merasa perlakukan terdakwa terhadap 

suami terdakva adalah tidak pantas dan terdakwa juga merasa 

sangat menyes1 ; ------------------- ------. ------------ ----- -------- ---------- 

- Bahwa benar persoalan ini tejadi juga karena terdakwa punya 

salah jugs ; ............................ ----..------- --------- ------------------- 

- Bahwa benar tentang SMS- SMS jorok yarrg tzrdakwa kirim kepada 

sdr Jamroni ; ................................................................. 

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saki- saki, yang 

dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan 

barang bukti, ~aje l is  hakirn telah meneniukan fakta- fakta hukum 

sebagai berikut : 

1. Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2007 sekitar jam 

12.00 Wib di Pasar Kobgede Yogyakaq te Qadi keributan antara 

Terdakwa dengan saki Jamroni sebagai suami tirdakwa ;----------- 

2. Bahwa keributan tersebut.dimulai dari sampainya terdakwa dengan 

saksi Iim Ibrahim dari Wonosari di Pasar Kotagede Yogyakarta 

unbk makan di warung Soto dan tidak lama kemudian melihat 

saki Jamroni datang naik sepeda motor .; ----------------------- 
3. Bahwa benar melihat saki Jamroni datang, terdakwa merasa 

jengkel dan emosi sehingga terdakwa langsu* datang menemui 

saki Jamroni yang saat itu masih berada di sepeda motornya yang 

sudah herhenti ---- ---- ------- ---------- -------- ------- -------- 
4. BiPhw benar karena merasa jengkel dan ernosi , terdakwa meraih 

helm, yang dipakai oleh saki Jamroni dan memukulkannya ke saksi 

Jamroni yang mengenai pungyung saki Jamroni dan selanjutnya 

helm terhempas ke tanah ; -------------- ----------------------- 



5. Bahwa benar karena. masih merasa jengkel dan emosi, terdakwa 

selanjutnya ~nemukulkan gulungan kertas Koran Merapi Ice saksi 

4amroni dan r~lengenai pipi saki Jarnronl; .............................. 

6. Bahwa benar setelah itu terdakwa marsh- marah dan membentak 

serta mengeluarka~i kata- kata " lonthe lanang " Suami tidak 

bertanggung jawab " , meninggalkan istri sudah 1 tahun lebih, 

punya idri baru " ; .................................................... ------ 

7. Bahwa benar setelah mengatakan kata-kata kasar dan kotor 

kepada saksi ,.lamroni, terdakwa lalu mengambil tas kerja saki 

Jamroni dan melernparkannya ; --------------..---------------------------- 

8. Bahwa benar perkataan .tersebut dilakukan terdakwa kepada saki 

Jamroni karena komunikasi yang tidak baik antara terdakwa 

dengan saksi- Jamro.ni sebagai suami yang disebabkan bebetapa 

persoalan, antara lain dimana sudah _14. bulan saki Jamroni tidak 

bersania serurnah lagi karena suiah 
A/------- 

tinygaldi rumah orang 

, tuan yaL-------i---------------------I------- 

9. Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang 

dilakukan terliadap saksi Jamroni dan metasakan ha1 itu tidak 

pantas ; ...................................................................... 

10. Benar antan terdakwa dengan saki Jamroni belum ada damai,dan 

maJ@ sudah diahbang perceraian ; ------------------------- 
11. Bahwa benar terdakwa dan saksi Jamroni adalah suami istri yang 

terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah di Kantor Ur~~san 

Agama ~ecamatan Sewon Bantul pada tanggal 5 Januari 1997 dan 

dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun ; 



12. Bahwa benar akibat dari perbl~atan terdakwa atas saksi Jamroni, 

saksi Jamroni lnerasa malu dan juga merasa sakit ; ------------------ 

Menimbang, bahvra berdasarkan fakta-fab hukum tersebut 

diatas, Majelis Hakiln akan mempertimbangkan sejauh mana terdakwa 

dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan, Jabs Pen~~ntut Umum ; - 

Menimbang, bahwa terdakwa- telah didakwa dengan dakwaan 

yang mendakwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana 

yang diatur dan diancam hukuman dalam pawl 44 ayat (4) UU No. 23 

Tahun 2003 terutang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, yang 

unsur- unsurnya adalah sebagai berikut : 

- Unsur c~tiap m n g  ; ----- - ----------.-------..------ -------------- 
- Unsur melakukan perbuatan fisik yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan pekejaan jabatan atau mata 

- Unsur-yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ; --- 

Menimbang, bahwa atas unsur- unsur tersebut diatas Majelis 

Ad. 1 Unsus Setia p orang : 

Flenimbang, bahwa yang dimaksud dengan IJnsur ini, ialah setiap 

orang perorangan, manusla, pribadi yang merupakan subyek hukum 

yang padanya dapat dituntut pertanggung jawaban dari perbuatan yang 

dilakukannya , ---- .. ----..------..----..------------------------- ----.--------------- 
Menimbang; bahwa terdakwa dengan identitas sebagaimana 

yang tercatat dalam putu~an ini, adalah orang, perseolangan, manusia 



, pribadi pendukung hak dan kewajiban yang sehat aka1 fikirannya dan 

pula sudah dewasa, sehingga padanya dapat dituntut pertanggung 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka 

unsur setiap orang dalarn perbuatan terdakwa telah terpenuhi ; --------- 

Ad.2 Unrur rnelakr~kan perbuatan kekerasan fisik yang tidak 

menimbulkan perlyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekejaan , jabatan atau mata pencaharian atau kegiqQrt 

sehari- hari : 

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur ini dapat diketahui 

apakah terdakwa ada melaki~kan perbuatan yanq berakibat timbulnya 
\ 

kesgngsarag-n.-a:au penderitaan secara fis~,~-seWL.psikoIogisI akan 
----__.___I_- 

tetapi tidak ---..--- r n e n i m t z ~ e ~ - a t a L l - C d - & - . . m e n i a d i a ~ n t u k  
-._.------ 

menjalankan pekejaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan _ __I._l_ -_____-__ - - _ - - . . - . - - - ~ - ~ . ,  r__--.*-.l-l--~"__I -- 
sehari- hari ; -------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta hukum, terdakwa 

ada memukulkan' hdm yang mengenai punggung saksi Jammni dan 

selanjutnya memukulkan sambil melemparkan gulungan kertas dan 

mengenai pipi sabi Jamroni ; .................................................. 

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan fakta hukum, terdakwa 

setain memukulkan helm dan melevnparkan gulungar~ kertas Koran, juga 

ada mengatakan kata " lonthe lanang, suami tidak bertanggung jawab, 

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 

terliadap saki Jamroni sebagaimana yang dipertirr~bangkan diatas, 

patut diyakini subyek perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan fisik 



da3 piWs, Icarena perbuatantan memukul dengan helm dan 
.,- 

mamparkan kertas gulungan Koran terhadap saki Jamroni, diyakini 

menimbulkan rasa sakit pada saki Jamroni dan kata- k,ata "Lonthe 

lanang "suami tidak bertanggung jawab , punya istri simpanan, dan lain 

lain adalah kata-kata disamping belum tentu kqbenarannya, adalah 

termasuk kata-kata jorok yang tidak pantas untuk diucapkan apalagi di 

tempat umum di Pasar Kotagede Yogyakarta, sehingga patut diyd<ini 

menyebabkan kesengsaraan psikis atas ssksi Jamroni ; ------------------ 
Menimbany, bahwa selanjutnya herdasarkan fakta hukum, 

temyata baik kesengsaraan fisik dan psikis tersebut tidak menimbulkan 

penyakit atau tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan 

bagi saksi Jamroni sebagai Guru yang subyek kegiatannya sehari- hari, 

.sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; --------- 

Ad.3. Unsur dabm lingkup Rurnah hngga yang dilakukan oleh 

suami terhadap Psteri aPau sebaliknya : 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah 

dimana terhadap pihak lain yang termasuk dalam lingkup Rurnah 

Tangga ; -----------------,--..-- ---.--... - ..--- -- ----- -------------------------.. 
Menimbang, bahwa yang dimalsud dengan pihak-plhak dengan 

pihak lain dalam hal ini ialah alternatif antara suami terhadap istri atau 

sebaliknya isten terhadap suami , dan oleh karena bersifat altematif 

maka salah satu saja terbukti pengeriian unsur sudah terpenuhi ; ----- 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup 

Rurnah Tangga ialah meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang 

mempunyai hubungan Iceluarga yang menetap dalam \-urnah tarlgga dan 



&au orang yang bekeja membantu rumah tangga dan rrrenetap dalam 

.?tanah tangga tersebut yang dipandang sebagai anggota keluarga ; ----- 

Meninqbang, bahwa atas pengertian unsur tersebut, Majelis 

memperti~nbangkan sebagai berikut : 

Ivlenimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum benar terdakwa 

terbukti telah melakukan kekerasan tisi k terhadap sa ksi Jamroni ; ------ 
Menimbang, bahwa berdasarkarl fakta hukum. terdakwa dengan 

saki Jamroni adalah sepasang suami istri yang telah menikah pads 

tanggal 5 Januari 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon 

Bantul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah 

be~rnur  9 tahun ; ----- ------ -------- --------------------------. 

Menimbang, bahwa berdasarkan periimbangan diatas, maka jelas 

terdakwa adalah istri dari saki Jamroni ; --------------------------- 
Merrimbang, bahwa berdasarkan periimbangan diatas, maka 

perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Jamroni adalah 

perbuatan yang termasuk dalam lingkup Rurnah Tangga yaitu Rumah 

Tangga perkaxvinan saksi Jamroni sebagai suami dengan terdakwa 

sebagai lstri ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, malca 

unsur inipun telah terpenuhi ; -----------------------.---------- 

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi 

maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan ; ------------------------ 

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat 

dan teliti, tidak ditemukan adanya faktor- faktor yang merupakan alasan 

pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat 



kesala han terda kwa, dan oleh karenanya terdakwa harus tetap 

dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan Kesalahannya ; ----- 

Menirnbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam 

perkara ini, yaltni berupa ; I (satu) buah a h  nikah No. 472/03/1997 

urttuk istri : 1 (satu) buah helm warna merah, dan 1 (satu) buah helm 

warna merah dan I ( satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XI, No 

Seri 08180278254 , agar dikembalikan kepada Terdakwa, 3 (tiga) buah 

Koran Merapi tertanggal 4, 27 dan 28 Desember 2006 agar dirampas 

untuk dimusnahkan sedang I (satu) lembar fotocopy AMa Nikah 

(legalisir ) No. 472/03/I/1997 untuk suarni tetap terlampir dalam berkas 

perkam ;--------------..------------------------- ---..- 

Menimbang; bahwa sebelum Majelis rnenentukan pidana yang 

akam dijatuhkan atas terdakwa, maka terlebih dabulu dipertimhangkan , 

hal- ha1 yariy memberatkan dan hal-ha1 yang meringankan sebagai 

Hal- hal yang memberatka n : 

- Perbuatan Terdakwa terhadap saksi ,Jamroni yang rnemukulkan 

helm dan gulungan kertas Koran serta mengucapkan kata-kata yang 

menusuk perasaan, sangat rnerendahkan harkat dan martabat saksi 

Jamroni selaku sljami didepan umum ; ------------------------------ 

Hal-ha1 yang meringanka n: 

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya ; 

- Terdakwa masih rnuda, sehingga masih mempunyai kesernpatan 

untuk rnemperbaiki kelakuannva di kemudian hari-; ----------- 



Menimbang, bahwa berdasarlan pertimbangan dalam putusan ini 

secara keseluruhan, sebagai mana yang terurai diatas, Majelis 

berkeyakinan , pidana yang dijatuhkan atas terdakwa tersebut telah 

sesuai dengan kesalahan terdakwa ; -------------------,-----------------* 

Mengingat ketent~~an Perundang--Undangan yang berbku, 

khususnya pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2003 tentarig 

Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, serta peraturan lain 

berhubungan dengan perbra ini; -..--------------------------------------..--- 

M F N G A D I L X  

1 Menyatakan terdakwa LELI MARUNA Binti E f H  -P' 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak 
\ 

pidana " Melakrakan Perbuatan kekerasan fisik dalam 

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 5 ( 1 i m a ) b u I an ; --------------- 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di 

kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum 

masa percobaan yang larnanya 10 (sepuluh) bulan terdak 

melakukan perbuatan ang dapat dipidana --- ------ 
4. Menetapkan barang, bukti berupa : 

- 1 (satu) buah alcta nikah No. 472/03/1/1997 untuk istri ; 1 - 
(satu) buah helm warna merah dan I (satu) buah helm wama 

n~erah dan I (satu) buah HP Nokia 3200 dan SIM Card XL No 

Sen 081802785284, agar dikembalikan kepada Terdakwa ;-- 

- 3 (tiga) buah Koran merapi terhnggal4,27 dan 28 Desember 

2006 agar dirampas untuk dimusnahkan; ---------------- 



1 (satu) lembar fotocopy akta nikah ( legalisir ) No 

472/03/1/1997 untuk suami tetap terlampir dalam berkas 

perk;?lra ; --------- ---------- -----------------.-- 

5. Membebankan terdakwa untuk membayar ongkos perkara 

sebesar Rp, 1.000. -( seribu rupiah ) ; -----------------------------..-- 

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis, tang-al I Nopember 

2007, dalarn sidang perrnusyawaratan MajeYis Hakim Pengadilan Negeri 

Yogyakarta yang terdiri dari ZLIBAIDAH WAHAB.SH, sebagai Ketua 

Majelis, SAPAWI. SH.MH. dan DJAWIKO MH GIRSANG SH.M.Hum, 

masing-masing sebagai akim Anggota, putusan many diucapkan pada 

hari itu juga oleh Ketua majelis lersebut dalam sidang yang terbuka 

untuk umum,dengan dihadiri Kedua hakim Anggota tersebut, dibantu 

PMAN USTYAWk'kf. SH. sebagai Panitera pengganti, dan juga 

dihadiri oleh ANNA MUFLTKAH SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum 

Hakim Anggota I, ... 

IMAN ISlYAWAT'I.SH. /L 



PUTUSAN 

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA 

No.  : 68 / PID / 2008 / PTY 

DAIIAM PERKARA PIDANA BANDING 

TERDAKWA : 

LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM 



PUTUSAN 

NOMOR : 68/PID/2008/RTY 

DEMI KEADTLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TIllGGI YOGYAKARTA yang memeriksa d m  

mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut perkara terdakwa : --------------------------------- - -------- ---.-- 
N a m a .  , : LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM ;----- 

Tempat lahir : Tasikmalaya -------------.. 

Unlur / Tanggal lahir : 29 tahun I 27 April 1977 ;---------------------- 

Jenis kelamin : Perempuan ; ---- - ---- - ---------------------------- 

- q Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta ;-------- 
4 

Agama : Islam ; ..................... ------ ----- --- ----- ----- 

Pendidikan SMA ; ----------- - --------- -- -------- --- ------- ---- 

Setelah membaca ;------------------------------------------------------------ *.: 

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Oktober 

2008 No. : 68/Pid/2008/PTY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk 

memeriksa. dan mengadili perkara tersebut dalarn peradilan tingkat banding ;-- 

2. Beskas prrkara d m  swat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; 

Menerimd &an mengutip hal-hal sebagai befikut :--- -------- --- ------ --------------- 
A. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 

2007 No. : 115/~id.~/2007ff~.Yk.,  yang arnarnya berbunyi sebaiai 

berikut . ... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 



I. Menyzltakan Terdakwa LELI MARLINA binti IIM IBRAHIM terbukti 

secsu-a sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " 

Melakukarl Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rurnah tangga " ;--- 

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian 

hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelurn masa percobaan 

yang Ianlanya 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang 

- 1 (satu) buah akta nikah No. 472/03/1/1997 untuk istri; 1 (satu) buah 

helm warna merah dan 1 (satu) buah helm warna merah clan 1 (satu) 

buah IP Nokia 3200 dan SIM Card XL No. Seri 081 802785284, agar 

&kembalikan kepada Terddkva ; ................................ ------- ----- 

- 3 (tiga). buah Koran Merapi tertanggal 4,27 dan 28 Desember 2006 

agw dirampas untuk dimusnahkan ; ........................................ 

- 1 (sat~)  lembar fotocopy akb  nikah ( legalisir ) No. 472103/1/1997 

untuk suami tetap ierlan~pir dalam berkas perkara ;---------------------- 

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar 

Rp.1.000,- ( seribu rupiah ) ; ............................... - ------------ --- ---- -- 

B. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umurn tangga'. 25 April 2007 No. Reg.. 

Perk.: PDM- lYOGYN04.07, yang berbunyi sebagai berikut : ------------ 

Dakwaan : 

Rahwa terdakwa Leli Marlina binti Iim Ibrahim, pada hari Selasa 



pada w a h  laill dalam bulan Januari 2007, bertempat di Pasar Kota Gede 

Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik 

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 

huruf a yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup 

rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rwnah tangganya dengan cara 

kekerasan fisik yang clilakukan oleh istri terhadap suami atau sebaliknya 

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjazu~ jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, 

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai 

berikut : ................................................................................. 

- Bah~va ketika terdakwa melihat suami terdakwa yaitu saksi Jamroni 

berada cli Pasar Kota Gede Yogyakarta dan turun dari sepeda motor 

yang dikendarainpa, terdakwa menjadi sangat emosi . clan langsung 

mendekati suami terdakwa yaitu saksi Jamroni, tanpa basa-basi 

terdakwa langsung melakukan penpkulan dengan menggunakan tangan 

kosong terhadap suami terdakwa yaitu saksi Jamroni sebanyak 3 (tiga) 

M i  rnengenai tangan kanan dan bagian muka sebelah kiri, pemukulan 

dilanjutkan dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai 

bagian punggung sebelah kanan, kemudian pemukulan juga dilakukan 

terdakwa dengan menggunakan koran sebanyak 1 (satu) kali mengenai 

baeian rnulut ; -------------------..------ ............................................ 

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terl1adap suarni terdakwa yaiix~ 

saksi J a q n i ,  terdakwa juga masih melampiaskan kemarahannya 

kepada sumi  terdakvia yaitu saksi Jamroni dengan nada tinggi 

melot~tarkan kata-kata kasar dengan mengatakan " lonthe, lanangan gak 

..................... 



- Bahwa selaku suami dari terdakwa, saksi J m o n i  tidak bisa menerima 

pemukulan yang telah dilalcukan oleh terdakwa dan tidak bisa menerim:~ 

perlztkuan terdakwa yang sangat mempermalukan saksi Jamroni 

didepan orang banyak tersebut, meskipun antara saksi Jcunroni dengan 

terdakwa masih berstatus sebagai suami ister: berdasarkan Kutipan 

Akta Nikh  No. 472/03/1/1997 tanggal 5 Januari 1997 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agarna Kec. Sewon, Kab. Bantul, saksi 

Jamroni teiap meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa 

dengan me~igadukan kejadian pemukulan terhadap diri saksi Jarnroni 

tersebut kepada Poltabes Yogyakarta densan swat tertanggal 10 Januari 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancarn 

yidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan kekerasan &lam tangga ;------------------- ----- - ---- L- 

C. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2007 No. Reg. 

Perk : PDM-058NOGYW04.07, yang pada pokoknya menuntut kepada 

Pengadilan agar :- .............................................................. ----- - 
1. Menyatakm terdakwa Leli Marlina binti Iirn Ibrahim terbukti secara sah 

d m  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan 

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana 

didakwakan melanggar pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan lekerasan dalam nunah tangga .----------.------------ 

2. Me~~jatuhkan hukusan. pidana terhadap terdakwa Leli Marlina binti Iim 

1brahih dengan pidatla penjara selama 5 (lima) bulan .--------------------- 

3. Mengliukum terdakwa Leli Marlina binti Iirn Ibrahim untuk membayar 
s 

l&GJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



4. Menekpkan barang bukti berupa :----- ---- -- ----------- ----- -------- --- ------ 
- 1 jsatu) buah HP Nokia 3200 dan SIM card XL No. Seri 

08 1802785284 ; ------- - -------------- -- ----- - -----..------- --- ------ ----- ------- 
Dikembalikan kepada saksi Jamroni ; ------- -- ----------------------------- 

- 3 (tiga) eksemplar koran. Merapi edisi tgl. 4, 27 dm 28 Desember 

Menimbang, bahwa dari Akta bmfng  No. : 17.B/Akta.Pid/20077 

PN.Yk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata pada 

tanggal 6 Nopember 2007, Jaksa Penuntut Umurn telah mengajukm permintaan 

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 

2007 No. : 1 15/Pid.B/2007/PN.Yk., dan permintaan banding tersebut telah 

diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Desember 2007 ;----------------- 

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dil* ke Pengadilan 

Tinggi kepada Jaksa Penhtut Umum dan terdakwa telah diberi keshpatan 

untuk mempelajari berkas perkara dari tanggal 22 April 2008 sampai dengan 

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan 

tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta telah pida 

diberitahukaq dengan seksama kepada terdakwa, oleh karena itu pemitaan 

banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat'ditcrima; 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksarna 

berita acara dari Penyidik, berila acara persidangan dan putusan Pengaciilan 

Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 No. : 11 5/Pid.B/2007/PN.Yk. yang 

dimintakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 



dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :------------- 

- Bahwa dasar yang dikemukakan oleh Hdcim tingkat pertama sebaga 

pertimbangan hukum tentang terbuktinya secara sah dan rneyakhkm 

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa 

Penuntut Unurn melanggar pasd 44 ayat (4), Undang-Undang No. 23 Tahun 

2003, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasrs dan 

pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan T i i  dan 

dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri dalarn memeriksa dan mengadili 

perkara tersebut da lm tingkat banding ;-- ------ ---------- --------- ------------------ 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas maka putusan Pengadijan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 

2007 No. %: 115/Yid.Ri2007/PN.Yk. dapat dipertahmkan, oleh karena itu 

haruslah dikuatkan ; .............................. -- ----------------------------------------- 
Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana, maka terdakwa hams dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 

kedua tingkat peradilan ; .................................................................... 

Mengingat pasal 44 ayat (4), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 

dan pasal - pasal dari Undang-Undang dan peraturan - peraturan ymg 

bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------------- 

M E N G A D I L I :  

- Menerima permintitan banding dari dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -.------- 

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2007 

No. : 1 lS/Pid.B/2007/PN,Yk, yang dimintakan \;anding ;--------------------------- 

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pera~ilan, 

yang dalarn tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ;----------- -..-- 

Dernikian diputus dalam musya\varah Majelis Hakim Pengadil'm 

Tingni . ... ................... ... .. . .... 



Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 3 Nopember 2008, oleh kami 

ROERWONO, SH Hakim Tinggi pada Rengadilan Tinggi Yogyakarta 

sebagai Ketua Majelis, Hj. ?'JUT KEUMALA HAMZAH, SH. M.Hurn. dan Rr. 

SRI HERTATI SUMANTORO, SH, masing-masing Hakim Tinggi pada 

Pengariilan Tinggi tessebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu 

juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk mum oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri oleh Hakin1 - Hakim Anggota, l'anitera Pengganti 

SRI REDJEKI, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan 

terdakwa ;--------------------------------------------------------- ---------- ------------------ 

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

1. Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH. M.Hum ROERWONO, SH 

2. Rr. SRl HERTATI SUMANTORO, SH 
. . 

Panitera Pengganti, 

SRI REDJEKI 



!j 1 . Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut 

Umum dan terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2008 4 
t' 2. Bahwa Putusan tersebut a.n. Terdakwa LELI MARLZNA binti HM 
R 
hi BRAHIM telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 

3. Turunan kesatu dari putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut 

1 
4 YO@$(& 0 J April 2009 



PUTUSAN 

PENGADllAN TlNGGl YOGYAKARTA 

No. 18lPIDl2008lPTY 

DALAM PERKaRA PIDANA BANDING 

TERDAKWA : 

LUSl INDRl HAPSARI 

DIPUTUS TANGGAL 29 Aprll2008 



PUTUaAFL r- 

NOMOR : 18/PIDIZOO8IPTY 

DEMl KEADILAN BERDASARKAN KET.UHANAN YANO MAHA ESA 

Pengadlian Tlnggi Yogyakarta yung memeriksa dan mengadili 

Perkara Pidana dalam tlngkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai 

berlkut dalam perkara terdakwa : - -- 
N a m a  : LUSl INDRl HAPSARI ; ------- 
Tempat lahir : Purworejo ; - 
Umur 1 Tanggal lahlr : 29 tahun I 28 Maret 1978 ; -- - 
Jenls kelamin : Perempuan ; ------- - 
Kebangsaan : Indonesia ; 

Tempat tinggal : Perum Grlya Tamansari Kapllng 10, Magu- 

woharjo, Depok, Sleman ;--- 

Agama : Islam ; 

Pekerjaan : ibu Rumah Tangga ; ---- 
Terdakwa Oleh Penyidlk tidak dilakukan penahanan ; 

Terdakwa olsh Penuntut Umi~m tidak dilakukan penahanan ; - 
Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara Sleman 

berdasarkan surat Perintahl penetapan Penahanan dari : --- 
1. Majeiis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2008, Nomor : 

53/Pen.Pid/2008/PN.SIrnn terhihrng sejak tanggal 31 Januari 2008 

sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 ; ---- - 
2. Ketua Pengadilan Tinggl Yogyakarta tanggal 03 Maret 2008 Nomor : 

16/Pen.PIdQOn8/PTY, sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan 










































































































































































































